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Kata Pengantar  
 
 
 
 
 
 
Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga tim penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini 
disusun atas kebutuhan yang mendesak terhadap buku Pengembangan 
Sumber Daya Air.  
 
Pembaca akan diajak untuk dapat memahami dan mengerti konsep-
konsep awal kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan tapak dasar 
survey sumber daya air yang ada di indonesia guna memaksimalkan 
kebutuhan akan air melalui invistigasi sumber daya air. Di dalam buku ini 
diulas dengan sangat gamblang masalah kebutuhan air dengan 
membangun pemikiran pembaca mengenai prasarana yang layak sebagai 
dasar dari infrastruktur akan konsep kebutuhan air (Water Demand) 
disetiap rentang wilayah dengan mengartikulasikan wilayah topografi 
daerah pengaliran sungai (DPS) sebagai daerah tangkapan hujan. Buku 
ini dibahas pula mengenai sistem perencanaan penampung air yang luas 
sebagai wadah yang beroperasi secara multifungsi yang mencakup 
pemodelan penampung hujan, sistem Pengembangan sumber air dan 
sebagai sumber energi baik potensial maupun kenetik yang terpaut dalam 
pengelolaan sumber daya air secara estetis dan alami sebagai wujud nyata 
mendukung keberlanjutan lingkungan alam dalam koridor pelestarian 
sumber daya air yang sempurna. 
 
Akhirnya tim penulis menyadari, buku ini masih banyak yang belum 
dapat dipaparkan secara runut dan gamblang sebagai buah dari 
pengetahuan yang kurang matang. Sebagai tim penulis yang berjumlah 10 
orang ini sangat maklum bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan 
Yang Maha Esa dan untuk ini kami sangat berterima kasih jika ada saran 
kritik dari pembaca budiman dengan menjadikan buku ini sebagai bahan 
telaah akademik di kampus-kampus maupun dalam lingkungan ilmiah.  
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Terima kasih kepada semua pihak yang membantu sampai terbitnya buku 
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Bab 1 

Pendahuluan Pengembangan 
Sumber Daya Air  

 

 

 
1.1 Pendahuluan 
Sumber daya air adalah bagian integrasi kehidupan makhluk hidup yang 
memberikan kehidupan di planet biru ini dalam bentuk formasi flora dan fauna 
dengan dukungan kehidupan yang sangat seimbang. Air adalah salah satu 
sumber daya alam yang vital, baik untuk kehidupan di muka bumi maupun 
untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai 
sektor kehidupan.  

Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air 
menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang 
sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan 
sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani 
untuk mengairi tanamannya serta mengelola sumber daya air agar dapat 
tercukupi sepanjang tahun.  

Dari definisi tersebut para pakar lingkungan mengadakan pengembangan lebih 
lanjut mengenai sumber daya lingkungan dan sumber daya air. Pengembangan 
adalah pembinaan dan pengaturan air dan/atau sumber air yang meliputi 
aspek-aspek pembangunan, perlindungan dan pemanfaatan (Susela dkk, 1992). 
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Pengelolaan adalah pengaturan suatu kesatuan sistem dalam salah satu bentuk 
manajerial dengan melibatkan pihak-pihak terkait sehingga dapat 
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penyediaan air adalah proses, cara 
dan perbuatan menyediakan barang (air) yang mengandung makna usaha 
menjaga berkelanjutan dan pada manfaat, fungsi dan nilai dari segi mutu dan 
jumlah yang berkaitan dengan skala tempat/ruang dan waktu.  

Sumber daya air adalah segala sesuatu sarana yang berwujud untuk menunjang 
pembangunan. Selain keberadaan air di bumi terbatas yang diperkirakan hanya 
berkisar 2% (Armus 2014), sebenarnya penyebarannya di muka bumi ini juga 
tidak merata, seperti daerah kering dan gurun pasir jumlah air lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah air di daerah hutan hujan tropis, seperti di daerah 
hutan pulau Sumatera atau di daerah Amazon di benua Amerika Selatan.  

Di Indonesia bagian timur, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara mempunyai jumlah air yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan di Pulau Jawa maupun Sumatera, bahkan di 
suatu wilayah, yang dikenal sebagai daerah bayang-bayang hujan akan 
mempunyai jumlah ketersediaan air lebih sedikit dibandingkan dengan daerah 
yang membayangkannya.  

 

1.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber 
Daya Air 
Pola Pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kebijakan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah administrasi yang bersangkutan. 
Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam 
pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air 
mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 
pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang 
disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing. Kebijakan 
pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, yang selanjutnya disebut 
kebijakan nasional sumber daya air, disusun dan dirumuskan oleh Dewan 
Sumber Daya Air Nasional dan ditetapkan oleh Presiden.  

Setiap penetapan kualitas air diatur dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Pirzan et al 
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2007). Untuk analisis kuantitas air, data curah hujan dianalisis secara kualitatif 
lalu dihubungkan dengan rata-rata debit bulanan air tiap wilayah. Analisis 
debit tahunan juga dilakukan untuk melihat bagaimana tren debit tahunan 
suatu wilayah (Dahlan et al 2014). 

 
Gambar 1.1: Kebutuhan Air Sebagai Kebutuhan Dan Sumber Daya Sampai 

Tahun 2010 (Sarma et al 1999). 

 

1.3 Dasar Pengelolaan Sumber Daya Air 
Dalam perumusan peraturan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dibuatlah 
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pola pengelolaan sumber 
daya air misal pada  

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 33 ayat (3), Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar untuk besar kemakmuran rakyat.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang 
Sumber Daya Air:  
a. Pasal 1 ayat 8, Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka 

dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak 
air.  
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b. Pasal 11, pada beberapa ayat sebagai berikut: (a) Ayat (1) Untuk 
menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang 
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun 
pola pengelolaan sumber daya air. (b) Ayat (2) Pola pengelolaan 
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara 
air permukaan dan air tanah. (c) Ayat (3) Penyusunan pola 
pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia 
usaha seluas-luasnya. (d) Ayat (4) Pola pengelolaan sumber daya 
air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya 
konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. (e) Ayat (5) 
Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya 
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2008 Tentang 
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air: 1) Pasal 14, TKPSDA WS lintas provinsi mempunyai 
tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya 
air melalui: 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Dewan Sumber Daya Air: 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air: 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 Tentang 
Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air, berbagai peraturan Pemerintah Pusat, dan berbagai 
kebijakan dan peraturan daerah.  

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 
tentang kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air. 

Sebagai sumber hidup dan kehidupan manusia, air juga berfungsi sebagai 
pelestari lingkungan hidrologi. Seperti keterangan gambar 1.2, sebagai sumber 
yang memegang peranan penting maka sistem pengelolaannya akan 
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melibatkan masyarakat dan instansi terkait sebagai pengelola Sumber Daya 
Air. Penggunaan air untuk berbagai keperluan antara lain menunjang 
pertanian, penyediaan air bersih, pembangkit tenaga listrik, transportasi dan 
sebagainya. Indonesia sebagai Negara agraris pernah mencapai produksi beras 
yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri.  

 
Gambar 1.2: Daur Hidrologi Sebagai Sumber Marginal Kebutuhan Air 

Secara Alami (Wardoyo 1981) 

1.3.1 Permasalahan Sumber Daya Air 
Menghadapi berbagai permasalahan sumber daya air yang semakin hari 
semakin rumit dengan adanya peningkatan akan kebutuhan air yang sejalan 
dengan bertambahnya jumlah penduduk serta yang diiringi dengan 
pertumbuhan sosial-ekonomi. Selain itu, kekeliruan dalam pengelolaan sumber 
daya air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air telah 
menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga 
mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang 
pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air.  

Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi 
debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, 
berkurangnya kapasitas waduk, dan lainnya. Di samping tantangan fisik 
tersebut, pengelolaan sumber daya air juga mengalami tantangan dalam 
penanganannya seperti tidak tercukupinya dana operasi dan pemeliharaan, 
lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan masih kurangnya akuntabilitas, 
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transparansi serta partisipasi para pihak yang dilaksanakan secara good 
governance (Syafri and Ekarina 2013, Harlina et al 2019). 

Terdapat tiga kesenjangan berkaitan dengan sumber daya air yaitu: 

1. Ketersediaan air menurun sedangkan kebutuhan meningkat,  
2. Peningkatan konversi lahan jumlah penduduk tidak diikuti dengan 

peningkatan kualitas hidup di mana salah satu faktor penentunya 
yaitu ketersediaan air, dan  

3. Peningkatan konversi lahan cenderung menurunkan daerah tangkapan 
air.  

Pola ekosistem berubah dengan berubahnya variabel-variabel penyusunnya 
terhadap waktu atau bersifat dinamis. Perubahan tersebut menghasilkan kinerja 
sistem atau mekanisme kerja yang dapat diamati perilakunya melalui 
pemodelan. 

1.3.2 Kebutuhan Air 
Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, 
Indonesia mengadopsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara 
terpadu (Integrated Water Resources Management – IWRM) yang menjadi 
perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya 
air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan 
dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa 
tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi 
kebijakan sumber daya air.  

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong 
keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya 
lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi 
dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Di samping itu, pengelolaan 
sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana 
pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola 
merupakan perencanaan strategis yang melibatkan identifikasi kebutuhan dari 
para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai, sehingga kerangka 
dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan 
terkait.  



Bab 1 Pendahuluan Pengembangan Sumber Daya Air 7 

 

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan 
penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan 
energi, serta konservasi sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah 
disempurnakannya beberapa undang-undang dan peraturan serta kebijakan, 
antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (UU SDA) yang telah mencakup prinsip-prinsip IWRM dan 
Peraturan Presiden (Perpres No. 12 tahun 2008) tentang Dewan Sumber Daya 
Air dan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Undang-
undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara 
menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui pendekatan terbuka sehingga 
memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah 
untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya air terpadu. 

 

1.4 Sumber-Sumber Air 
Sumber daya air sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. 
Masalah kekurangan jumlah air maupun kualitas air dapat menimbulkan 
dampak pada kesehatan, sosial maupun ekonomi. Berdasarkan temuan 
penelitian permintaan air di wilayah perkotaan lebih besar daripada suplainya 
dan ketersediaan air telah mengalami decreasing return to scale (susilastuti 
2009). 

1.4.1 Air Atmosfer  
Di atmosfer, air berbentuk uap air dengan ukuran partikel. Penguapan air di 
atmosfer dipengaruhi oleh temperatur, derajat kejenuhan udara, kecepatan 
angin, komposisi air, dan luas permukaan penguapan. Air dapat berbentuk uap 
air, air cair, dan es. Peningkatan temperatur berbanding lurus dengan 
peningkatan penguapan air.  

Atmosfer terisi partikel-partikel halus dari tiga kelompok bahan yakni gas 
(udara kering dan uap air), cairan (butir-butir air atau awan) dan aerosol (bahan 
padatan, ex. Debu). Bahan-bahan tersebut memiliki ukuran massa yang 
berbeda dan tersebar pada berbagai ketinggian yang membentuk susunan yang 
mirip pengendapan di atmosfer. Partikel yang ringan berada di atas yang berat 
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sehingga semakin mendekati permukaan bumi kerapatan partikel di atmosfer 
meningkat.  

Proses pendinginan dan pemanasan permukaan bumi berubah menurut waktu 
dan tempat sehingga keadaan atmosfer pun akan berubah secara demikian. 
Akibatnya, tekanan dan kerapatan serta ketebalan lapisan atmosfer berbeda-
beda antara siang dan malam, musim dingin dan musim panas, di atas benua 
dan di atas lautan serta antara daerah lintang tinggi dan lintang rendah. 

Kandungan uap air di atmosfer mudah berubah menurut arah (horizontal & 
vertikal) maupun menurut waktu. Di daerah subtropik atau daerah temperatur 
kandungannya bervariasi dari 0 pada saat angin kering bertiup hingga 3 % dari 
volume atmosfer pada saat angin laut bertiup pada musim panas (summer). Di 
atas wilayah tropika kandungan uap air di atmosfer merupakan nilai tertinggi 
di dunia yakni sekitar 4 % dari volume atmosfer 3% dari massa atmosfer. 
udara yang panas dapat mengandung uap air lebih besar daripada udara dingin. 
Lembab relatif ini selalu bervariasi tiap hari yaitu rendah pada siang hari dan 
tinggi pada malam hari.  

Di daerah-daerah hutan titik terendah yang dicapai sebesar 80% sedang di 
gurun-gurun pasir titik terendah dari lembab relatifnya akan mencapai 10%. 
Fungsi uap air di udara Jumlah uap air berubah dari waktu ke waktu dan dari 
tempat ke tempat, menyatakan kemungkinan terjadinya hujan, mengabsorbi 
panas, mengatur hilangnya panas (thermoregulator) Menentukan energi di 
atmosfer → hujan angin (thunder storm), menentukan kecepatan penurunan 
temperatur makhluk hidup → kesegaran (sensible). Stres air dapat memacu 
inisiasi bunga, terutama pada tanaman pohon tropis dan subtropis seperti leci 
dan jeruk (Syafri and Ekarina 2013).  

Pembungaan melimpah pada tanaman kayu tropis genus Shorea juga telah 
dihubungkan dengan terjadinya kekeringan pada periode sebelumnya (Armus 
et al 2018). Namun, hasil yang berlawanan telah teramati pada spesies iklim-
sedang seperti pinus, apel dan zaitun. Kebanyakan pembungaan di daerah 
tropis terjadi saat transisi dari musim hujan menuju kemarau Pada musim 
hujan tanaman melakukan aktivitas maksimal untuk menyerap hara dan air, 
agar dapat mengakumulasikan cadangan makanan dan menyimpan energi 
sebanyak-banyaknya → pertumbuhan vegetatif lebih dominan 
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1.4.2 Air Permukaan  
Air permukaan meliputi: Sungai, Danau, Laut, Mata Air. Sumber air 
permukaan terdiri dari air sungai dan danau (situ), Sumber air permukaan yang 
terdiri dari air sungai dan danau/situ, merupakan sumber air yang utama dan 
sangat penting dalam menunjang kegiatan penduduk, mulai dari sumber air 
baku air untuk kegiatan rumah tangga, perkotaan, industri, irigasi sampai 
dengan pembangkit tenaga listrik.  

Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah, dalam 
kondisi mengalir atau diam. Air permukaan tidak mampu terserap, karena 
lapisan tanah sangat keras. Nantinya aliran yang terkumpul akan mengalir 
menuju suatu titik, seperti sungai, danau maupun laut. Air permukaan dibagi 
dalam dua jenis, yakni perairan darat dan perairan laut. Berikut Ini Merupakan 
Pengertian Air Permukaan Menurut Para Ahli. 

Soegianto (2005) Air permukaan adalah air yang berasal dari air hujan yang 
jatuh ke permukaan tanah, sebagian menguap dan sebagian lainnya mengalir 
ke sungai, saluran air lalu disimpan di dalam danau, waduk dan rawa. 

Limbong (2008) Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan 
bumi. Jadi, Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah yang dapat 
dengan mudah dilihat oleh mata. Pada umumnya sumber air yang berasal dari 
permukaan, merupakan air yang kurang baik untuk langsung dikonsumsi 
manusia. Oleh karena itu sumber air yang berasal dari air permukaan perlu 
adanya pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. 

1.4.3 Air Bawah Permukaan  
Air bawah permukaan adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang 
dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase, 
atau aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran 
atau rembesan (Nugraha and Aditya 2013). Kebanyakan air tanah berasal dari 
hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah, 
perlahan-lahan mengalir ke laut, atau mengalir langsung dalam tanah atau di 
permukaan dan bergabung dengan aliran sungai.  

Banyaknya air yang meresap ke tanah bergantung pada ruang dan waktu, 
selain itu juga dipengaruhi kecuraman lereng, kondisi material permukaan 
tanah dan jenis serta banyaknya vegetasi dan curah hujan. Meskipun curah 
hujan besar tetapi lerengnya curam, ditutupi material impermeabel, persentase 
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air mengalir di permukaan lebih banyak dari pada meresap ke bawah. 
Sedangkan pada curah hujan sedang, pada lereng landai dan permukaannya 
permeabel, persentase air yang meresap lebih banyak. 

Air bawah permukaan meliputi Air tanah Sumur sedangkan sumber air bawah 
tanah terdiri dari air sumur dangkal, air sumur dalam dan sumber air artesis 
(Adytiosulindro et al 2020).  

 

1.5 Kuantitas dan Kualitas Air 
Kuantitas Sumber Air  

Kuantitas air menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan 
tertentu, sedangkan kualitas air berkaitan dengan mutu atau kondisi air yang 
dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu (Chaerul et al 2021). 
Kondisi kuantitas dan kualitas pada mata air bergantung pada penggunaan air 
dan pengelolaan air yang dilakukan oleh pengguna mata air. 

Tabel 1.1: Faktor Yang Mendukung Kuantitas Sumber Air Sebagai 
Kebutuhan Air Nasional (Water Demand) (Gao and Sun 2016) 

 
Kualitas Sumber Air 

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dalam 
melangsungkan keberlanjutan hidupnya, sehingga air merupakan salah satu 
sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi kehidupan. 
Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat 
dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain, 
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sehingga keberlangsungan ketersediaan kuantitas air dan kualitas air dapat 
tetap terjaga di masa mendatang (Odum et al 2003).  

 

1.6 Beberapa Istilah Penting Dalam 
PSDA 
Untuk dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya air perlu dimengerti 
beberapa istilah yang berlaku seperti berikut:  

1. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
pengendalian daya rusak air. 

2. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung 
di dalamnya.  

3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air 
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.  

4. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 
tanah.  

5. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah.  

6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.  

7. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dokumen yang 
digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders), serta berisikan mengenai dasar-dasar pertimbangan 
pengelolaan sumber daya air, skenario kondisi wilayah sungai pada 
masa yang akan datang, strategi pengelolaan sumber daya air, dan 
kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan 
sumber daya air tersebut. Pola pengelolaan sumber daya air menjadi 
kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
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mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan 
sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.  

8. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan 
serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar 
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang 
maupun generasi yang akan datang.  

9. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, 
penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber 
daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.  

10. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, 
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang 
disebabkan oleh daya rusak air.  

11. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.  
12. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air 

dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil 
yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.  

13. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi 
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari 
curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat 
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

14. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologi, seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.  

15. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari 
kerusakan yang ditimbulkan baik akibat tindakan manusia maupun 
gangguan yang disebabkan oleh daya alam.  

16. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan 
ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi 
dan manfaatnya.  

17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan 
memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.  
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18. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang 
dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi 
daya.  

19. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut 
jenis penggunaannya.  

20. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan 
volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya 
air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan 
kuantitas.  

21. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air 
dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.  

22. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain 
yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung 
maupun tidak langsung.  

23. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan 
kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air 
baku untuk berbagai keperluan.  

24. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi 
tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air 
melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan 
berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang 
sumber daya air.  

25. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi 
pengelolaan sumber daya air tingkat nasional. 
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Survey dan Investigation 
Proyek SDA  

 

 

 
2.1 Pendahuluan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air menjelaskan bahwa aspek utama dalam pengelolaan SDA adalah 
terselenggaranya kegiatan Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan 
Pengendalian Daya Rusak Air. Pengendalian banjir merupakan salah satu 
upaya dalam pengendalian daya rusak air. Berdasarkan realitas terjadi, banjir 
saat ini menjadi salah satu permasalahan yang menimpa negara kita. Banyak 
kerugian yang disebabkan oleh banjir, antara lain gangguan kenyamanan 
hidup, gangguan stimulus fiskal uang terhadap kesehatan, berkurangnya 
produksi pertanian dan lain-lain. 

Banjir merupakan bencana fenomena alam yang akan terjadi sewaktu-waktu 
disebabkan adanya perubahan iklim maupun kelalaian manusia dalam 
mengantisipasi terjadinya bencana banjir sehingga dampaknya dapat 
merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat berdampak pada kestabilan 
perekonomian masyarakat yang mengalaminya. Di beberapa provinsi yang ada 
di Indonesia terdapat beberapa kabupaten yang rawan banjir. Penanganan 
banjir dalam garis besar dapat dilakukan secara non-struktural dan struktural.  
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Berbagai aktivitas yang dapat dilaksanakan berkaitan penanganan atau 
pengendalian banjir secara non-struktural adalah: 

1. Perkiraan banjir dan peringatan dini 
2. Penanggulangan banjir 
3. Evakuasi, pemindahan atau relokasi 
4. Pengelolaan dataran banjir 
5. Tata ruang, penghijauan dan reboisasi 
6. Penetapan sempadan sungai 
7. Informasi publik atau penyuluhan 
8. Penegakan hukum 
9. Konservasi alam/reboisasi hutan 

Sedangkan aktivitas yang dapat dilaksanakan berkaitan penanganan atau 
pengendalian banjir secara struktural adalah: 

1. Pembangunan tanggul pengaman 
2. Pembangunan pengamanan tebing sungai (Bronjong, pasangan batu, 

dll) 
3. Penanaman lahan di daerah tangkapan air dengan sistem terasering 

sesuai jenis tanaman.  

Bencana yang disebabkan oleh banjir sangat berpengaruh pada kehidupan 
masyarakat, apalagi dengan adanya perubahan iklim dan tidak menentunya 
musim hujan. Indonesia yang mempunyai banyak sungai yang berhubungan. 
hal ini membuat kehidupan perekonomian juga ikut terganggu. untuk itu perlu 
dilakukan perencanaan untuk mengetahui tinggi muka air yang melimpah di 
setiap sungai. 

Dalam perencanaan di bidang sumber daya air, sering kali diperlukan data 
debit banjir rencana yang realistis. Banjir rencana dengan periode ulang 
tertentu dapat dihitung dan data debit banjir atau data hujan. Apabila data debit 
banjir tersedia cukup panjang (>20 tahun), debit banjir dapat langsung dihitung 
dengan metode analisis probabilitas. Sedang apabila data yang tersedia hanya 
berupa data hujan dan karakteristik DAS, salah satu metode yang disarankan 
adalah menghitung debit banjir dari data hujan maksimum harian rencana 
dengan superposisi hidrograf satuan. 
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Permasalahan utama yang dihadapi praktisi hidrologi adalah mengestimasi 
hidrograf menaik dan menurun dari suatu sungai pada sebaran titik pengaliran 
terutama selama periode banjir. Permasalahan ini dapat diatasi dengan teknik 
penelusuran aliran atau penelusuran banjir yang mengolah sifat-sifat hidrograf 
banjir di hulu atau di hilir dari suatu titik ke titik yang lain sepanjang aliran 
sungai. Penelusuran dilakukan dari titik di mana ada data pengamatan 
hidrograf aliran untuk memudahkan proses penelusuran itu sendiri. 

Perancangan bangunan air memerlukan analisis hidrologi dengan data debit 
sungai dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan data yang 
tersedia (Harto, 1993). Menurut Ajward (1996, dalam Smadi 1998) 
perancangan berbagai macam bangunan air seperti bendungan, tanggul, dan 
gorong-gorong membutuhkan dua parameter dari data hidrograf yaitu debit 
puncak dan waktu puncak hidrograf. Data curah hujan pada stasiun 
pengukuran hujan di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) biasanya tersedia 
dalam rentang waktu yang cukup panjang, sementara itu data pengukuran 
debit aliran sungai pada stasiun Automatic Water Level Recorder (AWLR) 
biasanya tidak tersedia atau tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan data 
curah hujan. 

 

2.2 Studi Kasus Survei dan Investigation 
Proyek SDA 
Lokasi survei berada di DAS Walanae dengan panjang sungai utama Way 
Ruhu 11,8 Km dan luas area tangkapan air 17,2 km2. Kemiringan topografi 
pada lokasi penelitian cukup tinggi sekitar 0,01 hingga 0,12 berbukit dan 
berbatu. DAS Walanae secara administratif masuk dalam Kabupaten Maros, 
Bone, Soppeng dan Wajo. 

Kerangka Kerja Survei 

Diagram alir pemodelan hidrolika DAS Walanae ditampilkan dalam Gambar 
1. Secara garis besar, tahapan pemodelan pada HEC-RAS 5.0.07 sama dengan 
tahapan pada HEC-RAS 4.1. Terdiri dari 2 input utama, yaitu data unsteady 
flow (berupa data seri waktu) dan data geometri. Namun pada saat input data 
geometri, HEC-RAS 5.0.7 tidak bisa langsung dilakukan di jendela HEC-
RAS, tetapi harus masuk ke dalam jendela RAS Mapper, di mana data 
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geometri diperoleh langsung dari satelit (bisa melalui 
http://earthexplorer.usgs.gov/). 

Untuk kasus DAS Walanae, metode yang digunakan merupakan kombinasi 
antara HEC-RAS 5.0.7 dengan HEC-RAS 4.1. Hal ini dikarenakan skema 
sungai tidak terlihat dalam peta USGS, jadi harus dibuat manual di HEC-RAS 
4.1 kemudian diimpor ke RAS Mapper HEC-RAS 5.0.7. 

 
Gambar 2.1: Kerangka Kerja Survei 

Jenis aliran yang dimodelkan adalah model aliran tak langgeng (unsteady 
flow). Hal ini dikarenakan data yang dijadikan input adalah data yang nilainya 
berubah terhadap waktu. Data hasil pengukuran topografi dikolaborasikan 
dengan peta Digital Elevation Model (DEM) yang dapat diperoleh dari website 
resmi United States Geological Survey (USGS) sebagai input data geometri. 
Selain data geometri, data hasil pengukuran pasang surut di muara Sungai 
Way Ruhu dan data hidrologi yang diperoleh di sepanjang sungai akan 
digunakan sebagai input data aliran tak langgeng pada kondisi batas model 
(boundary condition).  
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2.3 Tata Cara Mengunduh Perangkat 
Lunak HEC-RAS 
Perangkat lunak HEC-RAS dapat diperoleh secara gratis dan tanpa dipungut 
biaya apa pun melalui website resmi pada 
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx, adapun 
cuplikan tampilan dari website resmi tersebut ditampilkan pada Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2: Tampilan Website Resmi HEC-RAS 

 

2.4 Data Geometri 
Data geometri dalam pemodelan aliran sungai menggunakan HEC-RAS 
khususnya HEC-RAS 4.1 meliputi data skema sungai, data penampang sungai 
dan data kekasaran material dasar sungai. Sedangkan untuk melakukan 
simulasi banjir dengan output visualisasi layout genangan banjir maka 
pemodelan aliran sungai menggunakan tambahan data DEM sebagai salah satu 
data input geometrinya. Penjelasan untuk masing-masing data geometri yang 
diperlukan dibahas yaitu: 
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Data Digital Elevation Model (DEM) 

Data DEM atau Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) dibutuhkan 
sebagai peta dasar untuk menentukan kontur area pemodelan secara otomatis. 
Data ini dapat diperoleh secara gratis melalui website resmi milik United 
States Geological Survey (USGS), ditampilkan pada Gambar 2.3 cuplikan cara 
memperoleh peta SRTM. 

 
Gambar 2.3: Pemilihan Lokasi Hingga Bentuk File Unduhan 

Skema Sungai 

Skema sungai adalah trase atau alur dari sungai Way Ruhu yang dibuat dari 
hulu sampai hilir. Skema sungai dibuat manual di HEC-RAS 4.1 berdasarkan 
olah Peta rupa bumi Indonesia, untuk kemudian diimpor ke RAS Mapper 
HEC-RAS 5.  

 
Gambar 2.4: Tampilan Peta Terrain Dikombinasikan Dengan Skema Sungai 

dan Tampilan Peta Kontur Dikombinasikan Dengan Skema Sungai 
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Pada peta kontur, kerapatan kontur dapat diatur sesuai selera. Gambar 2.4 
menampilkan kontur per interval 20 meter dengan pertimbangan visual saja. 

Penampang Melintang 

Data penampang yang dimasukkan ke dalam model adalah data penampang 
melintang sungai (cross section). Data penampang sungai terdiri dari elevasi 
dasar sungai, elevasi tebing, dan lahan di tepi sungai, serta jarak horizontal dari 
setiap titik penampang yang ditinjau elevasinya. Elevasi-elevasi tanah pada 
semua penampang sungai yang digunakan dalam model ini mengacu pada 
elevasi muka air laut terendah (Lowest Low Water Level) di muara sungai. 

 
Gambar 2.5: Potongan Penampang Melintang di DAS Walanae 

Koefisien Kekasaran Saluran Sungai 

Kekasaran material dasar sungai sangat memengaruhi kecepatan aliran air. 
Kekasaran material dasar sungai ini direpresentasikan oleh nilai koefisien 
kekasaran, yang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan oleh 
kombinasi dari beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut ialah butir-
butir material penyusun keliling basah sungai, jenis tumbuhan yang terdapat 
pada sungai, ketidakberaturan penampang sungai, dan skema sungai.  

Dalam pemodelan ini, nilai kekasaran sungai yang digunakan mengacu pada 
perhitungan hidrolika dengan menggunakan Metode Manning yaitu 0,035 
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karena memiliki material dasar berupa tanah asli dengan bebatuan sungai di 
sepanjang aliran. Pada Tabel 1 ditunjukkan secara lengkap nilai koefisien 
kekasaran saluran sungai untuk perhitungan aliran saluran terbuka dengan 
metode Manning.  

Koefisien Kontraksi dan Ekspansi 

Koefisien kontraksi dan ekspansi merupakan koefisien yang mengkompensasi 
terjadinya kehilangan energi (energy loss) pada model aliran sungai. 
Kehilangan energi pada aliran air biasanya terjadi pada ruas yang memiliki 
karakteristik penampang yang berbeda. Besarnya koefisien kontraksi dan 
ekspansi bergantung pada besar kecilnya perubahan karakteristik penampang 
pada suatu ruas sungai.  

Pada Tabel 2.1 ditunjukkan nilai tipikal dari koefisien kontraksi dan ekspansi 
yang umum digunakan dalam model aliran sungai. Untuk model DAS Way 
Ruhu, digunakan nilai koefisien kontraksi dan ekspansi berturut-turut sebesar 
0,1 dan 0,3. 

Tabel 2.1: Tipikal Koefisien Kontraksi dan Ekspansi Pada Aliran Sub kritis 

 Contraction Expansion 
No Transition Loss Computed 0,0 0,0 
Gradual Transitions 0,1 0,3 
Typical Bridge Sections 0,3 0,5 
Abrupt Transitions 0,6 0,8 

Sumber: HEC-RAS Hydraulic Reference Manual 
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3.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Daerah aliran sungai adalah merupakan kesatuan wilayah ekosistem yang 
dibatasi oleh pemisah topografi dan fungsi yang menyusunnya, menyalurkan 
air dan elemen sedimen pada sistem sungai. Dari peta topografi, ditetapkan 
titik-titik tertinggi di sekeliling sungai utama (mainstream), dan masing-masing 
titik tersebut dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk garis utuh 
yang bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS di titik 
kontrol tertentu (Dirjen Pengairan, 1992).  

Nama sebuah DAS ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan dan 
dibatasi oleh titik kontrol, yang umumnya merupakan stasiun hidrometri. 
Berdasarkan hal tersebut berarti sebuah DAS dapat merupakan bagian dari 
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DAS lain. Dalam sebuah DAS kemudian dibagi dalam area yang lebih kecil 
menjadi sub-DAS.  

Karakteristik DAS berpengaruh besar pada aliran permukaan adalah: 

1. luas dan bentuk DAS; 
2. topografi: kemiringan lahan, kerapatan parit, bentuk cekungan; 
3. panjang sungai; 
4. kelandaian sungai; 
5. tata guna lahan. 

Indikator kuantitatif dari fungsi DAS adalah berupa rehabilitasi, sehingga 
dapat dilakukan penilaian terhadap kualitas airnya yang bersifat lebih empirik. 
Rasio aliran (debit) maksimum dan minimum adalah indikator paling penting 
dalam menilai suatu DAS.  

Fungsi DAS didefinisikan sebagai suatu keadaan bagaimana kondisi lanskap 
memengaruhi kuantitas, kualitas dan periode waktu suatu aliran sungai, secara 
rinci dapat dijabarkan bagaimana suatu lanskap memengaruhi: 

1. transmisi/proses aliran sungai; 
2. kemampuan menyangga; 
3. pelepasan secara perlahan-lahan curah hujan yang disimpan di tanah; 
4. kualitas air; 
5. menjaga keutuhan tanah pada DAS.  

Kawasan hulu DAS mempunyai peranan yang penting sebagai penyedia air 
untuk dialirkan ke hilir bagi berbagai kepentingan seperti pertanian, 
pemukiman, industri dan lain sebagainya. Daerah hulu merupakan faktor 
produksi dominan yang sering mengalami konflik kepentingan penggunaan 
lahan oleh kegiatan pertanian, pariwisata, pertambangan, pemukiman dan lain-
lain.  

Kemampuan pemanfaatan lahan di hulu sangat terbatas, sehingga kesalahan 
pemanfaatan akan berdampak negatif pada daerah hilirnya. Konservasi daerah 
hulu perlu mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan produksi air. 
Secara ekologis, hal tersebut berkaitan dengan ekosistem daerah tangkapan air 
yang merupakan rangkaian proses alami siklus hidrologi yang memproduksi 
air permukaan dalam bentuk mata air, aliran air dan sungai. 

 



Bab 3 Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 25 

 

3.2 Tata Guna Lahan dan Kesesuaian 
Lahan 
Tata guna lahan (land use) merupakan perwujudan fisik obyek-obyek yang 
menutupi lahan dan terkait dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan 
(Lillesand dan Kiefer, 1997). Menurut Vink, 1975 pengertian tata guna lahan 
adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan, baik 
yang bersifat permanen atau rotasi (cyclic) yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tata guna lahan menurut (Edy Darmawan, 2003) adalah 
pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk 
pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara 
keseluruhan bagaimana daerah tersebut seharusnya berfungsi. 

Tata guna lahan dan penutupan lahan memiliki hubungan langsung dengan 
karakteristik dan proses lingkungan, termasuk produktivitas lahan, 
keanekaragaman spesies, iklim, biogeokimia dan siklus hidrologi. 
Karakteristik tutupan lahan dan tata guna lahan berdampak pada iklim, 
hidrologi, dan keanekaragaman spesies darat. Penutupan lahan mengacu pada 
gambaran berada di permukaan bumi.  

Sebagai contoh, lahan pertanian, danau, sungai, rawa, hutan, jalan, dan tempat 
parkir semua jenis tutupan lahan. Penutupan lahan dapat merujuk kepada 
kategorisasi biologis permukaan, seperti padang rumput atau hutan, atau 
kategorisasi fisik seperti jalan aspal, area parkir beton dan lain sebagainya. 
Penutupan lahan dilambangkan dengan keadaan fisik tanah, termasuk jenis dan 
jumlah vegetasi, air dan material bumi. Perubahan tutupan lahan terjadi ketika 
salah satu tipe tutupan lahan dikonversi menjadi bentuk lain, atau dimodifikasi, 
seperti perubahan komposisi pertanian. Penutupan lahan terus dipengaruhi 
oleh penggunaan lahan karena kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi manusia.  

Memahami makna dan konsekuensi potensial dari perubahan tutupan lahan 
untuk iklim, biogeokimia, atau kompleksitas ekologi sulit tanpa informasi 
penggunaan lahan. Tata guna lahan mengacu juga pada tujuan hidup dan 
kegiatan manusia yang saling terkait (misalnya pertanian, memelihara ternak, 
perikanan, rekreasi, atau kehidupan sehari-hari masyarakat) dalam Meyer dan 
Turner eds. 1994. 

Dampak perubahan tata guna lahan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 
dua kategori yaitu dampak terhadap lingkungan (environmental impact), dan 
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dampak terhadap kondisi sosial ekonomi (socio-economic impact). Dampak 
terhadap lingkungan lebih banyak mendapatkan perhatian dan publikasi 
dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi, hal ini dikarenakan jangka 
waktunya lebih panjang dan bersifat tidak terlihat, dan faktor pemicunya lebih 
kompleks (Briassoulis, 2000). 

Dampak perubahan tata guna lahan terhadap lingkungan memiliki dua sisi 
yang berbeda, positif dan negatif. Sisi negatif yang dimaksud adalah degradasi 
lahan, berkurangnya lahan alami (natural space), berkurangnya lahan pertanian 
produktif, adanya polusi kendaraan, dan menurunnya kemampuan sistem 
biologis dalam mendukung kebutuhan manusia (Lambin, 2003; Aguayo dkk., 
2007). Sedangkan sisi positifnya adalah semakin meningkat ketersediaan 
pangan, penggunaan sumber daya lebih efektif dan meningkatnya 
kesejahteraan manusia.  

Dalam sebuah studi tentang efek dari kawasan hutan, pertanian dan perkotaan 
pada kualitas air dan biota perairan di Piedmont ekoregion dari North Carolina, 
Lenat dan Crawford (1994) menemukan bahwa lahan pertanian menghasilkan 
konsentrasi nutrisi tertinggi. Fisher et al. (2000) juga mencatat jumlah yang 
lebih tinggi dari nitrogen, fosfor dan bakteri coliform tinja di daerah produksi 
unggas di Upper Oconee DAS di Georgia.  

Dalam studi lain Coweeta Creek di barat North Carolina, Bolstad dan Swank 
(1997) mengamati bahwa ada perubahan konsisten dalam variabel kualitas air, 
seiring dengan perubahan penggunaan lahan. Demikian pula, dalam studi 
sebelumnya Little Miami River Basin, Tong (1990) menemukan bahwa 
pembangunan perkotaan di DAS telah menyebabkan modifikasi besar pada 
limpasan banjir dan kualitas air.  

Oleh karena itu, praktik mengubah penggunaan lahan dan pengelolaan lahan 
dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam mengubah sistem hidrologi, 
menyebabkan perubahan limpasan (Mander et al., 1998), hasil pasokan air 
permukaan (Wu dan Haith, 1993), serta kualitas menerima air (Changnon dan 
Demissie, 1996). Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang dampak tata 
guna lahan terhadap aliran dan kualitas air (Hanratty dan Stefan, 1998; Rai dan 
Sharma, 1998;. Dan Bhadurie, et.al, 2001), hubungan intrinsik kompleks 
antara tata guna lahan, kuantitas dan kualitas air di wilayah geografis yang 
berbeda di bawah skala yang berbeda masih harus dijelaskan.  

Metode yang saat ini ada digunakan untuk memprediksi kualitas air di daerah 
tangkapan sungai berdasarkan perkembangan pola tata guna lahan. Beberapa 
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studi yang sangat spesifik untuk suatu daerah di salah satu skala geografis. 
Banyak difokuskan di kedua statistik, spasial, atau analisis model. Penelitian 
lainnya adalah meneliti dampak penggunaan lahan hanya pada kuantitas atau 
aspek kualitas dari limpasan. Contoh penelitian tersebut termasuk yang 
dilakukan oleh Meissner et al. (1999), Ferrier et al. (1995), Tsihrintzis dan 
Hamid (1998), Mattikalli dan Richards (1996), Wu dan Haith (1993), Hulme 
et al. (1993), Henderson-Sellers (1994), dan Bouraoui et al. (1998).  

Hanya beberapa studi yang telah melakukan dengan pendekatan terpadu yaitu 
penggunaan analisis statistik dan spasial, serta model hidrologi untuk 
memeriksa efek hidrologi terhadap penggunaan lahan pada kedua daerah 
dengan skala lokal. 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan 
tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini 
(kesesuaian lahan aktual), yaitu kesesuaian lahan berdasarkan sifat biofisik 
tanah atau sumber daya lahan. Peta kesesuaian lahan saat ini dapat dibuat 
untuk setiap penggunaan lahan, yaitu lahan hutan, kebun campur, lahan 
terbuka/rumput, permukiman, pertambangan, semak belukar dan 
tegalan/ladang. Adapun kelas kesesuaian lahan ada dua yaitu sesuai (S) atau 
tidak sesuai (N), kelas sesuai prioritas sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai 
marginal dan tidak sesuai. Unit analisis yang digunakan untuk pemetaan 
kesesuaian lahan ini adalah Satuan Lahan Homogen (SLH).  

Parameter yang digunakan untuk analisis kesesuaian (prioritas) untuk hutan 
adalah: lereng > 45%, kepekaan erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina) 
dengan lereng >15%, merupakan jalur pengaman aliran sungai/air (minimal 
100 m di kiri kanan sungai/air tersebut), merupakan pelindung mata air 
(minimal dengan jari-jari 200m di sekeliling mata air tersebut), elevasi > 
2000m di atas permukaan laut, untuk kepentingan khusus ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai kawasan lindung (Departemen Kehutanan 1986 dalam 
Hardjowigeno et al.2000). 

Parameter kesesuaian lahan untuk permukiman yaitu lereng, posisi jalur 
patahan, kekuatan batuan, kembang kerut tanah, sistem drainase, daya dukung 
tanah, kedalaman air tanah, bahaya erosi, bahaya longsor dan bahaya banjir.  

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk 
di dalamnya adalah perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Peranan 
topografi terhadap tata guna lahan dibedakan berdasarkan unsur-unsurnya. 
Unsur-unsur yang dimaksud adalah elevasi dan kemiringan lereng. Peranan 
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elevasi sangat terkait dengan iklim, terutama suhu dan curah hujan yang ada 
pada suatu daerah. Elevasi juga sangat berpengaruh terhadap peluang untuk 
pengairan lahan yang ada. Peranan kemiringan lereng sangat terkait 
kemudahan pengelolaan dan terutama pada upaya pelestarian lingkungan 
(Hardjowigeno, 1993). 

Besar sudut dan kemiringan lereng digunakan kriteria seperti yang digunakan 
USDA, 1978 ( United States Department of Agriculture) seperti Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Klasifikasi dan Kriteria Kemiringan Lereng Untuk Permukiman 

Harkat Kelas Kemiringan Lereng Besarnya Sudut (%) 
5 Sangat Baik Rata-Hampir Rata <2 
4 Baik Agak Miring-Miring 2-8 
3 Sedang Miring 8-30 
2 Jelek  Sangat Miring 30-50 
1 Sangat Jelek Terjal-Sangat Terjal >50 

Parameter kerentanan suatu wilayah terhadap bahaya terjadinya bencana banjir 
dapat dinilai berdasarkan interpretasi tata guna lahan (land use) pada suatu 
daerah yang ditinjau dan wawancara-wawancara yang dilakukan baik secara 
lisan maupun secara tulisan dengan menggunakan kuesioner dengan penduduk 
setempat suatu wilayah, maupun berdasarkan data-data sekunder yang 
diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penggunaan lahan serta 
kerentanan suatu wilayah terhadap bahaya terjadinya bencana banjir. 
Klasifikasi dan kriteria lama penggenangan akibat banjir yang terjadi dan telah 
digunakan oleh Direktorat perumahan (1980) disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 3.2: Kelas dan Kriteria Lama Penggenangan atau Banjir Untuk 
Permukiman 

Harkat Kelas Kriteria 
5 Sangat Baik Daerah tidak pernah banjir 
4 Baik Daerah tergenang < 2 bulan setahun 
3 Sedang Daerah tergenang antara 2-6 bulan setahun 
2 Jelek  Daerah tergenang > 6 bulan setahun 
1 Sangat Jelek Daerah selalu tergenang atau daerah rawa 

Parameter kelas dan kriteria kondisi saluran dari pembuangan atau drainase 
harus didasarkan pada jenis material saluran yang digunakan dan kondisi 
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saluran dari drainase itu sendiri. Kriteria penilaian kondisi saluran pembuangan 
atau saluran drainase dapat mengikuti kriteria penilaian kondisi saluran 
pembuangan atau saluran drainase seperti yang terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.3: Kelas dan Kriteria Kondisi Saluran Pembuangan Air Kotor Untuk 
Permukiman 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat 
Baik Saluran pembuangan pasangan batu, aliran lancar 

4 Baik Saluran pembuangan pasangan batu, aliran cukup 
lancar 

3 Sedang Saluran pembuangan dari batu kosong, aliran kurang 
lancar 

2 Jelek Saluran pembuangan dari tanah, aliran kurang lancar 

1 Sangat 
Jelek Tidak ada saluran pembuangan air kotor 

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976) dapat 
dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan 
Unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo 
kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai (S = Suitable) 
dan lahan tidak sesuai (N = Not Suitable).  

Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Berdasarkan 
tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas 
kesesuaian lahan dibedakan menjadi: 

1. Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1: 25.000 – 1:50.000) pada 
tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibagi dalam tiga 
kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai 
marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) 
tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. 

2. Untuk pemetaan tingkat tinjau (Skala 1: 100.000-1:250.000) pada 
tingkat kelas dibedakan atas Kelas Sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) 
dan tidak sesuai (N). 

Kelas S1 → Sangat sesuai: Lahan tidak memiliki faktor pembatas yang 
berarti atau nyata terhadap penggunaan lahan secara berkelanjutan, atau faktor 
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pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas 
lahan secara nyata. 

Kelas S2 Cukup sesuai: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor 
pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan 
tambahan masukkan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh 
petani mandiri. 

Kelas S3 Sesuai marginal: Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan 
faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, 
memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang 
tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal 
tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan pemerintah atau 
pihak swasta. 

Kelas N Lahan tidak sesuai: Lahan yang tidak memiliki faktor pembatas yang 
sangat berat dan/atau sulit diatasi. 

 

3.3 Perubahan Tata Guna Lahan 
Pengertian perubahan tata guna lahan secara umum menyangkut transformasi 
dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan 
lainnya. Perubahan tata guna lahan ini melibatkan reorganisasi struktur fisik 
kota secara internal maupun ekspansinya ke arah luar (Pierce, 1981). 
Perubahan tata guna lahan juga diartikan sebagai perubahan penggunaan atau 
aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik 
untuk tujuan komersial maupun industri (Kazas dan Charles 2001). 

Faktor utama yang memengaruhi terjadinya perubahan tata guna lahan adalah 
peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk 
berimplikasi pada kepentingan kebutuhan lahan untuk mewadahi berbagai 
aktivitas manusia demi kelangsungan hidupnya. Jika dalam perkembangannya 
antara kebutuhan dan ketersediaan lahan tidak diatur dengan baik, maka akan 
terjadi berbagai benturan kepentingan antar aktivitas yang berdampak pada 
persaingan dalam pengaturan lahan.  

Hal ini akan menyebabkan terjadi pergeseran pemanfaatan lahan yang tidak 
sesuai dengan kaidah penataan ruang dan daya dukungnya. Menurut Barlowe 
(1986) faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik 
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dan biologis, pertimbangan ekonomi dan faktor institusi atau kelembagaan. 
Faktor fisik biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik yaitu keadaan 
geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. 
Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan 
transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, 
sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan. 

Perubahan tata guna lahan akan sangat mengganggu keseimbangan 
lingkungan jika perubahan ini tidak memperhatikan daya dukungnya. Akibat 
dari fenomena ini telah tampak seperti banjir, tanah longsor, pemanasan 
global, lebih jauh berdampak pula pada aspek sosial ekonomi yaitu berupa 
kemiskinan. 

 

3.4 Sistem Informasi Geografis 
Sistem informasi geografis (SIG) telah didefinisikan sebagai suatu sistem 
dengan bantuan komputer untuk akuisisi, penyimpanan, analisis dan dapat 
menampilkan data geografis menurut spesifikasi pengguna (Laurini dan 
Thomson, 1992). Memiliki sistem manajemen database digital yang dirancang 
untuk menerima data dengan volume besar yang terdistribusi secara spasial 
dari berbagai sumber (Jensen dan Christensen, 1986). Karakteristik yang 
paling kuat dari SIG adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara 
spasial berdasarkan atribut deskriptif. 

Definisi lain seperti diungkapkan oleh Eldrandaly et al. (2003), SIG adalah 
teknologi berbasis komputer dan metodologi untuk pengumpulan, manajemen, 
analisis, modeling dan tampilan data geografi untuk berbagai penerapan. SIG 
merupakan sistem perangkat lunak untuk acquisition, manajemen, analisis, dan 
menampilkan data yang memiliki referensi geografik (Eastman et al. 1998). 
Dari berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu 
pemasukan data, penyimpanan, pemanggilan, manipulasi, analisis dan 
keluaran. 

Pemanfaatan citra landsat telah banyak digunakan untuk beberapa kepentingan 
survei maupun penelitian, antara lain geologi, pertambangan, geomorfologi, 
hidrologi dan kehutanan. Dalam setiap perekaman, citra landsat memiliki 
cakupan area 185 Km x 185 Km, sehingga aspek dari objek tertentu yang 
cukup luas dapat diidentifikasi tanpa menjelajah seluruh daerah yang disurvei 
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atau yang diteliti. Dengan demikian, metode ini dapat menghemat waktu 
maupun biaya dalam pelaksanaannya di banding dengan cara konvensional 
atau survei secara teristris di lapangan (Wahyunto et al, 1995). 

Penggunaan perangkat SIG dapat membantu mengintegrasi data yang 
disebabkan oleh unit yang berbeda secara geografis dengan set data yang 
berbeda namun saling terkait (Burrough, 1986). SIG memungkinkan untuk 
overlay peta secara tematik, misalnya penggunaan tanah dan lahan, daerah 
aliran sungai, wilayah kota atau kabupaten, bahkan peta desa. Sehingga dapat 
memfasilitasi integrasi peta dan analisisnya. Pemodelan jarak SIG 
memungkinkan untuk menilai potensial interaksi tentang pemanfaatan lahan 
dan infrastruktur fisiknya.  

Dimungkinkan juga mengombinasikan peta dengan data-data yang dihasilkan 
oleh model (Bronsvelt,et al, 1994). Secara singkat tujuan utama SIG adalah 
proses pengambilan data mentah dan kemudian mengolahnya melalui overlay 
dana analitis operasi lainnya sehingga diperoleh informasi baru yang dapat 
mendukung proses pengambilan keputusan.  

Ada dua tipe deteksi yang dilakukan oleh sensor: deteksi pasif dan aktif. 
Banyak bentuk pengindraan jauh yang menggunakan deteksi pasif, di mana 
sensor mengukur level energi yang secara alami dipancarkan, dipantulkan atau 
dikirimkan oleh target. Sensor ini hanya dapat bekerja apabila terdapat sumber 
energi yang alami, pada umumnya sumber radiasi adalah matahari, sedangkan 
pada malam hari atau apabila permukaan bumi tertutup awan, debu, asap dan 
partikel atmosfer lainnya, maka pengambilan data dengan cara deteksi pasif 
tidak dapat dilakukan dengan baik. Contoh sensor pasif yang paling dikenal 
adalah sensor utama pada satelit Landsat, Thematic Mapper, yang memiliki 7 
band atau channel. 
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4.1 Pendahuluan 
Air merupakan sumber kehidupan kita sehari hari dan sepakat jika ada 
pendapat yang mengatakan bahwa air merupakan kebutuhan yang sifatnya 
ultra esensial artinya air tidak bisa digantikan dengan apa pun. Dalam 
kenyataannya sekarang ini kondisi riil yang ada sudah dalam tahap 
mengkhawatirkan baik secara kuantitas dan kualitas. Kondisi tersebut kalau 
tidak diantisipasi mulai sekarang bisa menjadi potensi konflik di masa 
mendatang. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan 
bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 
dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air 
hujan, dan air laut yang berada di darat. 

Sudah banyak disebutkan oleh para pakar bahwa ada paradoks antara 
penduduk dan air yaitu pertumbuhan penduduk yang meningkat 
mengakibatkan pengurangan ketersediaan air sekaligus meningkatkan potensi 
banjir. Banjir yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia mencerminkan 
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paradoks tersebut. Konflik kepentingan dan kebutuhan antara man versus 
water, konflik ruang terbangun versus ruang terbuka hijau, konflik tata ruang 
bangunan versus tata ruang air. Peningkatan ruang terbangun menyebabkan 
pengurangan ruang terbuka hijau yang terutama di daerah-daerah perkotaan. 
Banyak lahan hijau, situ-situ, daerah resapan dan tempat tinggal air telah 
hilang. 

Krisis air telah terjadi, terus berlangsung dan cenderung semakin meningkat. 
Ada banyak faktor yang membuat kritis ini lebih menembus ke dalam semua 
bagian di dunia ini di masa yang akan datang yang menjadikan water is every 
one’s business. Biswas (1997) menyebutkan ada 5 faktor utama, meliputi: 

1. Jumlah suplai air berbanding terbalik dengan peningkatan populasi. 
2. Air merupakan kebutuhan esensial untuk semua aktivitas manusia 

mulai dari air minum, pertanian, energi pengembangan industri 
sampai pada virtual water (pemanfaatan tak langsung) . 

3. Sumber air yang mudah dieksploitasi terus berkembang sehingga 
banyak air yang hilang akibat karena perubahan tata guna lahan. 

4. Peningkatan aktivitas manusia akan menambah buangan limbah ke 
lingkungan alam. 

5. Pentingnya pengembangan sumber air yang berwawasan lingkungan 
bukan lagi hanya sebagai bahan diskusi atau sebatas wacana tapi 
sudah merupakan bagian integral penting dalam strategi 
pembangunan yang berkelanjutan dan yang berwawasan lingkungan.  

 

4.2 Pertumbuhan Penduduk dan 
Kebutuhan Air 
Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia selalu dimulai dari lokasi di 
mana air berada. Kebesaran Mesir dengan sungai Nil-nya, eksotisme India 
dengan sungai Gangga-nya, Kemegahan Persia dengan sungai Eufrat dan 
Tigris-nya, kejayaan Britania dengan sungai Thames-nya, sampai keunggulan 
Majapahit dengan Bengawan Solo-nya. Di samping sebagai sumber kehidupan 
untuk kebutuhan air minum dan keperluan sehari-hari, juga sebagai sarana 
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penghidupan untuk pertanian dan perikanan, serta prasarana transportasi yang 
murah dan handal.  

Air merupakan sumber daya terbarukan, meskipun penyediaan air bersih terus 
berkurang. Permintaan terhadap air saat ini telah melebihi ketersediaan air, di 
mana populasi penduduk terus mengalami peningkatan. Kondisi demikian 
tentunya berbanding lurus dengan peningkatan permintaan terhadap air baik 
untuk air bersih, air minum maupun air untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.  

Perhatian terhadap kepentingan global dalam mempertahankan air untuk 
pelayanan ekosistem telah bermunculan, terutama sejak dunia telah kehilangan 
lebih dari setengah lahan basah bersama dengan nilai pelayanan ekosistemnya. 
Ekosistem air tawar yang tinggi biodiversitasnya saat ini terus berkurang lebih 
cepat dibandingkan dengan ekosistem laut maupun darat. Salah satunya adalah 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini mengalami perkembangan aktivitas 
yang semakin padat.  

Pertumbuhan kawasan-kawasan terbangun dan berkurangnya kawasan 
konservasi, serta perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi lahan-lahan 
non pertanian menjadikan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan 
kawasan recharge air semakin menurun jumlahnya. Penanganan permasalahan 
sektor sumber daya air ke depan apabila tidak segera dilakukan dapat 
berdampak pada terganggunya aktivitas dan kesejahteraan manusia, sehingga 
ke depan memerlukan penanganan yang komprehensif. 

Pertambahan jumlah penduduk di dalam suatu wilayah memberikan pengaruh 
signifikan terhadap peningkatan aktivitas penduduk. Dalam hal ini penduduk 
ke depan semakin membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang 
memadai, salah satunya adalah penyediaan air. Penyediaan air merupakan 
salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi 
kebutuhan penduduk.  

Namun kegiatan tersebut tidak hanya berhenti pada upaya melakukan 
pemanfaatan air yang lebih cenderung pada kegiatan eksploitasi air, namun 
juga diperlukan kegiatan pengelolaan air yang lebih mengarah pada menjaga 
ketersediaan air dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pertambahan penduduk 
dan peningkatan pola hidup ternyata berbanding terbalik dengan upaya 
pelestarian sumber daya air, sehingga diperlukan pengaturan dan penggunaan 
air secara hemat. 
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Pengelolaan air dan sumber daya air yang semakin kompleks hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga profesional. Permasalahan penurunan fungsi hidrologis, 
bencana alam banjir, peningkatan kebutuhan air, penggunaan air yang 
cenderung boros, dan pengaturan dan penggunaan air dan sumber air yang 
masih semrawut membutuhkan pengelolaan air dan sumber daya air secara 
efisien dan efektif yang membutuhkan tenaga profesional dalam jumlah yang 
cukup. 

Potensi SDA Indonesia 2.530 milyar m3 dan hanya dapat dimanfaatkan sekitar 
1 % yang terdiri dari 0.76 % untuk irigasi, 0.135 % untuk keperluan domestik, 
dan 0.115 % untuk industri. Efisiensi pemakaian air untuk irigasi sangat 
rendah yaitu lebih kurang 30% sedangkan 25 % dari air yang dimanfaatkan 
terbuang percuma. Selama PJPT I Pemerintah telah mengembangkan 
penyediaan air baku untuk rumah tangga dan industri sebesar 95 m3/detik, dan 
mengembangkan daerah irigasi teknis seluar 4 juta hektar serta menyediakan 
energi listrik tenaga air sebesar 2200 Megawatt yang mencukupi 25 % dari 
kebutuhan tenaga listrik nasional.  

Potensi air total Indonesia sebesar 5.31 Triliun m3. Potensi air terbesar di Irian 
Jaya yang kemudian disusul pulau Kalimantan. Sedangkan potensi air terkecil 
terdapat di pulau Bali dan kepulauan Nusa Tenggara. Potensi air pada masing-
masing daerah tersebut merupakan dasar kebijakan pengembangan dan 
pembangunan daerah. Di samping sebaran potensi air tahunan juga harus 
diperhitungkan sebaran potensi air sesuai waktu. 

Tabel 4.1: Sebaran Potensi Air Tahunan (Saihul Anwar,2009) 

Pulau 
Luas 
Pulau 
(km2) 

Curah 
Hujan 

(mm/tahun) 

Potensi Air 
(juta 

m3/tahun) 

Kebutuhan 
Air 

(juta m3/tahun 
Sumatera 477,379 2,801 1,337,139 11,899 

Jawa 121,304 2,555 309,932 22,383 
Bali dan 

Nusa 
Tenggara 

87,939 1,695 149,057 3,301 

Kalimantan 534,847 2,956 1,581,008 3,724 
Sulawesi 190,375 2,156 410,449 5,414 
Maluku 85,351 2,218 189,309 258 

Irian Jaya 413,949 3,224 1,334,572 290 
Jumlah   5,311,463 47,269 
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Jumlah volume waduk Indonesia (H>15 m) sebesar 9,489,716,000 m3 yang 
secara teoritis hanya dapat mengairi lahan sawah seluas 948,972 hektar. 
Apabila kebutuhan air untuk satu kali musim tanam per hektar sebesar 10,000 
m3 maka kebutuhan air irigasi per tahun Indonesia adalah sebesar 
47,269,000,000 milyar m3. 

 

4.3 Perhitungan Ketersediaan Air 
Ketersediaan air permukaan di wilayah sungai ini dihitung berdasarkan data 
debit aliran sungai pada pos duga air yang terukur di lapangan, Data debit 
aliran sungai yang digunakan hanya data yang telah dipublikasikan secara 
resmi dalam Buku Publikasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang 
Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum.  

Untuk setiap wilayah sungai di Indonesia dihitung nilai ketersediaan air 
permukaan, yang dinyatakan sebagai tinggi aliran bulanan rata-rata, dan 
andalan Q80%, sehingga dengan mengalikan tinggi aliran dengan luas daerah 
tangkapan airnya, pada titik lokasi mana pun juga di Indonesia, dapat 
diperkirakan jumlah ketersediaan airnya.  

Data yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan air permukaan pada 
wilayah sungai di Indonesia ini adalah: 

1. Data spasial, yang menyatakan lokasi dan batas, berupa: 
a. Lokasi pos duga air, berdasarkan sumber data dari Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air  
b. Batas wilayah sungai, berdasarkan Keppres 12/2012 tentang 

Pembagian Wilayah Sungai  
c. Batas administrasi provinsi dan kabupaten. 2) Data runtun-waktu 

(time-series), berupa debit aliran sungai rata-rata bulanan pada 
pos duga air.  

2. Metode Perhitungan Untuk memperoleh ketersediaan air permukaan 
di wilayah sungai, yang digunakan adalah dengan dasar debit aliran 
sungai yang diukur pada pos duga air, dikonversikan menjadi nilai 
ketersediaan wilayah sungai, melalui rangkaian prosedur sebagai 
berikut:  
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a. Pengumpulan dan penyaringan data debit aliran sungai bulanan  
• -. Pengumpulan data debit aliran sungai harian dan bulanan 
• Data debit harian digabung (agregasi) menjadi debit rata-rata 

bulanan, dan disusun dalam pangkalan data berbasis Ms-
Excel  

b. Data debit aliran sungai bulanan digambarkan grafiknya menurut 
waktu (time series plot), dan diperiksa jika grafik menunjukkan 
kejanggalan ekstrem terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka data 
yang bersangkutan dianggap kosong dan jika banyak terjadi 
kejanggalan maka pos duga air yang bersangkutan tidak 
digunakan.  

c. Perhitungan debit rata-rata dan debit andalan Q80% pada pos 
duga air 
• Rata-rata dan Q80% dari seluruh data pada setiap pos duga 

air. Dari seluruh data debit aliran sungai pada masing-masing 
pos duga air, dihitung nilai rata-rata keseluruhan; debit 
andalan Q80%, dari kurva durasi (WMO, 2008b) dari seluruh 
debit aliran sungai bulanan pada pos duga air yang 
bersangkutan. Perhitungan dilakukan untuk debit aliran 
sungai dalam satuan m3 /detik dan juta m3 /tahun, serta 
tinggi aliran dalam mm/hari. Penyaringan dilakukan terhadap 
debit aliran sungai dengan tinggi aliran yang tidak wajar, 
yaitu jika melampaui tinggi curah hujan pada daerah 
tangkapan air yang bersangkutan, atau data yang memiliki 
tinggi aliran kurang dari 1 mm/hari. 

• Rata-rata dan Q80% untuk setiap bulan pada setiap pos duga 
air. Untuk setiap bulan pada masing-masing pos duga air, 
dihitung nilai rata-rata tiap bulan; debit andalan Q80 dari 
kurva durasi tiap bulan pada pos duga air yang bersangkutan. 
Perhitungan dilakukan untuk debit aliran sungai dalam satuan 
m3 /detik dan juta m3 /tahun, serta tinggi aliran dalam 
mm/hari.  
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3. Perhitungan debit rata-rata dan debit andalan Q80% pada Daerah 
Aliran Sungai 
a. Tinggi aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) dihitung berdasarkan 

tinggi aliran pos duga air yang berada di dalam DAS yang 
bersangkutan, dengan bobot berbanding lurus dengan luas daerah 
tangkapan air masing-masing pos duga air tersebut. 

b. Jika di dalam suatu DAS tidak terdapat pos duga air, maka tinggi 
aliran DAS dianggap sama dengan tinggi aliran DAS tetangga 
terdekat, dengan mempertimbangkan kondisi hidrologis.  

4. Perhitungan debit rata-rata dan debit andalan Q80% pada Wilayah 
Sungai 
a. Tinggi aliran Wilayah Sungai dihitung berdasarkan tinggi aliran 

DAS atau pos duga air yang berada di dalam Wilayah Sungai 
yang bersangkutan, dengan bobot berbanding lurus dengan luas 
DAS atau luas daerah tangkapan air masing-masing pos duga air 
tersebut. 

b. Jika di dalam suatu Wilayah Sungai tidak terdapat pos duga air, 
maka tinggi aliran Wilayah Sungai dianggap sama dengan tinggi 
aliran Wilayah Sungai terdekat, dengan mempertimbangkan 
kondisi hidrologis. 

 

4.4 Perhitungan Kebutuhan Air 
Kebutuhan air yang dihitung meliputi kebutuhan air rumah-tangga, perkotaan 
dan industri (RKI), irigasi, dan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan 
sungai.  

Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri 
Besarnya nilai kebutuhan air bersih untuk rumah tangga tergantung dari 
kategori kota berdasarkan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan 
Liter/Orang/Hari (L/O/H) sebagaimana pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2: Kebutuhan Air Rumah-Tangga (Ditjen Cipta Karya, 2006) 

No Kategori Kota Jumlah 
Penduduk (Jiwa) 

Kebutuhan Air 
Bersih (L/O/H) 

1 Semi Urban (Ibu Kota 
Kecamatan/Desa) 3.000 – 20.000 60 - 90 

2 Kota Kecil 20.000 – 100.000 90 - 110 
3 Kota Sedang 100.000 – 500.000 110 - 125 

4 Kota Besar 500.000 – 
1.000.000 125 - 150 

5 Metropolitan >1.000.000 150 - 200 
Kebutuhan air perkotaan mencakup aspek komersial dan sosial seperti: toko, 
gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel dan sebagainya yang diasumsikan 
antara 15% sampai dengan 30% dari total air pemakaian air bersih rumah 
tangga.  

Kebutuhan Air Irigasi  

Kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan Pedoman Perencanaan Irigasi 
KP01 (Ditjen Pengairan,1985), dengan menggunakan data luas lahan irigasi, 
jadwal tanam, evapotranspirasi acuan, curah hujan efektif, jenis tanah, dan 
efisiensi saluran irigasi.  

Data luas irigasi yang digunakan dalam perhitungan merupakan data yang 
didapatkan dari setiap wilayah sungai di Indonesia, yang kemudian 
dibandingkan dengan data luas irigasi berdasarkan pada Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum Tahun 2007 mengenai status daerah irigasi. Hasil 
perhitungan kebutuhan air irigasi yang digunakan yaitu berupa nilai DR 
(diversion requirement) yaitu kebutuhan air di pintu pengambilan.  

Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan Aliran Pemeliharaan Sungai Sesuai dengan PP no. 38/2012 tentang 
Sungai, besarnya kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai adalah debit 
andalan Q95% dari data ketersediaan air yang ada. Dari nilai Q95% untuk 12 
bulan yang ada, dipilih nilai yang terendah.  
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4.5 Perhitungan Neraca Air 
Neraca air dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain adalah: 

1. Indeks Penggunaan Air (IPA) 
2. Indeks Ketersediaan Air per Kapita 
3. Neraca Surplus dan Defisit 

Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri 

Indeks Penggunaan Air atau IPA dihitung berdasarkan rumus: 

IPA = Qkebutuhan / Qketersediaan dengan: 
IPA = Indeks Penggunaan Air  
Qketersediaan = ketersediaan air  
Qkebutuhan = kebutuhan air.  

Tabel 4.3: Klasifikasi Nilai Indeks Penggunaan Air (IPA) 

Indeks Penggunaan Air (IPA) Klasifikasi 
Di Bawah 25 % Tidak kritis 
Antara 25 % dan 50 % Kritis Ringan 
Antara 50 % dan 100 % Kritis Sedang 
Di atas 100 % Kritis Berat 

Indeks Ketersediaan Air per Kapita  

Seberapa besar jumlah air yang tersedia pada suatu wilayah sungai 
dibandingkan dengan jumlah penduduk di dalam wilayah tersebut dinyatakan 
dengan indeks ketersediaan air per kapita. Indeks ini telah lazim digunakan di 
berbagai negara, antara lain oleh HR Wallingford (2003), Sullivan dkk. (2003), 
dan Mawardi (2008). Tabel 3 menerangkan kondisi berdasarkan nilai indeks 
ketersediaan per kapita.  

Perhitungan ketersediaan air per kapita, dengan membagi jumlah air yang 
tersedia, dengan jumlah penduduk di wilayah sungai.  

1. Pengumpulan data penduduk kabupaten/kota Indonesia berdasarkan 
sensus penduduk 2020 (BPS, 2019). 

2. Perhitungan jumlah penduduk untuk setiap wilayah sungai, 
menggunakan teknik overlay dengan sistem informasi geografis 
antara batas wilayah sungai dengan batas kabupaten/kota. 
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3. Membagi ketersediaan air permukaan dengan jumlah penduduk, 
untuk mendapatkan indeks ketersediaan air permukaan per-kapita.  

Tabel 4.4: Kondisi Kelangkaan Air 

Indeks Ketersediaan Air/Kapita 
(m3/thn/kapita) 

Kondisi 

Lebih besar dari 1.700 Tanpa tekanan (no stress) 
1.000 – 1.700 Ada Tekanan (stress) 
500 – 1.700 Ada kelangkaan (scarcity) 
Lebih kecil dari 500 Kelangkaan mutlak (absolute scarcity) 

Neraca Surplus dan Defisit  

Neraca surplus-defisit dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut:  

Neraca  : Qketersediaan – Qkebutuhan dengan, 
Neraca  : neraca air 
Qketersediaan : ketersediaan air  
Qkebutuhan  : kebutuhan air.  

Neraca surplus defisit dinamakan “surplus” jika hasil persamaan positif dan 
“defisit” apabila hasil persamaan adalah negatif  

Sebagai penutup dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Jumlah ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 3.906 milyar 
m3, dengan tinggi aliran tertinggi di Papua dan Kalimantan; sedang 
di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku; dan terendah di Bali dan 
Nusa Tenggara.  

2. Semua wilayah sungai di Indonesia masih dalam kondisi “surplus”, 
artinya jumlah air tersedia masih lebih besar dari kebutuhan air.  

3. Menurut Indeks Penggunaan Air (IPA), seluruh kepulauan di 
Indonesia “tidak kritis” kecuali Jawa yang “kritis ringan”. Hal yang 
sama, dari jumlah ketersediaan air per-tahun per-kapita, seluruh 
kepulauan di Indonesia dalam kondisi baik, yaitu “tanpa tekanan”, 
hanya Jawa dalam kondisi “ada tekanan”. 
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Kajian Rekayasa Hidrologi 
Ketersediaan Air Daerah 
Pengaliran Sungai (DPS) 

 

 

 
5.1 Pendahuluan 
Saat ini, Kebutuhan akan sumber daya air cenderung terus mengalami 
peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan 
pembangunan industri. Hal ini terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan 
antara permintaan sektor pertanian dan permintaan air baku (Mizzanuddin 
Sitompul & Rizki Efrida, 2018). 

Ketersediaan air berupa sumber daya air terutama berasal dari air hujan 
(atmosfer), air tanah dan air permukaan. Hujan yang jatuh di permukaan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS), 
tergantung proses iklim, sebagian menguap lagi, sebagian mengalir melalui 
dan di bawah permukaan di kanal, sungai atau sebagian meresap ke dalam 
tanah, sebagai pengisian kembali kandungan air tanah yang ada (Indra 
Kusuma Saria, Lily Montarcih Limantara, 2011). 
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Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu komponen hidrologi yang 
berfungsi sebagai daerah yang menerima, menyimpan, dan mengalirkan air 
hujan melalui sungai ke danau atau ke laut. Daerah Aliran Sungai (DAS) 
merupakan kesatuan wilayah daratan dan sungai, termasuk anak-anak 
sungainya. DAS terdiri dari beberapa DAS parsial (Farni, 2018). 

Daerah Aliran Sungai atau disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah yang 
dibatasi oleh batas alam, seperti punggung bukit–bukit atau gunung, maupun 
batas bebatuan, seperti jalan atau tanggul, di mana air hujan turun di daerah 
tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet) (Suripin, 2002). 
DAS sebagai suatu kesatuan wilayah/kawasan pengelolaan air yang terbentuk 
secara alami di mana air (dari curah hujan) terkumpul dan mengalir keluar dari 
kawasan tersebut ke sungai-sungai dan aliran-aliran yang bersangkutan 
(Sugiyanto, 2002).  

Sebagai bagian dari pengelolaan daerah tangkapan air yang terpadu dan 
berkelanjutan, agar ketersediaan air di daerah tangkapan air stabil sepanjang 
tahun (kuantitatif dan kualitatif), sudah saatnya kita mengelola daerah 
tangkapan air secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. ramah, 
dengan mempertimbangkan kekhasan DAS (Anton Sudarwo, Isril Berd, 
2009). 

Pengelolaan DAS perlu dilakukan secara terpadu dengan melakukan 
koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar para pihak, oleh sebab itu data dan 
informasi tentang karakteristik DAS sangat diperlukan dalam penyusunan 
perencanaan pengelolaan DAS (Anton Sudarwo, Isril Berd, 2009) 

 

5.2 Analisa Hidrologi 

5.2.1 Curah Hujan Bulanan Rata - Rata Daerah Aliran 
Sungai 
Curah hujan adalah jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah selama 
periode waktu tertentu. Curah hujan diukur dalam jumlah harian, bulanan dan 
tahunan. Curah hujan merupakan faktor utama yang mengendalikan proses 
siklus air di suatu daerah tangkapan air. Desain ekologi, geografi, dan 
penggunaan lahan di suatu wilayah sangat dipengaruhi berfungsinya siklus air, 
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dan oleh karena itu curah hujan merupakan hambatan sekaligus peluang dalam 
pengelolaan sumber daya tanah dan air.  

Oleh karena itu, rencana pengelolaan tangkapan air perlu memahami 
bagaimana menganalisis dan menentukan karakteristik curah hujan, bagaimana 
mengukur dan menghitung jumlah curah hujan, dan bagaimana menyajikan 
data curah hujan (Asdak, 2004). 

5.2.2 Melengkapi Data Hujan yang Hilang 
Data yang ideal adalah data yang untuk dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Namun, dalam praktiknya, orang sering menemukan catatan yang tidak 
lengkap. Berbagai hal dapat menyebabkan hal tersebut, antara lain kerusakan 
peralatan, kelalaian agen, penggantian alat, bencana (kehancuran), dan 
sebagainya. Situasi ini mengakibatkan beberapa bagian data selalu kosong. 
Ketika memperkirakan jumlah data yang hilang, konfigurasi distribusi hujan 
pada stasiun yang terkena dampak dan stasiun sekitarnya harus 
diperhitungkan.  

Hilangnya data curah hujan dapat diperkirakan jika ada stasiun curah hujan 
lengkap di sekitarnya atau stasiun pengukuran dengan data yang hilang dan 
curah hujan tahunan rata-rata diketahui. Metode berikut dapat digunakan untuk 
menemukan data hujan yang hilang. 

Metode Aritmatik 

Metode ini dapat dilakukan jika perbedaan antara data hujan tahunan normal 
pada stasiun terdekat untuk jangka waktu tahunan rata-rata maksimum 10% 
dari hujan tahunan normal pada stasiun x. Persamaannya sebagai berikut:  

𝑃" =
1
𝑛
&𝑃𝑖
(

)*+

 

Keterangan: 
𝑃𝑥 = Hujan yang diperkirakan pada stasiun X 
𝑃𝑖 = Hujan pada stasiun 1, 2, sampai N 
𝑛 = Jumlah stasiun di sekitar stasiun X 

Metode Rasio Normal 

Metode ini digunakan bila hujan tahunan normal pada masing-masing stasiun 
pembanding lebih besar dari 10% terhadap stasiun yang kehilangan data. 
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𝑃" =
1
𝑛
&

𝑁𝑥
𝑁𝑖

(

)*+

	𝑃𝑖 

Keterangan: 
𝑃𝑥 =Data hilang yang akan diperkirakan 
𝑃𝑖 =Data hujan stasiun pembanding 
𝑛 =Jumlah stasiun pembanding 
𝑁 =Hujan tahunan normal 

Metode Kuadrat Jarak 

Metode ini dianggap lebih baik di mana memanfaatkan jarak antar stasiun 
sebagai faktor koreksi (weighting factor).  

Persamaan yang diberikan adalah: 

𝑃𝑥 =
∑ 1

𝐷𝑖1 𝑃𝑖
(
)*+

∑ 1
𝐷𝑖1

(
)*+

 

Keterangan: 
𝑃𝑥 =Data hilang yang akan diperkirakan 
𝑃𝑖 = Data hujan stasiun pembanding 
𝐷𝑖 =Jarak masing-masing stasiun terhadap stasiun yang ditinjau 

5.2.3 Mencari Curah Hujan Rata-Rata Wilayah 
Curah hujan rata-rata untuk suatu DAS atau DAS merupakan informasi yang 
dibutuhkan oleh para ahli hidrologi. Untuk dapat menunjukkan besarnya curah 
hujan di suatu daerah, diperlukan alat pengukur hujan yang cukup. Semakin 
banyak alat pengukur dipasang di lapangan, semakin Anda dapat 
mengharapkan untuk mengetahui curah hujan rata-rata. Akurasi curah hujan 
dapat meningkat dengan jumlah meter yang dipasang. Beberapa Metode untuk 
menghitung curah hujan rata-rata: 

Metode Rerata Aljabar 

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yang hanya terdiri dari 
membagi rata-rata pembacaan semua stasiun curah hujan dengan jumlah 
stasiun di daerah tersebut. Karena kesederhanaannya, metode ini hanya 
direkomendasikan untuk permukaan yang relatif datar dengan sifat hujan yang 
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relatif homogen dan tidak terlalu kasar. Metode ini lebih objektif daripada 
metode Isohyet (Soemarto, 1999). 

 
Gambar 5.1: Ilustrasi DAS Metode Rerata Aljabar (Soemarto, 1999) 

𝑃" =
1
𝑛
&𝑃𝑖
(

)*+

=
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3…… .+𝑃𝑛

𝑛
 

Keterangan: 
𝑃   = Tinggi curah hujan rata-rata 
𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃𝑛  = Tinggi curah hujan pada stasiun 1, 2, 3, …, n 
𝑛   = Jumlah stasiun pembanding 

Metode Polygon Thiessen 

Metode ini tidak hanya memperhitungkan jumlah hujan dan jumlah stasiun, 
tetapi juga memperkirakan luas yang diwakili oleh setiap stasiun, yang 
digunakan sebagai faktor dalam menghitung curah hujan rata-rata untuk 
daerah tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa curah hujan yang terjadi di 
suatu daerah DAS akan sama dengan curah hujan yang tercatat di stasiun 
berikutnya (yang mewakili luas DAS).  

Metode ini tidak cocok untuk daerah pegunungan, tetapi lebih akurat daripada 
metode aljabar. Poligon dibuat dengan menghubungkan garis diagonal 
terpendek dari stasiun hujan yang ada dengan stasiun hujan sebagai pusatnya 
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Gambar 5.2: Ilustrasi DAS Metode Polygon Thiessen (Soemarto, 1999) 

Metode Garis Isohyet 

Ini adalah metode yang paling akurat untuk menentukan curah hujan rata-rata 
regional, tetapi membutuhkan jaringan stasiun pengukuran yang relatif besar di 
mana isohyet dapat dihasilkan. Perhatikan juga pengaruh perbukitan atau 
pegunungan terhadap distribusi hujan (hujan orografis). Metode ini 
mengasumsikan bahwa curah hujan di daerah antara dua isohyet adalah 
seragam dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua isohyet. Lebih jelasnya 
tentang metode ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

Dengan metode isohyet, kontur dengan jumlah curah hujan yang sama 
(isohyet) dapat digambar. Kemudian luas penampang antara isohyet yang 
berdekatan dan mean diukur sebagai mean dari bobot kontur dan kemudian 
dikalikan dengan masing-masing luas. Hasilnya ditambahkan ke total area di 
mana curah hujan yang diinginkan tercapai, seperti yang ditunjukkan pada 
persamaan di bawah ini. 

 
Gambar 5.3: Ilustrasi DAS Metode Isohyet (Soemarto, 1999) 
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Keterangan: 
𝑃    = Curah hujan rata-rata 
𝑃1, 𝑃2, …, 𝑃𝑛 = Curah hujan di garis isohyet 
𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛  = Luas bagian yang dibatasi oleh isohyet-isohyet 

5.2.4 Curah Hujan Rancangan 
Curah hujan rencana adalah curah hujan terberat yang dapat terjadi pada suatu 
daerah dengan potensi tertentu. Metode analisis desain pemilihan sangat 
bergantung pada parameter statistik dari data teknis yang relevan atau dipilih 
setelah pertimbangan. Untuk menentukan metode yang sesuai, terlebih dahulu 
perlu dihitung amplitudo parameter statistik, yaitu koefisien kemiringan 
(skewness) atau Cs, dan koefisien puncak (kurtosis) atau Ck (Harto, 1993).  

Persamaan yang digunakan adalah: 

𝐶𝑠 =
𝑛∑(𝑥 − 𝑥̅)>

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆>
 

𝐶𝑘 =
𝑛1 ∑(𝑥 − 𝑥̅)A

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆A
 

Hasil perhitungan Cs dan Ck disesuaikan dengan syarat pemilihan metode 
frekuensi seperti tabel 5.1:  

Tabel 5.1: Pemilihan Metode Frekuensi (Harto, 1993) 

Jenis Metode Ck Cs 

Gumbel  
Normal 
Log Person Tipe III 

< 5,4002 
3,0 

bebas 

1,1396 
0 

bebas 

Curah hujan rancangan biasanya menggunakan metode Log Person Type III 
karena metode ini dapat digunakan untuk semua distribusi data tanpa harus 
memenuhi koefisien kemiringan (skewness) dan koefisien kepuncakan 
(kurtosis) (Ramadani, 2012). 
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5.2.5 Intensitas Curah Hujan 
Seandainya data curah hujan yang ada hanya curah hujan harian, maka 
menurut Dr. Mononobe intensitas curah hujan dapat dituliskan sebagai berikut 
(Suyono Sosrodarsono & Kensaku Takeda, 2003):  

𝐼 =
𝑅24
24 E

24
𝑡 G

H
 

Di mana:  
I = Intensitas curah hujan (mm/jam)  
R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 
T  = lamanya curah hujan (jam)  
m  = konstanta = 23 

 

5.3 Ketersediaan Air 
Ketersediaan air berkaitan dengan limpasan air permukaan dan limpasan air 
tanah. Air tanah terbagi menjadi tiga, yaitu aliran air tanah dangkal, aliran 
tanah sedang, dan aliran dasar. Aliran ini akan mengisi sistem jaringan sungai. 
Hal ini terlihat pada saat musim kemarau ketika hujan tidak turun untuk 
beberapa saat, sungai terus mengalir terus menerus. Limpasan air permukaan 
berasal dari curah hujan harian, bulanan dan tahunan, sedangkan limpasan 
tanah rata-rata berasal dari faktor tata guna lahan di daerah tangkapan air, 
khususnya vegetasi.  

Beberapa udara yang tersimpan sebagai air tanah kembali ke tanah sebagai 
limpasan, yaitu H sebagai limpasan permukaan, limpasan menengah dan 
limpasan air tanah yang terkumpul di sungai (Indra Kusuma Saria, Lily 
Montarcih Limantara, 2011). 

Ketersediaan air yang merupakan fenomena alam sering kali sulit diatur dan 
diprediksi secara tepat. Memang, ketersediaan air mengandung unsur 
variabilitas spasial (spatial variability) dan temporal yang besar (temporal 
variability). Konsep siklus hidrologi adalah bahwa jumlah air pada suatu 
wilayah tertentu dari hamparan bumi dipengaruhi oleh aliran masuk dan aliran 
keluar yang terjadi.  
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Besarnya aliran hidrologis ketersediaan air suatu daerah dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

P = R + G+ E+ T −∆S (1) 

Di mana, P presipitasi (hujan), R limpasan permukaan, G air tanah, E 
evaporasi, T transpirasi dan perubahan simpanan ∆S. Persamaan ini dikenal 
sebagai persamaan hidrologi dasar. Untuk ketersediaan air di daerah tangkapan 
air, limpasan permukaan dan limpasan bawah tanah dihitung menggunakan 
metode mock.  

Berikut data yang dimasukkan: curah hujan bulanan, nilai ETo, nilai simpanan 
kelembaban tanah 200 mm untuk curah hujan > 200 mm dan nilai curah hujan 
untuk curah hujan < 200, koefisien infiltrasi, nilai K = 0,6. Setelah semua data 
dimasukkan, pertimbangkan dilanjutkan dengan ketersediaan udara, yang hasil 
perhitungannya adalah ketersediaan debit air di daerah tangkapan air. 

5.3.1 Air Permukaan 
Air permukaan adalah aliran udara yang mengalir atau berhenti dari suatu 
sumber tertentu dalam suatu saluran atau saluran sungai yang ke semuanya 
merupakan bagian dari sistem sungai secara keseluruhan. Air permukaan 
meliputi sungai, sungai, mata air, danau, dan waduk. Jumlah air permukaan 
diperkirakan hanya 0,35 juta km3 atau hanya sekitar 1% dari air tawar dunia.  

Dari ketiga sumber udara tersebut di atas, sumber air permukaan berupa udara, 
kanal, danau, waduk dan sejenisnya paling banyak terdapat dalam bentuk 
sungai. Penggunaan air tanah sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan air 
baku dan irigasi di daerah yang sulit mendapatkan air permukaan tetapi 
penggunaan air tanah membutuhkan biaya pemompaan yang sangat tinggi 
(Indra Kusuma Saria, Lily Montarcih Limantara, 2011). 

Air permukaan yang diperlukan untuk kehidupan dan produksi adalah air yang 
terkandung dalam siklus air (siklus hidrologi). Ketika sirkulasi tidak merata, 
timbul berbagai kesulitan, termasuk sirkulasi yang tidak mencukupi, maka 
kekurangan air ini harus ditambah agar dapat memanfaatkan air (Suyono 
Sosrodarsono & Kensaku Takeda, 2003).  

Untuk analisis ketersediaan air permukaan yang akan dijadikan acuan, dasar 
dari register yang ada adalah. Peran terpenting dalam mempelajari ketersediaan 
air permukaan adalah pengumpulan data sungai. Pencatatan harus berlangsung 
selama periode waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek 
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penyediaan air. Jika air akan diambil dari sungai yang utuh, perlu untuk 
mengumpulkan data yang cukup panjang pada periode air rendah kritis 
sehingga jumlah air diketahui. 

5.3.2 Debit Sungai dan Debit Intake 
Untuk keperluan perusahaan pemakai air, pengamatan tinggi muka air sungai 
dilakukan di tempat-tempat yang sedang dibangun struktur hidrolik seperti 
bendungan dan pekerjaan pemasukan air dan lain-lain (Suyono Sosrodarsono 
& Kensaku Takeda, 2003). Untuk menentukan ketersediaan air di sungai, 
diperlukan data yang panjang dan dapat diandalkan sehingga informasi tentang 
variasi limpasan tergantung pada waktu terjadinya air rendah dan tinggi dapat 
dicatat dan peristiwa ini dapat dipetakan. Jika datanya cukup panjang, analisis 
statistik dapat digunakan untuk memperoleh gambaran kuantitatif umum 
jumlah udara.  

Untuk sungai dengan data pengukuran, ketersediaan air dapat ditentukan 
melalui probabilitas terjadinya atau dihitung dengan menggunakan metode 
statistik. Kemungkinan atau terjadinya sejumlah penolakan, atau seperti yang 
diungkapkan dalam literatur oleh penolakan yang andal (Indra Kusuma Saria, 
Lily Montarcih Limantara, 2011). Debit andalan adalah debit yang tersedia 
sepanjang tahun dengan besarnya risiko kegagalan tertentu. Menurut 
pengamatan dan pengalaman.  

Terdapat empat metode untuk analisa debit andalan antara lain:  

1. Metode debit rata-rata minimum, karakteristik Metode Debit Rata-
rata minimum antara lain dalam satu tahun hanya diambil satu data 
(data debit rata-rata harian dalam satu tahun), metode ini sesuai untuk 
daerah aliran sungai dengan fluktuasi debit maksimum dan debit 
minimum tidak terlalu besar dari tahun ke tahun serta kebutuhan 
relatif konstan sepanjang tahun.  

2. Metode flow characteristic, berhubungan dengan basis tahun normal, 
tahun kering dan tahun basah. Yang dimaksud debit berbasis tahun 
normal adalah jika debit rata-rata tahunannya kurang lebih sama 
dengan debit rata-rata keseluruhan tahun. Untuk debit berbasis tahun 
kering adalah jika debit rata-rata tahunannya lebih kecil dari debit 
rata-rata keseluruhan tahun.  



Bab 5 Kajian Rekayasa Hidrologi Ketersediaan Air Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 53 

 

Sedangkan untuk debit berbasis tahun basah adalah jika debit rata-
rata tahunannya lebih kecil dari debit rata-rata keseluruhan tahun. 
Metode ini cocok untuk DAS dengan fluktuasi debit maksimum dan 
debit minimum relatif besar dari tahun ke tahun, kebutuhan relatif 
tidak konstan sepanjang tahun, dan data yang tersedia cukup panjang.  
Keandalan berdasarkan kondisi debit dibagi menjadi 4, antara lain: 
a. Debit air musim kemarau, yaitu debit yang dilampaui 355 hari 

dalam 1 tahun, keandalan: 97,3% 
b. Debit air rendah, yaitu debit yang dilampaui 275 hari dalam 1 

tahun, keandalan: 75,3% 
c. Debit air normal, yaitu debit melebihi 185 hari dalam 1 tahun, 

keandalan: 50,7% 
d. Debit air yang cukup, yaitu debit melebihi 95 hari dalam 1 tahun, 

keandalan: 26,0% 
3. Metode Tahun Dasar Perencanaan, analisis debit andalan 

menggunakan metode ini biasanya digunakan dalam perencanaan 
atau pengelolaan irigasi. Umumnya di bidang irigasi digunakan debit 
dengan keandalan 80%, sehingga rumus untuk menentukan tahun 
dasar perencanaan adalah sebagai berikut: 

𝑅IJ =
𝑛
5
+ 1 

Dengan:  
n  = kala ulang pengamatan yang diinginkan  
R80  = debit yang terjadi < R80 adalah 20%  

4. Metode Bulan Dasar Perencanaan, Analisis debit andalan dengan 
metode ini hampir sama dengan metode karakteristik aliran, yaitu 
dianalisis selama beberapa bulan. Metode ini paling sering digunakan 
karena menghitung keandalan aliran dari bulan Januari sampai 
Desember, yang lebih menggambarkan kondisi musim kemarau dan 
musim hujan.  
Bendung biasanya hanya digunakan di tempat-tempat dengan debit 
kecil, karena pembangunan bendung besar untuk pengukuran aliran 
membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika tinggi muka air pada 
bendung diketahui, debit dapat dihitung. Jadi ketinggian air di 



54 Pengembangan Sumber Daya Air 

bendung harus dicatat (Suyono Sosrodarsono & Kensaku Takeda, 
2003). Untuk menghitung besarnya debit intake yang datanya bersifat 
hipotetic menggunakan nilai modus. Angka modus lebih bermanfaat 
sebagai angka prakiraan besarnya nilai tengah dan sebagai indikasi 
pusat penyebaran data (Asdak, 2004). 

5.3.3 Mata Air 
Menurut undang-undang No. 11 tahun 1974 pasal 1 ayat 3, mata air adalah 
tempat atau wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah 
permukaan tanah. Sedangkan menurut Undang No. 7 Tahun 2004 pasal 35 
ayat 2 yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, 
embung, ranu, waduk, telaga, dan mata air (spring water).  

 

5.4 Daerah Aliran Sungai 
Daerah Aliran Sungai (DAS) juga sering disebut sebagai daerah aliran sungai 
yang di hulu dibatasi oleh pegunungan atau perbukitan, di mana air hujan yang 
jatuh melalui daerah aliran sungai bersama dengan air tanah akhirnya mengalir 
ke sungai utama (Bambang Triatmodjo, 2008).  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa Daerah 
Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan bagian dari 
sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, 
dan mengalihkan air hujan ke arah danau atau laut pada batas tersebut. Tentu 
saja pembagian topografi dan batas antara laut dan air masih dipengaruhi oleh 
aktivitas darat. 

Model Hidrologi Untuk Analisa Ketersediaan Air 
Salah satu alasan utama perubahan penggunaan lahan adalah pertumbuhan 
penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan 
ketersediaan lahan menyebabkan berkembangnya kawasan baru untuk 
pertanian, perumahan, industri, jalan, dll. Seiring dengan perubahan 
penggunaan lahan, keadaan tutupan lahan berubah di setiap kelas penggunaan 
lahan. 

Penggunaan teknologi yang paling luas saat ini yang berpotensi mendeteksi 
perubahan penggunaan lahan secara cepat dan akurat adalah teknologi 
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pengindraan jauh yang terintegrasi dengan teknologi GIS (Geographic 
Information System). Citra satelit Landsat merupakan produk penginderaan 
jauh dari Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) yang mudah 
divisualisasikan dan diambil serta dapat digunakan untuk menganalisis 
perubahan penggunaan lahan di suatu daerah aliran sungai (Fian Syauqi, Sigit 
Sutikno, 2016). 

Dalam pendekatan hidrologi, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu 
daerah yang dibatasi oleh punggung pegunungan di mana air hujan yang jatuh 
pada daerah tersebut mengalir ke sungai utama pada suatu titik/stasiun yang 
ditinjau. Untuk menyusun strategi pengelolaan DAS secara global dengan 
memperhatikan parameter-parameter suatu DAS, maka diperlukan model 
hidrologi yang dapat merepresentasikan siklus air pada suatu DAS (Bambang 
Triatmodjo, 2008). 

Pemodelan hidrologi dapat dilakukan dengan beberapa cara dan metode yang 
cukup akurat adalah dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG). 
Ada beberapa jenis perangkat lunak SIG yang dapat digunakan untuk 
menghitung dan menilai kondisi hidrologi dan perubahan penggunaan lahan di 
suatu daerah. Salah satu software tersebut adalah Soil and Water Assessment 
Tools (SWAT) . 

Upaya Penyediaan Sumber Air 

Beberapa cara untuk menyediakan sumber daya air adalah sebagai berikut: 

1. Saluran irigasi hemat air 
Meningkatnya permintaan air di daerah industri padat serta di daerah 
pertanian tidak merata di Indonesia, meskipun ketersediaan air juga 
tidak merata sepanjang siklus. Kemudian untuk menyeimbangkan 
neraca air, maka perlu dikembangkan berbagai teknologi yang hemat 
konsumsi air. Beberapa penerapan saluran irigasi hemat air:  
a. Pipa distribusi air yang efisien untuk mengurangi tingkat 

kebocoran dan kehilangan air berkurang. 
b. Sistem irigasi yang efisien untuk sawah, mengingat sawah saat 

ini konsumen air yang besar. 
c. Sistem irigasi konvensional sawah yang membuang air perlu 

diperbaiki dan perlu ditingkatkan mengembangkan teknik irigasi 
dengan sistem saluran atau pipa yang menghemat air. 
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Selain itu, berbagai teknologi konstruksi irigasi telah diterapkan yaitu 
bending, Katup dan kanal yang sesuai dengan kondisi sungai di Indonesia 
yang Pencemaran oleh sedimen. 

2. Embung 
Di Indonesia yang relatif kering, digunakan teknologi konvensional 
yang Penggunaan waduk kecil atau reservoir telah dikembangkan dan 
ditingkatkan lebih lanjut. Pertemuan (waduk small) merupakan 
bangunan penampungan air dengan teknologi sederhana dan 
berukuran kecil. Bangunan ini berguna untuk menutupi kebutuhan air 
saat musim kemarau manusia, ternak, dan ladang. Embung juga 
memiliki keunggulan untuk perlindungan lahan dan Pasokan air. 
Bangunan ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah dengan 
kondisi alam seperti di bawah ini: 
a. Curah hujan langka dan berumur pendek, sedangkan musim 

kemarau panjang (7-9 Bulan tahun) 
b. Topografinya terdiri dari perbukitan padat dan dangkal yang 

sangat sempit, sehingga sulit untuk ditemukan untuk 
pembangunan waduk besar. 

c. Secara geologis, batuan dasar umumnya permeabel terhadap air. 
3. Teknologi bendungan air tanah 

Kebutuhan air di daerah dengan curah hujan rendah dan musim hujan 
yang pendek dan sifat batuan di permukaan yang tidak dapat 
menahan air diatasi dengan teknologi alternatif untuk pembangunan 
bendungan air tanah. Prinsip teknologi ini adalah memblokir air tanah 
hilir dengan teknologi Suntikan atau dinding diafragma, sehingga 
lembaran hulu dengan cara bendungan air bawah tanah.  
Wilayah pesisir relatif padat penduduknya dan berkembang pesat 
kelangkaan air tawar, oleh karena itu kebutuhan air untuk kehidupan 
dan industri telah dibangun cekungan muara yang harus mengandung 
air tawar. Karenanya lokasinya di ujung paling hilir sungai. Untuk 
mengembangkannya, tidak ada konflik kepentingan dalam 
penggunaan air Untuk mengalir.  
Selain menyediakan air bersih untuk kebutuhan vital penduduk 
pesisir dan Industri tangki jenis ini juga digunakan untuk 
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meningkatkan kualitas air di tambak cenderung terlalu asin, terutama 
di musim kemarau. Beberapa pertanyaan penting yang membutuhkan 
Kami mengamati akumulasi pencemaran sungai yang terjadi dan 
menumpuk di tanah gembur. 
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Penerapan Pemodelan Hujan 
dan Aliran Permukaan Dengan 
Metode Rasional 

 

 

 
6.1 Pendahuluan 
Curah hujan yang jatuh pada suatu daerah aliran sungai pasti akan selalu 
menghasilkan air limpasan permukaan dan besarnya bergantung pada besar 
intensitas hujan, karakteristik tanah, dan penggunaan lahan. Aliran permukaan 
(run off) adalah air yang melimpah dan mengalir di atas permukaan tanah. 
Aliran ini adalah aliran yang paling berperan sebagai penyebab banjir dan 
genangan air.  

Dalam pengertian lain, aliran permukaan adalah aliran air pada permukaan 
tanah sebelum sampai ke sungai atau saluran drainase dan juga aliran air pada 
sungai itu sendiri. Aliran air di permukaan atau pada tubuh sungai itu sendiri 
memiliki banyak kesamaan, namun juga berbeda untuk beberapa perilakunya. 
Untuk membedakan kedua jenis aliran ini, di dalam bahasa Inggris digunakan 
istilah stream flow atau runoff untuk aliran di dalam sungai dan overland flow 
atau surface runoff untuk aliran pada permukaan tanah (Arsyad, 2010).  
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Proses terjadinya aliran permukaan (run off) yaitu saat ketika hujan jatuh pada 
permukaan tanah, sebagian air akan hilang akibat proses evapotranspirasi, 
sebagian lagi akan terinfiltrasi ke dalam tanah, dan sisanya berupa hujan efektif 
yang akan mengalir di permukaan tanah sebagai overland flow (Suyono, 
2006). 

Lee (1988), membatasi bahwa aliran permukaan (runoff) yang terjadi karena 
intensitas hujan yang melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Aliran air permukaan 
tersebut tidak akan pernah sama dan sangat bergantung pada karakteristik 
tanah tersebut. Limpasan permukaan dapat bernilai kecil, jika aliran 
permukaan mengalir pada permukaan tanah yang permeabel (dapat ditembus 
air) dan terjadi bila intensitas curah hujannya melampaui kapasitas infiltrasi 
tanah.  

Kebanyakan hujan kecil sampai sedang, limpasan permukaan hanya terjadi 
pada daerah-daerah yang kedap (impermeable) dan jenuh pada daerah 
alirannya, atau dari hujan yang jatuh pada tubuh air permukaan (stream flow). 
Oleh sebab itu, aliran limpasan permukaan akan berbahaya hanya jika terjadi 
hujan lebat atau dengan intensitas tinggi pada daerah aliran sungai (Linsley et 
al., 1983). 

Jenis penggunaan lahan juga sangat menentukan besarnya debit aliran 
limpasan permukaan yang dihasilkan pada daerah aliran sungai. Jika 
penggunaan lahan mempunyai fungsi konservasi dapat memperkecil besarnya 
aliran limpasan permukaan dengan memperlambat kecepatan alirannya 
sehingga memungkinkan terjadinya infiltrasi volume air limpasan yang lebih 
besar.  

Namun, jika penggunaan lahan sebagai fungsi konservasi terdegradasi dan 
beralih fungsi, maka besar kemungkinan debit aliran limpasan permukaan juga 
akan bertambah besar. Besarnya debit aliran limpasan permukaan dapat 
membawa dampak yang negatif antara lain dapat memicu terjadinya bencana 
alam berupa tanah longsor, banjir bandang, meluapnya sungai, dan gelombang 
abrasi.  

Oleh karena itu, penting untuk menghitung berapa besar debit aliran limpasan 
permukaan baik untuk antisipasi dan mitigasi bencana maupun untuk 
kepentingan rekayasa dan infrastruktur. Pada pokok bahasan ini akan dihitung 
besarnya debit aliran limpasan permukaan dengan menggunakan metode 
rasional.  
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6.2 Metode Rasional 
Metode rasional adalah rumus yang tertua dan yang terkenal di antara rumus-
rumus empiris lainnya. Metode rasional dapat digunakan untuk mengestimasi 
besar debit aliran limpasan permukaan, namun dengan luas daerah pengaliran 
yang cukup terbatas. Metode ini telah digunakan sejak pertengahan abad ke-19 
dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk perencanaan dan 
studi banjir daerah perkotaan (Chow dkk., 1988; Grigg, 1996).  

Walaupun keakuratannya banyak diragukan, akan tetapi metode ini tetap 
banyak digunakan karena relatif sederhana. Metode ini umum digunakan 
untuk daerah pengaliran dengan luas yang relatif kecil dan untuk tujuan studi 
banjir area perkotaan dan pembangunan fasilitas air seperti saluran drainase 
(Grigg, 1996; Subarkah, 1980; Loebis, 1992).  

Metode ini juga menggunakan parameter-parameter untuk menghitung besar 
debit aliran limpasan permukaan, yaitu intensitas hujan, koefisien limpasan, 
dan luas daerah pengaliran. Kurva frekuensi intensitas-waktu (frekuensi i-t) 
digunakan untuk perhitungan debit aliran limpasan permukaan (runoff) dengan 
rumus metode rasional. Metode rasional digunakan untuk area perkotaan 
dengan luas daerah pengaliran <200 acres atau sekitar 81 Ha (Subarkah, 1980; 
Grigg, 1996). 

Menurut Ponce (1989) dalam Triatmodjo (2008), untuk daerah pengaliran 
dengan luas <250 Ha, metode rasional masih memberikan estimasi yang baik, 
sedangkan menurut Goldman (1986) dalam Suripin (2004), metode rasional 
juga masih layak dan reliabel untuk daerah pengaliran dengan luas <300 Ha 
dan. Menurut Departemen PU dengan SK SNI M-18-1989-F (1989), 
disebutkan bahwa metode rasional masih dapat digunakan dan cukup reliabel 
untuk luas daerah pengaliran (DAS) <5000 Ha. 

Dalam Asdak (2002), dinyatakan bahwa apabila luas daerah pengaliran >300 
Ha, maka daerah pengaliran harus dipecah menjadi beberapa sub daerah 
pengaliran, selanjutnya rumus metode rasional digunakan pada masing-masing 
sub daerah pengaliran tersebut. Dalam Montarcih (2009) dijelaskan apabila 
luas daerah pengaliran >5000 Ha maka koefisien limpasan (C) dapat dihitung 
sesuai dengan jenis (landuse) dan luas setiap penggunaan lahan. Dalam Suripin 
(2004) juga dijelaskan bahwa penggunaan metode rasional untuk daerah 
pengaliran yang mempunyai beberapa sub daerah pengaliran, nilai koefisien 
limpasan dapat dihitung dengan menggunakan nilai C kumulatif dan intensitas 
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hujan (I) dihitung menggunakan nilai waktu konsentrasi (Tc) yang paling 
lama.  

Adapun persamaan menghitung debit aliran limpasan permukaan metode 
rasional dirumuskan sebagai berikut: 

Q = 0,278 . C . I . A 

Di mana: 
Q  = debit aliran limpasan permukaan (m3/detik) 
C  = koefisien limpasan 
I  = intensitas hujan (mm/jam) 
A  = luas daerah pengaliran/aliran sungai (km2) 

Arti rumus ini bermakna jika terjadi curah hujan selama 1 jam dengan 
intensitas 1 mm/jam dalam daerah pengaliran dengan luasan 1 km2, maka 
mengalir debit aliran limpasan permukaan sebesar 0,2778 m3/detik selama 1 
jam. 

Beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi sebelum metode rasional 
digunakan adalah (Wanielista, 1990): 

1. Hujan yang berlangsung memiliki besar intensitas yang tetap untuk 
jangka waktu tertentu, minimal sama dengan nilai waktu konsentrasi. 

2. Debit limpasan akan mencapai maksimum jika durasi hujan sama 
dengan nilai waktu konsentrasi. 

3. Koefisien limpasan (runoff) dianggap tetap selama hujan 
berlangsung. 

4. Luas daerah pengaliran tidak berubah selama hujan berlangsung. 

6.2.1 Waktu Konsentrasi (Tc) 
Waktu konsentrasi (Tc) adalah waktu perjalanan yang dibutuhkan oleh air dari 
titik paling jauh (hulu daerah pengaliran) sampai titik observasi aliran air 
(outlet) atau saat antara awal hujan dan pada saat seluruh luasan daerah 
pengaliran ikut berkontribusi pada pengaliran sungai.  

Besarnya nilai Tc dapat dihitung dengan beberapa rumus, antara lain: 

1. Rumus Kirpich 

Tc = !",$%	.(
)

*"""	.+
,
",-$.
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2. Rumus Bayern 

Tc = (
/

  

  W = 72 . !0
(
,
",1

 km/jam 
3. Rumus Bransby–Williams 

Tc = 0,243 . ! (
23,4	.+3,)

, jam  
4. Rumus Mc Dermot 

Tc = 0,760 . A0,38 jam 
Di mana: 
Tc : waktu konsentrasi (jam) 
H : beda tinggi antara titik yang ditinjau dengan titik  

 terjauh dari alur sungai (m). 
L : panjang alur sungai dari titik terjauh sampai titik yang ditinjau  

 (km) 
W : kecepatan rambat banjir (km/jam)  
A : luas daerah pengaliran (km2) 
S : kemiringan sungai rata-rata (m/m) 

Waktu konsentrasi (Tc) juga dapat dihitung dengan memisahkannya menjadi 2 
komponen yaitu: 

Tc = To + Td 

Di mana: 

To = waktu yang diperlukan oleh air limpasan (run off) untuk 
mengalir dari permukaan tanah ke outlet terdekat (overland flow time) 
Td  = waktu aliran saat air jatuh pada titik awal masuk ke sungai 
sampai ke outlet dengan satuan jam (drain flow time) 

Nilai To dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Suripin, 2004): 

To = 67
-
	 . 3.28	. 𝐿	. <

√+
	 . *
1"
	> jam 

Di mana: 

L = panjang sungai di atas permukaan lahan (m) 
n  = angka kekasaran Manning (Tabel 6.1) 
S  = kemiringan rata-rata sungai (m/m) 
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Angka kekasaran Manning atau permukaan lahan dituliskan pada Tabel 6.1 
sebagai berikut: 

Tabel 6.1: Angka Kekasaran Manning (Triatmodjo, 2008) 
Penggunaan Lahan n 

Kedap air 0,02 
Timbunan tanah 0,10 
Tanaman pangan/tegalan dengan sedikit rumput pada 
tanah gundul yang kasar dan lunak 0,20 

Padang rumput 0,40 
Tanah gundul yang kasar dengan runtuhan dedaunan 0,60 
Hutan dan sejumlah semak belukar 0,80 

Td dapat ditentukan dari kondisi pada saluran, jika aliran di mana parameter-
parameter hidroliknya sulit ditentukan maka Td dapat diperkirakan dengan 
menggunakan kecepatan aliran, dengan persamaan (Suripin, 2004): 

Td =	 (
-1""	.?

 jam 

Di mana: 
L  = panjang sungai (m) 
v  = kecepatan aliran rata-rata (m/detik) 

Nilai v dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut (Highway Design 
Manual, 2001: 810): 

v = 4,918	. 𝑆".. 

Di mana: 
v  = kecepatan aliran rata-rata (m/detik)  
S  = kemiringan rata-rata sungai (m/m) 

6.2.2 Intensitas Hujan  
Intensitas hujan adalah besar curah hujan (presipitasi) dalam selang waktu 
tertentu dengan satuan mm/jam. Nilai intensitas curah hujan selalu berbeda-
beda di setiap wilayah bergantung pada durasi hujan atau frekuensi terjadinya 
hujan. Untuk menghitung nilai intensitas hujan digunakan rumus empiris 
Mononobe sebagai berikut (Sosrodarsono dan Takeda, 2003): 

I = D)E
7F
	 . !7F

GH
,
I
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Di mana: 
I  = intensitas hujan (mm/jam) 
R24 = curah hujan maksimum 24 jam (mm) 
Tc = waktu konsentrasi (jam) 
m  = konstanta = 7

-
 

6.2.3 Koefisien Limpasan 
Koefisien limpasan didefinisikan sebagai perbandingan kecepatan maksimum 
pada aliran limpasan permukaan dari daerah pengaliran. Koefisien ini dengan 
kata lain merupakan nilai perbandingan antara proporsi hujan yang 
membentuk aliran limpasan langsung dengan total curah hujan yang terjadi.  

Nilai koefisien limpasan (C) bergantung pada karakteristik daerah pengaliran, 
yaitu: 

1. Keadaan hujan 
2. Bentuk dan luas daerah pengaliran 
3. Kemiringan daerah pengaliran dan kemiringan dasar sungai 
4. Kapasitas perkolasi dan infiltrasi tanah  
5. Kelembaban tanah 
6. Angin, evaporasi, dan suhu udara  
7. Penggunaan lahan 

Nilai koefisien limpasan ini merupakan salah satu indikator dalam menilai 
apakah suatu daerah pengaliran telah mengalami gangguan (fisik). Nilai C 
yang besar bermakna bahwa dominan air hujan menjadi air limpasan. Hal ini 
merugikan dari segi konservasi sumber daya air karena kurangnya air yang 
akan menjadi air tanah. Kerugian lainnya adalah jika proporsi air hujan 
menjadi air limpasan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya banjir dan 
erosi juga semakin besar.  

Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 bermakna bahwa semua air hujan 
menjadi air intersepsi dan terinfiltrasi. Sedangkan nilai C = 1 bermakna bahwa 
semua air hujan melimpas menjadi limpasan permukaan. Fakta di lapangan, 
nilai koefisien air limpasan permukaan biasanya >0 dan <1 (Asdak, 2010). 

Koefisien limpasan seperti disajikan pada Tabel 6.2, didasarkan pada 
pertimbangan bahwa koefisien limpasan permukaan sangat tergantung pada 
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faktor-faktor fisik. Harga koefisien limpasan (C) untuk berbagai kondisi 
disajikan sebagai berikut: 

Tabel 6.1: Koefisien Limpasan (C) Beberapa Penggunaan Lahan (Asdak, 
2002) 

Penggunaan Lahan C Penggunaan Lahan C 
Perkantoran 
Daerah pusat kota 
Daerah sekitar kota 
 
Perumahan 
Rumah tinggal 
Rumah susun, terpisah 
Rumah susun, 

bersambung 
Pinggiran kota 
 
Daerah Industri 
Kurang padat industri 
Padat industri 
Taman, kuburan 
Tempat bermain 
Daerah stasiun KA 
Daerah tidak 

berkembang 
 
Jalan Raya 
Beraspal 
Berbeton 
Berbatu bata 
Trotoar 
Daerah beratap 

 
0,70-0,95 
0,50-0,70 

 
 

0,30-0,50 
0,40-0,60 
0,60-0,75 

 
0,25-0,40 

 
 

0,50-0,80 
0,60-0,90 
0,10-0,25 
0,20-0,35 
0,20-0,40 
0,10-0,30 

 
 

0,70-0,95 
0,80-0,95 
0,70-0,85 
0,75-0,85 
0,75-0,95 

Tanah Lapang 
Berpasir, datar, 2% 
Berpasir, agak rata, 2-7% 
Berpasir, miring, 7% 
Tanah berat, 2% 
Tanah berat, agak datar, 2-

7% 
Tanah berat, miring, 7% 
 
Tanah Pertanian (0-30%) 
Tanah Kosong 

Rata 
Kasar  

Ladang Garapan 
Tanah berat, tanpa vegetasi 

Tanah berat, dengan 
vegetasi 

Berpasir, tanpa vegetasi 
Berpasir, dengan vegetasi 

Padang Rumput 
Tanah berat 
Berpasir 

Hutan/bervegetasi 
 
Tanah Tidak Produktif 
(>30%) 
Rata, kedap air 
Kasar 

 
0,05-0,10 
0,10-0,15 
0,15-0,20 
0,13-0,17 
0,18-0,22 

 
0,25-0,35 

 
 
 

0,03-0,60 
0,20-0,50 

 
0,30-0,60 
0,20-0,50 

 
0,20-0,25 
0,10-0,25 

 
0,15-0,45 
0,05-0,25 
0,05-0,25 

 
 
 

0,70-0,90 
0,50-0,70 

Suripin (2004) menyatakan bahwa jika daerah pengaliran terdiri dari berbagai 
jenis penggunaan lahan (landuse) dengan nilai koefisien limpasan permukaan 
yang berbeda, maka C yang digunakan adalah koefisien limpasan gabungan 
dari semua jenis penggunaan lahan daerah pengaliran yang dihitung dengan 
persamaan sebagai berikut: 

CGAB = ∑ KL2LM
L
∑ 2LM
L

 

Di mana: 
Ai = luas lahan dengan jenis penggunaan lahan ke-i 
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Ci = koefisien limpasan permukaan jenis penggunaan lahan ke-i  
n = jumlah jenis penggunaan lahan. 

6.2.4 Metode Rasional Modifikasi 
Metode Rasional Modifikasi merupakan modifikasi dari metode rasional pada 
umumnya, di mana waktu konsentrasi (Tc) hujan yang berlangsung lebih 
lama. Metode modifikasi ini memperhitungkan adanya pengaruh tampungan 
dalam mengestimasi debit puncak aliran limpasan permukaan.  

Adapun persamaan Metode Rasional Modifikasi adalah sebagai berikut (Lewis 
et al.,1975): 

Q = 0,278 . Cs . C . I . A 

Di mana: 

Cs = koefisien tampungan 

Jika areal daerah pengaliran semakin luas, maka akan berpengaruh pada 
besarnya tampungan di sungai, sehingga mengakibatkan semakin besarnya 
debit limpasan yang dihasilkan. Oleh karena itu, faktor koefisien tampungan 
ini sangat penting dalam Metode Rasional Modifikasi ini. Koefisien 
tampungan dirumuskan sebagai berikut (Lewis et al., 1975): 

 Cs = 2Tc2Tc+ Td 

Di mana: 
Tc = waktu konsentrasi (jam) 
Td = drain flow time (jam) 

 

Contoh Soal 

Sebuah daerah pengaliran A dengan luas total 1260,22 Ha, panjang sungai 
utama 8,5 Km, curah hujan maksimum 200 mm, dan kemiringan sungai utama 
0,0045. Hitunglah debit limpasan permukaan yang dihasilkan menggunakan 
Metode Rasional.  

Peta penggunaan lahan dan masing-masing luasnya ditunjukkan pada Gambar 
6.1 di bawah ini: 
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Gambar 6.1: Penggunaan Lahan Pada Daerah Pengaliran A 

Jawaban: 

1. Menghitung waktu konsentrasi (Tc) menggunakan rumus Kirpich. 
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Tc = 2,76 jam 
2. Menghitung intensitas hujan (I) menggunakan rumus Mononobe 
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I = 8,33 . 4,26 
I = 35,48 mm/jam 

3. Menghitung koefisien limpasan (C) daerah pengaliran A 
No Landuse A (km2) C Ci×Ai 
1 Semak Belukar 7,212 0,350 2,524 
2 Sawah 0,098 0,300 0,029 
3 Pertanian Lahan Kering 0,213 0,400 0,085 
4 Permukiman 0,501 0,800 0,401 
5 Tanah Terbuka 2,952 0,600 1,771 
6 Hutan 1,626 0,100 0,163 

∑ 12,602  4,974 
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CGAB = ∑ KL2LM
L
∑ 2LM
L

 

CGAB = F,R%F
*7,1"7

  
CGAB = 0,395 

4. Menghitung debit aliran limpasan daerah pengaliran A  
Q = 0,278 . C . I . A 
Q = 0,278 . 0,395 . 35,48 . 12,602 = 49,098 m3/jam 
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Bab 7 

Sistem Perencanaan Waduk 
Dalam Rangka Pemanfaatan 
Potensi SDA Untuk Kebutuhan 
Air Baku, Energi Listrik, dan 
Irigasi 

 

 

 
7.1 Pengertian Bendungan 
Bendungan adalah bangunan yang berfungsi sebagai peningi muka air dan 
penyimpanan di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar 
yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum industri atau 
yang lainnya (Sani, 2008). Bendungan adalah bangunan air yang dibangun 
secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di 
sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat 
dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke 
lahan-lahan pertanian (Kartasapoetra, 1991). 
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Fungsi dan manfaat bendungan (Sarono, dkk, 2007) di antaranya yaitu:  

1. Irigasi 
Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air 
sebagian besar akan ditampung sehingga pada musim kemarau, air 
yang tertampung tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan, seperti untuk irigasi lahan pertanian. 

2. Penyediaan Air Baku 
Waduk juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum di mana 
daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih. 

3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik 
yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan 
suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam 
bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk 
memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator. 

4. Pengendali Banjir 
Dengan adanya bendungan-bendungan di hulu sungai, maka 
kemungkinan terjadinya banjir bisa dikurangi dan pada musim 
kemarau, air yang ditampung bendungan bisa digunakan untuk 
keperluan perairan lainnya. 

5. Perikanan 
Waduk juga dapat digunakan sebagai tempat budidaya ikan dengan 
menggunakan jaring apung atau keramba, dan itu bisa dijadikan 
sebagai mata pencaharian. 

6. Pariwisata dan Olahraga Air 
Waduk dengan pemandangan indah dapat dijadikan sebagai tempat 
rekreasi, selain itu juga bisa dijadikan sebagai tempat olahraga air. 

Bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urukan atau jenis 
lainnya yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk fondasi, 
bukit/tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, termasuk 
juga bendungan limbah galian, tetapi tidak termasuk bendung dan tanggul 
(Peraturan Menteri Nomor 72/PRT/19). 
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Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, 
dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung 
air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang 
(tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk (Peraturan 
Pemerintah No. 37 Tahun 2010). 

Bendungan dalam pedoman SNI adalah bendungan dengan tinggi 15 m atau 
lebih diukur dari dasar lembah terdalam dengan tampungan sekurang-
kurangnya 100.000 m3, atau bendungan setinggi kurang dari 15 m yang 
volume air waduknya sekurang-kurangnya 500.000 m3, atau bendungan 
penahan air lainnya di luar ketentuan tersebut yang ditetapkan oleh Komisi 
Keamanan Bendungan. Kriteria bendungan dalam SNI tersebut didasarkan 
kepada potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh bendungan tersebut 
apabila terjadi kegagalan atau jebol (Standar Nasional Indonesia SNI-
1731.1989F Pasal 2). 

 

7.2 Sejarah Pembangunan Bendungan 
Indonesia 
Akhir abad ke-19 Pemerintahan Hindia Belanda mulai mengembangkan 
pengairan di Indonesia dengan mulai membangun prasarana pengendalian 
banjir dan bendungan–bendungan untuk irigasi di antaranya yaitu Bendungan 
Rentang (1896) dan beberapa bendungan yang mewujudkan waduk 
penampungan air.  

Bendungan besar yang pertama dibangun di Indonesia adalah Bendungan 
Nglangon di Jawa Tengah (1910-1917), disusul Bendungan Prijetan di Jawa 
Tengah (1911-1917), Bendungan Tempuran di Jawa Tengah (1914-1916), 
serta Bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Cileunca di Jawa Barat 
(1922). Sebelum itu hanya dibangun waduk-waduk kecil, embung, dan waduk 
lapangan. Pada masa itu tinggi dan tipe bendungan, kapasitas waduk, dan 
manfaatnya masih terbatas.  

Sejak tahun 1951, Indonesia mulai melanjutkan pembangunan-pembangunan 
bendungan besar terutama di Pulau Jawa, dengan kebanyakan merupakan 
bendungan urukan batu (rockfill dam) dan bendungan urukan tanah (earthfill 
dam). Bahkan sampai sekarang pun, masih banyak dibangun bendungan tipe 
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urukan batu dan tipe urusan tanah di antaranya adalah karena alasan-alasan 
berikut: 

1. Bendungan tipe urukan bersifat “fleksibel”, akan sesuai jika dibangun 
di daerah (zone) gempa seperti di Indonesia; 

2. Bendungan jenis lain, misalnya bendungan beton (concrete dam) 
memerlukan fondasi dan bahkan abutment yang kuat, sehingga 
memerlukan lokasi tertentu yang memenuhi syarat untuk 
pembangunannya. 

Dari semua bendungan tipe urukan, kira-kira 85% di antaranya merupakan 
urukan tanah homogen, 15% sisanya merupakan urukan batu. Diantara 
bendungan-bendungan tua yang sudah beroperasi sampai sekitar tahun 1960, 
yang tertinggi adalah Bendungan Cacaban (1958) di Jawa Tengah dan 
Bendungan Drama (1962) di Jawa Barat. Keduanya memiliki tinggi yang 
kurang lebih sama, 37 m. Sampai dengan tahun 1960, Bendungan Cacaban 
merupakan waduk dengan kapasitas tampungan terbesar yaitu kira-kira 86 juta 
m3.  

Bendungan besar di Indonesia yang selesai dibangun sejak tahun 1916 sampai 
tahun 1962 adalah sebanyak 18 buah, dengan kapasitas total waduk kira-kira 
345 juta m3. Sampai dengan tahun 2006, bendungan–bendungan tersebut telah 
berumur antara 40 sampai 90 tahun, cukup pantas untuk disebut sebagai 
bendungan tua karena sebagian besar telah melampaui usia layanannya. Pada 
umumnya sekitar 85% bendungan-bendungan tersebut mempunyai fungsi 
tunggal yaitu untuk memenuhi kebutuhan irigasi, 15% selebihnya 
dipergunakan juga untuk pembangkit tenaga listrik. 

Setelah itu, sejak selesainya pembangunan Bendungan Jatiluhur tahun 1967, 
bendungan dibangun dengan teknologi yang sesuai dengan perkembangan 
teknologi mutakhir di dunia. Prakiraan hidrologi serta penetapan volume 
waduk sudah berdasarkan data pengamatan yang lebih panjang. Perhitungan-
perhitungan juga lebih cermat menggunakan komputer, sehingga tingkat 
keamanan juga bisa dipilih dengan yang lebih efisien.  

Dengan kecermatan perhitungan pemanfaatan air, bendungan-bendungan pada 
kurun waktu setelah tahun 1960 tidak lagi hanya mempunyai fungsi tunggal, 
tetapi berfungsi ganda atau serbaguna. Demikian pula tipenya mulai lebih 
bervariasi, dari tipe urukan batu, urukan tanah, pasangan batu, beton, sampai 
bendungan bertipe campuran atau komposit. Tinggi dan kapasitas waduk yang 
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dibangun juga semakin besar hingga biaya pembangunannya menjadi besar 
pula. 

Berdasarkan data dari Balai Keamanan Bendungan Indonesia, hingga tahun 
2006 pembangunan bendungan lebih dari 200 buah bendungan, 121 di 
antaranya dikategorikan bendungan besar yang mampu menyimpan air 
sebanyak setengah juta sampai 3 miliar meter kubik.  

Pada kurun waktu sejak Bendungan Jatiluhur mulai beroperasi tahun 1967, 
hingga tahun 2006 Indonesia telah membangun 102 buah bendungan besar, 5 
buah di antaranya dengan tinggi lebih dari 100 m, yaitu 

1. Jatiluhur dengan ketinggian 105 m beroperasi sejak tahun 1967, 
menggunakan tipe urukan batu dengan inti kedap air dari tanah liat; 

2. Bendungan Cirata 125 m (1988) dan Wadas Lintang 125 m (1987), 
memulai babak baru dengan menggunakan teknologi Concrete Faced 
Rockfill Dam (CFRD), yakni bendungan tipe urukan batu dengan 
bagian kedap air merupakan lapisan beton yang dipasang di lereng 
hulu bendungan; 

3. Bendungan Wadas Lintang menggunakan cara pemadatan inti tanah 
liat dalam keadaan basah yakni kadar air yang terkandung pada 
material timbunan harus menggunakan kadar air optimum (wet clay 
core). Sampai dengan tahun 2006 Bendungan Wadas Lintang masih 
merupakan bendungan tipe urugan batu dengan inti basah (wet clay 
core) yang paling tinggi di dunia; 

4. Bendungan beton dengan teknologi Rolled Compacted Concrete 
(RCC), sudah dibangun di Indonesia yaitu bendungan yang dibangun 
oleh PT INCO di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 105 m untuk 
memenuhi kebutuhan listrik keperluan tambang timah mereka; 

5. Teknologi beton lainnya diaplikasikan di Ponre-Ponre juga di 
Sulawesi Selatan. Bendungan Ponre-Ponre setinggi 53 m dibangun 
untuk keperluan irigasi dengan teknologi Concrete Fared Rockfill 
Dam (CFRD) sebagaimana halnya Bendungan Cirata. 
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7.3 Jenis-Jenis Bendungan 
Bendungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atau tipe (Sani, 
2008) di antaranya yaitu: 

1. Jenis bendungan berdasarkan ukuran ada 2 jenis bendungan di 
antaranya yaitu: 
a. Bendungan besar (Large Dams), yaitu bendungan yang tingginya 

lebih dari 10 m, diukur dari bagian bawah pondasi hingga puncak 
bendungan; 

b. Bendungan kecil (Small Dams), yaitu semua bendungan yang 
tidak bersyarat sebagai bendungan besar (Large Dams). 

2. Jenis bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya dibedakan 
menjadi 2 jenis yaitu: 
a. Bendungan dengan tujuan tunggal (Single Purpose Dams), yaitu 

bendungan yang tujuan pembangunannya untuk memenuhi satu 
tujuan saja misalnya PLTA; 

b. Bendungan serbaguna (Multi Purpose Dams), yaitu bendungan 
yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, seperti untuk 
irigasi, PLTA, pariwisata dan perikanan. 

3. Jenis bendungan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3 jenis 
yaitu: 
a. Bendungan membentuk waduk (Storage Dams), yaitu bangunan 

yang dibangun untuk membentuk waduk untuk menyimpan air 
pada waktu kelebihan agar bisa digunakan pada waktu 
dibutuhkan; 

b. Bendungan penangkap atau pembelok air (Diversion Dams), 
yaitu bendungan yang dibangun agar permukaan air lebih tinggi, 
sehingga bisa mengalir masuk ke dalam saluran air atau 
terowongan air; 

c. Bendungan untuk memperlambat air (Distension Dams), yaitu 
bendungan yang dibangun untuk memperlambat air sehingga bisa 
mencegah terjadinya banjir. 
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4. Jenis bendungan berdasarkan jalan air dibagi menjadi beberapa jenis 
di antaranya yaitu: 
a. Bendungan untuk dilewati air (Overflow Dams), yaitu bendungan 

yang dibangun untuk dilewati air misalnya, pada bangunan 
pelimpas (Spillway); 

b. Bendungan untuk menahan air (Non Overflow Dams), yaitu 
bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati air. Biasanya 
dibangun berbatasan dan terbuat dari beton, pasangan batu atau 
pasangan bata. 

5. Jenis bendungan berdasarkan konstruksinya dibedakan menjadi 4 
jenis, di antaranya yaitu: 
a. Bendungan serba sama (Homogeneous Dams), yaitu bendungan 

yang lebih dari setengah volumenya terdiri dari bahan bangunan 
yang seragam; 

b. Bendungan urukan berlapis-lapis (Zoned Dams), yaitu 
bendungan yang terdiri dari beberapa lapisan yaitu lapisan 
kedapan air (Water Tight Layer), lapisan batu (Rock Zones), 
lapisan batu teratur (Rip-rap) dan lapisan pengering (Filter 
zones); 

c. Bendungan urukan batu dengan lapisan kedap air di muka 
(Impermeable Face Rockfill Dams), yaitu bendungan urukan batu 
berlapis-lapis yang lapisan kedap airnya diletakkan di sebelah 
hulu bendungan. Lapisan yang biasanya digunakan yaitu aspal 
dan beton bertulang; 

d. Bendungan beton (Concrete Dams), yaitu bendungan yang dibuat 
dari konstruksi beton baik dengan tulangan atau tidak. 

6. Jenis bendungan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 8 jenis 
yaitu: 
a. Bendungan pengelak pendahuluan (Primary Cofferdam, Dike); 
b. Bendungan pengelak (Cofferdam); 
c. Bendungan utama (Main Dams); 
d. Bendungan sisi (High Level Dams); 
e. Bendungan di tempat rendah (Saddle Dams); 
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f. Tanggul (Dyke, Levee); 
g. Bendungan limbah industry (Industrial Waste Dams); 
h. Bendungan pertambangan (Mine Tailing Dam, Tailing Dams). 

 

7.4 Tahapan Perencanaan Bendungan 
Dalam perencanaan desain bendungan yang aman, perencana harus 
memahami filosofi desain bendungan, memahami konsepsi dan kaidah-kaidah 
keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai Norma, Stándar, 
Pedoman dan Manual (NSPM) yang terkait dan belajar dari pengalaman 
kegagalan pembangunan bendungan-bendungan sebelumnya serta memahami 
berbagai titik-titik lemah bendungan-bendungan tersebut agar dapat 
mengambil pelajaran dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah 
terulangnya kejadian kegagalan bendungan yang direncanakan.  

Di samping itu, perencanaan bendungan harus dilaksanakan tahap demi tahap 
sesuai peraturan yang berlaku. Bagan tahap perencanaan bendungan dapat 
dilihat pada gambar 7.1 berikut ini: 

 
Gambar 7.1: Bagan Tahap Perencanaan Bendungan (Diklat Teknis 

Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar) 

Untuk tahapan tentang pola pengelolaan sumber daya air dan rencana 
pengelolaan sumber daya air kita tidak bahas dalam bab ini. Sehingga kita 
langsung masuk pada tahapan berikutnya yaitu pra studi kelayakan.  
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Pra Studi Kelayakan Perencanaan Bendungan 
Dalam tahap pra studi kelayakan ini dilakukan apabila bendungan yang akan 
dibangun berisiko tinggi. Untuk pra studi kelayakan lebih difokuskan pada 
studi pada berbagai alternatif yang dapat dikembangkan berupa dukungan 
survei investigasi yang diperlukan serta penyaringan (pemilahan dan 
pemilihan) dari banyak alternatif menjadi tinggal beberapa alternatif saja. 

Studi Kelayakan Perencanaan Bendungan 

Hal-hal yang perlu ditinjau pada tahap studi kelayakan dilaksanakan yaitu ada 
3 aspek antara lain sebagai berikut: 

1. Tinjauan aspek teknik yang mencakup antara lain: 
a. Lokasi: ditinjau berdasarkan kondisi topografi, geologi fondasi 

dan volume tampungan; 
b. Tipe: ditinjau berdasarkan ketersediaan material, keahlian & 

pengalaman tenaga pelaksana, kemudahan pelaksanaan, dll;  
c. Tinggi: ditinjau berdasarkan volume tampungan, geologi fondasi, 

topografi, hidrologi, dll; 
d. Manfaat: ditinjau berdasarkan berbagai manfaat yang dapat 

dikembangkan berupa irigasi, PLTA, pengendali banjir, air baku, 
dll; 

e. Pola Operasi Waduk: ditinjau berdasarkan pola operasi harian, 
tahunan, pengendali banjir, pemenuhan air irigasi, air baku air 
minum, PLTA beban dasar / beban puncak, dll. 

2. Tinjauan aspek ekonomi 
Sebelum bendungan ditetapkan untuk dibangun, terlebih dahulu harus 
dilakukan evaluasi berdasarkan tujuan pembangunan bendungan, 
analisis finansial dan ekonomi, perbandingan antara ada bendungan 
dengan tidak ada bendungan, dan biaya pembangunan bendungan. 
Analisis finansial dan ekonomi dilakukan untuk menilai alternatif 
pembangunan bendungan terhadap manfaat dan biaya berdasar harga 
finansial dan ekonomi (Shadow Price).  
Analisis finansial adalah memperhitungkan keuntungan 
pembangunan bendungan dari pandangan individu seperti: petani, 
perusahaan, koperasi, dll. Analisis ekonomi adalah memperhitungkan 
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keuntungan pembangunan bendungan dari pandangan masyarakat 
umum dan pendapatan nasional secara keseluruhan. 

3. Tinjauan aspek lingkungan  
Hal ini dilakukan untuk mengkaji dampak penting yang akan terjadi 
akibat interaksi antara komponen kegiatan yang direncanakan dengan 
komponen lingkungan hidup yang perlu dikelola dan dipantau agar 
dampak negatif dapat ditekan sekecil mungkin, dan dampak positif 
yang terjadi dapat lebih dikembangkan. Kondisi dan dampak 
lingkungan di lokasi bendungan selama dan sesudah pelaksanaan 
konstruksi harus mendapat perhatian.  
Demikian pula dampak yang akan terjadi pada lokasi sumber material 
tanah (borrow area) dan lokasi sumber material batu (quarry), jalan 
masuk dan jalan kerja, drainase dan kekeruhanan air sungai, 
gangguan terhadap kehidupan liar (wildlife) dan gangguan atau 
relokasi penduduk local. Pendapat masyarakat yang muncul saat 
proses pemilihan bangunan, perlu mendapat perhatian.  
Pada umumnya, perhatian masyarakat lebih tertuju pada dampak 
pembangunan bendungan terhadap lingkungan, tetapi kadang-kadang 
juga tertuju pada keamanan bendungan. Tinjauan lingkungan 
dilakukan melalui studi AMDAL. Hasil studi AMDAL harus dapat 
memberi masukan terhadap desain dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan bendungan.  

Perencanaan Teknis Bendungan 

Design atau perencanaan teknis bendungan yang dibahas kali ini yaitu 
bendungan urukan, bendungan yang dibangun dari material galian yang 
diurutkan dengan tanpa menggunakan material pengikat buatan. Material yang 
digunakan pada umumnya menggunakan material yang tersedia di sekitar 
lokasi bendungan. Pertimbangan utama dalam pemilihan tipe bendungan 
urukan adalah kondisi geologi, ketersediaan material dan perkiraan biaya. 
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7.5 Analisis Desain Bendungan 

7.5.1 Beban Bendungan 
Beban yang bekerja pada badan bendungan urukan terdiri dari: 

1. Berat sendiri tubuh bendungan 
Analisis keamanan bendungan yang dilakukan untuk kondisi akhir 
konstruksi, dihitung berdasarkan density material basah (wet density 
material). Pada keadaan muka air maksimum dan muka air waduk 
rendah perhitungan dilakukan berdasarkan density material basah dan 
density material jenuh untuk masing-masing bagian atas dan bagian 
bawah garis freatis. 

G = W . V 
di mana: G = Berat tubuh bendungan 

 W = Berat basah / jenuh air 
 V = Volume tubuh bendungan 
2. Tekanan air (Hidrostatis) 

Tekanan hidrostatis diperhitungkan bekerja tegak lurus pada 
permukaan tubuh bendungan. 

p = w0 . h 
di mana: p = tekanan hidrostatis  
 w0 = berat satuan air 
 h = kedalaman air 

3. Tekanan pori 
Tekanan air pori diperhitungkan bekerja tegak lurus bidang gelincir. 
Pada analisis stabilitas tubuh bendungan, tekanan pori setidak-
tidaknya ditinjau pada kondisi akhir konstruksi, muka air normal dan 
surut cepat. 

4. Beban gempa 
Beban gempa diperhitungkan sebagai gaya yang bekerja horizontal, 
sebesar berat tubuh bendungannya dikalikan koefisien gempa. 
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Gk = g . k 

di mana: Gk = gaya gempa 
  g = berat tubuh bendungan  
  k = koefisien gempa 

Beban gempa yang harus diperhitungkan dalam analisis stabilitas 
bendungan adalah: 

a. Gempa dasar operasi (Operating Basis Earthquake / OBE); 
b. Gempa desain maksimum (Maximum Design Earthquake / MDE) 

atau gempa Maximum Consider Earthquake / MCE bagi 
bendungan yang memiliki risiko yang sangat tinggi (sebelumnya 
disebut Maximum Credible Earthquake); 

c. Gempa imbas waduk (Reservoir Induce Earthquake / RIE), bagi 
bendungan yang direncanakan memiliki tinggi ≥ 100 m atau 
tampungan waduknya ≥ 500.000.000 m3 atau bagi bendungan 
yang terletak di daerah dengan tingkat gempa sedang dan tinggi, 
serta dekat dengan sesar akhir. 

Bagi bendungan yang memiliki tinggi lebih dari 15 m, penempatan gaya 
gempa perlu memperhitungkan adanya efek cambuk/pecut dengan 
menempatkan titik kerja gaya gempa pada berbagai ketinggian misal pada 1/3, 
2/3 dan 1 kali tinggi bendungan. Tinjauan stabilitas dilakukan pada berbagai 
ketinggian bendungan tersebut. Pengaruh guncangan gempa pada bendungan 
urukan, antara lain adalah: 

1. Dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di dekat puncak bendungan 
sejajar dengan as bendungan dan retakan dapat berkembang pada 
arah as sungai sebagai akibat dari penurunan diferensial. Dalam 
keadaan terburuk, rembesan dapat berkembang melalui retakan ini 
menjadi erosi buluh, yang sering terjadi mengakibatkan keruntuhan 
bendungan; 

2. Dapat menyebabkan penurunan puncak bendungan karena tekanan 
fondasi atau urukan yang berakibat terjadinya penurunan tinggi 
jagaan dan dalam keadaan terburuk dapat menyebabkan limpasan 
lewat puncak bendungan; 
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3. Dapat terjadi likuefaksi pada fondasi tanah pasiran yang jenuh air yang 
dapat mengakibatkan keruntuhan bendungan; 

4. Gaya gempa dapat mengakibatkan terjadinya longsoran pada permukaan 
lereng bendungan atau sebagian bendungan terangkat (heave); 

5. Gerakan sesar pada fondasi timbunan dapat menyebabkan terjadinya 
geseran yang mengakibatkan keruntuhan bendungan; 

6. Guncangan di dasar waduk dapat menyebabkan terjadinya goyangan 
air yang apabila besar dengan volume yang besar pula dapat menjadi 
gelombang yang dapat mengakibatkan limpasan lewat puncak 
bendungan; 

7. Longsoran pada tebing-tebing bukit di sekeliling waduk, apabila cukup 
besar dapat mengakibatkan limpasan lewat puncak bendungan; 

8. Deformasi kerak bumi di sekeliling waduk yang terkait dengan gerakan 
sesar dapat mengakibatkan terangkatnya dasar waduk sehingga volume 
waduk berkurang dan kemungkinan mengakibatkan terjadinya luapan air 
di atas bendungan; 

9. Retak-retak akibat pengaruh getaran yang berbeda-beda tingkatannya 
pada material pembentuk bendungan. 

7.5.2 Analisis Statik Bendungan 
Analisis statik stabilitas bendungan dilakukan untuk mengetahui stabilitas 
bendungan pada berbagai kondisi dan kombinasi beban, dengan cara statik. 
Untuk mempermudah hitungan, pada analisis statik beban gempa 
diperhitungkan sebagai beban pseudo statik. 

  
Gambar 7.2: Gaya-Gaya yang Bekerja Pada Irisan Pada Kondisi Waduk 

Kosong dan Penuh 
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Analisis stabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

1. Cara keseimbangan batas (limit equilibrium method), dengan bidang 
gelincir berbentuk: lingkaran (circular slip surface / sliding circle) 
dan bentuk baji (wedge); 

2. Cara elemen hingga (Finite Element Method) 

7.5.3 Analisis Dinamik Bendungan 
Ada dua macam analisis dinamik yang dilakukan yaitu: 

1. Analisis likuefaksi 
Analisis likuefaksi dilakukan untuk mengetahui adanya potensi 
likuefaksi pada tubuh bendungan atau endapan fondasi, termasuk 
besarnya peningkatan tekanan pori bila tidak terjadi likuefaksi. 
Analisis dilakukan bila tanah fondasi atau material tubuh bendungan 
berupa tanah pasiran. Jenis tanah pasiran yang jenuh air dengan 
butirannya relatif seragam dan kepadatan relatif yang rendah, 
cenderung mengalami likuefaksi pada saat terjadi guncangan gempa, 
sehingga daya dukungnya menurun. 

2. Analisis deformasi 
Ada dua macam analisis yang dilakukan yaitu: 
a. Analisis deformasi untuk memperkirakan besarnya penurunan 

yang terjadi akibat konsolidasi yang biasa disebut analisis 
penurunan; 

b. Analisis deformasi untuk memperkirakan besarnya penurunan 
atau alihan tetap akibat guncangan gempa. 

Perkiraan penurunan dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan 
penurunan timbunan tanah total (St) yang terjadi akibat penurunan 
konsolidasi primer (Sp) ditambah dengan penurunan konsolidasi sekunder 
(Ss). 

St = Sp + Ss 
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Penurunan konsolidasi primer (Sp) berdasarkan Terzaghi, adalah: 

 
Di mana: 
H  = Ketebalan lapisan yang ditinjau (m)  
Cc  = Indeks kompresi 
Co  = Angka pori awal 
σ 1  = Tegangan efektif tanah awal (kPa)  
Δσ 1  = Peningkatan tegangan efektif (kPa)  

Penurunan konsolidasi sekunder (Ss) berdasarkan Terzaghi, adalah: 

 
di mana:  
H = Ketebalan lapisan yang ditinjau 
Cα = Indeks kompresi sekunder 
Δt = Lama waktu pembebanan 
Δtd = Waktu dan siklus pembebanan 

Besar penurunan total tersebut harus diantisipasi dengan menambah timbunan 
ekstra di atas puncak bendungan. Dengan adanya penurunan yang besar, hal 
tersebut harus diantisipasi saat pemasangan instrumen, antara lain memberi 
kelonggaran (snaking) pada kabel (tubing) pisometer settlement, deformasi, 
pipa inklinometer dengan sambungan (coupling) yang mampu menyesuaikan 
besar penurunan yang terjadi. 

 

7.6 Bangunan Pelengkap Bendungan 

7.6.1 Bangunan Pelimpah 
Bangunan pelimpah adalah bangunan hidrolik yang dibangun untuk 
menyalurkan aliran banjir lewat bendungan dengan tanpa membahayakan 
keamanan bendungan. Kapasitas pelimpah harus cukup untuk mengalirkan 
banjir desain, dan aliran air yang keluar keluar lewat pelimpah tidak boleh 
membahayakan bangunan pelimpah sendiri dan tubuh bendungan. 
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Untuk bendungan urugan, terdapat beberapa tipe yang biasa digunakan. Untuk 
menentukan tipe yang paling sesuai diperlukan studi yang mendalam hingga 
diperoleh alternatif yang paling ekonomis.  

Tipe atau jenis pelimpah biasanya diberi nama sesuai ciri yang menonjol dari 
bangunan tersebut, diantaranya adalah: 

1. Ogee atau overflow (frontal, lengkung); 
2. Ambang jatuh (free overfall, biasa dipakai pada bendungan beton); 
3. Sipon; 
4. Corong (shaft atau morning glory); 
5. Pelimpah samping (side channel); 
6. Terowong. 

 
Gambar 7.3: Bagian-Bagian Bangunan Pelimpah 

7.6.2 Bangunan Pengambilan 
Bangunan pengambilan berfungsi untuk melepas air waduk guna mencukupi 
kebutuhan di daerah hilir. Pemilihan lokasi, sama seperti pemilihan lokasi 
bangunan pelimpah, dilakukan berdasar pertimbangan: topografi, geologi 
pondasi, kapasitas dan ekonomi.  

Bagian-bagian bangunan pengambilan terdiri dari penyadap, pengatur dan 
penyalur. Bagian penyadap dan pengatur dapat ditempatkan pada suatu 
menara, pada terowong miring atau tenggelam di bawah muka air waduk. 
Mulut pemasukan dapat berupa tipe limpahan atau orifice yang dilengkapi 
dengan kisi-kisi dan pintu atau katup.  
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Bagian penyalur dapat berupa terowong, pipa konduit yang ditanam di pondasi 
atau menggunakan bekas terowong pengelak. Apabila aliran pada bagian 
penyalur bersifat aliran tertekan (pressure flow), penyalur perlu dilengkapi 
dengan lining baja (steel liner) atau menggunakan pipa baja. 

Jenis-jenis bangunan pengambilan, antara lain: 

Tipe menara (tower intake) 

Bangunan pengambilan tipe menara adalah bangunan pengambilan dengan 
bagian penyadap dan pengatur berupa menara yang berongga yang dilengkapi 
dengan lubang-lubang penyadap dan pintu. Untuk menghindari penyadapan 
air yang keruh, menara dilengkapi dengan beberapa lubang penyadap yang 
diletakkan pada berbagai ketinggian. Untuk air minum dan air rumah tangga 
diperlukan air yang jernih yang disadap dari bagian atas waduk, sedang untuk 
keperluan irigasi dan penggelontoran, dapat menggunakan air bagian bawah 
waduk yang keruh. 

Konstruksi bangunan ini cukup rumit dan biayanya cukup tinggi, sehingga 
bangunan tipe ini lebih cocok untuk bendungan rendah dengan kapasitas 
penyadap yang tidak terlalu besar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pemilihan bangunan pengambilan tipe menara antara lain: 

1. Bangunan pengambilan menara merupakan bangunan yang berdiri 
sendiri (standing a lone), semua beban luar yang bekerja harus 
disalurkan dan ditahan oleh fondasi; 

2. Bangunan tipe ini merupakan bangunan yang berat sehingga 
memerlukan fondasi yang kokoh dengan daya dukung yang tinggi. 

 
Gambar 7.4: Contoh Bangunan Pengambilan Tipe Menara 
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Tipe sandar atau miring (inclined intake) 

Bangunan pengambilan sandar atau miring adalah bangunan pengambilan 
yang bagian penyadap dan pengaturnya berupa terowong miring yang 
dilengkapi dengan lubang-lubang penyadap dan pintu, yang bersandar pada 
tebing sungai. Agar bangunan stabil, tebing sungai sebagai fondasi bangunan 
harus berupa batuan. Untuk menghindari longsoran pada tebing saat operasi, 
sudut kemiringan tebing sandaran sebaiknya kurang dari 600, kecuali untuk 
fondasi batuan yang sangat kokoh. 

Untuk menghindari penyadapan air yang keruh, bangunan dilengkapi dengan 2 
sampai 3 lubang penyadap. Lubang tengah dan atas digunakan untuk 
menyadap air jernih, sedang lubang bawah digunakan untuk penggelontoran. 

 
Gambar 7.5: Contoh Bangunan Penyadap Sandar 

 

7.7 Manfaat dan Resiko Adanya 
Bendungan 
Bendungan di samping memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, juga 
menyimpan potensi bahaya yang besar pula. Membangun bendungan di 
samping akan memperoleh manfaat juga berarti dengan sengaja akan 
mengundang datangnya potensi bahaya yang dapat mengancam kehidupan 
masyarakat luas. Bendungan yang runtuh akan menimbulkan banjir besar yang 
akan mengakibatkan bencana dahsyat di daerah hilir bendungan. 

Perencanaan pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan bendungan harus 
dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan konsepsi dan kaidah-kaidah 
keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai peraturan atau norma, 
standar, pedoman dan manual (NSPM). Setiap desain bendungan harus 
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didahului dengan studi kelayakan untuk menilai kelayakan pembangunan 
bendungan dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. 

Untuk memastikan bahwa perencanaan pelaksanaan konstruksi dan 
pengelolaan bendungan telah memenuhi kaidah-kaidah keamanan bendungan, 
Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa tahap-tahap kegiatan tersebut di atas 
harus mendapat persetujuan dari Menteri PUPR yang biasa disebut “Sertifikat 
Persetujuan”. Persetujuan Menteri PUPR dikeluarkan setelah desain, 
pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pengisian waduk dinilai telah 
memenuhi konsepsi dan kaidah-kaidah keamanan bendungan, berdasarkan 
atas hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Bendungan dan dievaluasi oleh 
Komisi Keamanan Bendungan. 

Agar bendungan kokoh dan aman, maka desain bendungan harus memenuhi 
tiga kriteria pokok berikut: 

1. Aman terhadap kegagalan struktural dan operasional; 
2. Aman terhadap kegagalan hidrolik; 
3. Aman terhadap kegagalan rembesan. 

Sesuai konsepsi keamanan, bendungan harus kokoh dan aman ditinjau dari 
fisik bangunannya. Bendungan yang telah dibangun harus selalu dipantau dan 
dipelihara oleh pemilik bendungan serta harus selalu siap menghadapi kondisi 
darurat yang terburuk. 
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Bab 8 

Sistem Pengelolaan Waduk 
Tunggal Multi Tujuan Dengan 
Teknik Optimasi 

 

 

 
8.1 Pendahuluan 
Seperti kita ketahui bersama, negara Indonesia dalam 1 (satu) tahun 
mengalami 2 musim yaitu: musim penghujan (basah) dan musim kemarau 
(kering). Distribusi curah hujan yang tidak merata dan tidak seimbang 
datangnya menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah ketersediaan air di 
daerah wilayah sungai yang mengakibatkan sering terjadinya kelebihan air di 
musim hujan (banjir) dan kekurangan air di musim kemarau (kekeringan).  

Oleh karenanya untuk dapat mengendalikan ketidakseimbangan jumlah 
ketersediaan air dan untuk mengoptimalkan manfaat airnya di beberapa 
wilayah sungai di Indonesia, maka dibangunlah sejumlah bendungan/waduk. 
Waduk dapat dimanfaatkan untuk mengairi saluran irigasi, PLTA, 
pengendalian banjir dan penggelontoran sungai, penyediaan air baku (industri, 
air minum, dan lain-lain), pariwisata, perikanan, dan lain-lain.  
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Pembangunan waduk dapat ter manfaatkan secara optimal apabila 
pengoperasian waduk dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan 
yang ada. Untuk itu rencana pengoperasian waduk untuk masing-masing 
bendungan/waduk harus dibuat oleh pengelola bendungan/ waduk serta harus 
direncanakan berdasarkan kondisi spesifik saat ini masing-masing waduk. 

Dalam Permen PUPR Nomor 27 tahun 2015 pasal 42 ayat 1 (b) yang 
mengatur bahwa selama pelaksanaan konstruksi, pembangunan bendungan/ 
waduk diharuskan menyiapkan dokumen rencana pengelolaan bendungan 
(KemenPUPR, 2015). Rencana pengelolaan inilah yang dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya. 

Pengoperasian waduk dipengaruhi oleh beberapa komponen sistem waduk 
yang saling berkaitan erat antara lain: 

1. kondisi tampungan air; 
2. bangunan pengambilan dan pengeluaran; 
3. peralatan instrumentasi pengontrol dan pemantauan; 
4. daerah sempadan dan tangkapan waduk; 
5. sistem pengelolaan/manajemen yang baik.  

 

8.2 Pola Operasi Waduk Tunggal 
Pengertian Waduk Tunggal  

Suatu tampungan yang tidak berhubungan dengan waduk tunggal atau waduk 
jamak lainnya disebut waduk tunggal (Kimpraswil, 2004). Tujuan dari 
pembangunan suatu waduk atau bendungan dilakukan untuk pengelolaan 
sumber daya air, konservasi sumber daya air, pendayagunaan air, dan 
pengendali daya rusak air (KemenPUPR, 2015).  

Klasifikasi Fungsi Waduk Tunggal 
Secara umum fungsi utama dari suatu waduk atau bendungan adalah sebagai 
penampungan atau penyediaan simpanan air, sehingga ditinjau dari segi fisik 
hal yang paling penting dari suatu perencanaan waduk adalah kapasitas 
tampungan (Linsley and Franzini, 1995).  
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Ditinjau dari fungsinya, waduk dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis 
yaitu: 

1. Waduk Single Purpose (Eka Guna) merupakan suatu tampungan yang 
dioperasikan hanya untuk dapat memenuhi satu jenis fungsi atau 
kebutuhan saja. 

2. Waduk Multi Purpose (Multi Guna/Serba Guna); waduk yang 
peruntukannya dapat memenuhi berbagai kebutuhan, contohnya 
untuk irigasi dan PLTA digabungkan dalam satu peruntukkan. 

Persamaan Dasar Keseimbangan Air 

Persamaan dasar dalam menyimulasikan neraca keseimbangan air merupakan 
suatu fungsi dari masukan, keluaran, dan tampungan waduk yang dapat 
dituliskan ke dalam suatu persamaan matematis seperti rumus 8.1 (Pusdiklat 
SDA dan Konstruksi, 2017) . 

I − O = 	 &'
&(

  

dengan: 
I = Inflow / debit masukan (m3/det) 
O = Outflow / debit keluaran (m3/det) 
ds/dt= ΔS adalah perubahan kapasitas tampungan (m3/det) 

Atau secara rinci dapat dilihat pada rumus 8.2. 

St+1=St+Rt+It-Et-Lt-Ot-OS 

dengan:  
St+1 = Tampungan waduk pada periode t+1 
St = Tampungan waduk pada periode t 
Rt = Hujan yang turun di atas permukaan waduk pada periode t  
It = Inflow pada periode t 
Et = Kehilangan air akibat evaporasi pada periode t 
Lt = Kehilangan air akibat rembesan dan bocoran 
Ot = Total kebutuhan air 
Os = Outflow dari pelimpah 
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Pertimbangan Dalam Menyusun Pola Operasi Waduk 

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun suatu pola 
operasi waduk (POW), di antaranya (Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017): 

1. POW telah ada dari awal pengoperasian waduk dan perlu ditinjau 
adanya tinjauan ulang minimal 5 (lima) tahun sekali disesuaikan 
dengan perkembangan kondisi waduk dan perubahan fungsi dari 
waduk itu sendiri. 

2. Di dalam POW memuat paling sedikit tata cara air keluar dari dalam 
waduk disesuaikan dengan volume tampungan, elevasi muka air, 
kebutuhan air dan kapasitas aliran sungai.  

3. POW dibuat berdasarkan karakteristik dan fungsi waduk. 
POW dibuat ke dalam suatu ”Rule Curve Zona Operasi” yang telah 
dibatasi oleh lengkung batas operasi normal bawah (BONB) disusun 
atas data hidrologi tahun kering, dan lengkung batas operasi normal 
atas (BONA) disusun atas data hidrologi tahun basah, serta rencana 
inflow outflow. Contoh bentuk rule curve dapat dilihat pada gambar 
8.1.  

4. Tinggi muka air awal sama dengan tinggi muka air akhir (BONB dan 
BONA kembali ke posisi awal). 

5. Tampungan waduk dibagi ke dalam beberapa bagian di antaranya: 
efektif storage (tampungan efektif), flood storage (tampungan banjir), 
dead storage (tampungan mati), dan tampungan efektif operasi. 

 
Gambar 8.1: Contoh Bentuk Rule Curve Zona Operasi Waduk 
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8.3 Skema Model Pengelolaan 
Pengoperasian Waduk Tunggal 
Dalam penyusunan pola operasi dalam pengelolaan waduk, terdapat 3 (tiga) 
cara/teknik atau model yang dapat diterapkan (Kimpraswil, 2004). 

Model Konvensional  

Pada pola konvensional waduk dioperasikan dengan ketentuan seperti pada 
Gambar 8.2 sebagai berikut:  

1. Apabila tampungan di waduk pada kondisi I (antara tampungan 
minimum pengoperasian dan kondisi awal kritis), keluaran air dari 
waduk lebih kecil dari target (kebutuhan).  

2. Apabila tampungan berada pada kondisi II, keluaran air dari waduk 
sesuai dengan kebutuhan air yang diperlukan atau sesuai target. 

3. Apabila tampungan pada kondisi III di mana volume tampungan 
sama atau lebih besar dari tampungan maksimum, keluaran air dari 
waduk besarnya sama dengan kebutuhan/target ditambah dengan 
besarnya debit yang terbuang melalui pelimpah.  

 
Gambar 8.2: Kurva Operasi Waduk Model Konvensional (Kimpraswil, 2004)  

Pola operasi yang optimal menjaga agar terjadi limpasan air di atas pelimpah 
dan tidak adanya pengurangan kebutuhan akibat tampungan yang cenderung 
menurun di bawah ambang kritis.  
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Model Simulasi  

Dalam metode ini, kondisi muka air waduk disimulasikan dengan berbagai 
kondisi tipe masukan (inflow) dan karakteristik waduk sehingga diperoleh 
suatu kurva/ambang pola pengoperasian. Skema model simulasi dapat dilihat 
pada Gambar 8.3.  

 
Gambar 8.3: Skema Operasi Waduk Model Simulasi (Kimpraswil, 2004) 

Ada tiga ambang batas yang akan ditentukan dari hasil proses model simulasi 
yaitu ambang batas untuk pengoperasian waduk pada kondisi air tahun basah, 
ambang batas untuk kondisi air normal dan ambang batas untuk kondisi air 
tahun kering. Dengan diketahuinya ketiga ambang tersebut maka pengeluaran 
air (outflow) dari waduk dapat dikendalikan sehingga tidak sampai waduk 
dalam kondisi yang sangat kritis pada akhir operasi dan diusahakan agar 
waduk dapat penuh kembali pada akhir tahun pengoperasian sebelum masuk 
pada tahun berikutnya.  

Dalam tahap operasional, outflow waduk sangat tergantung pada elevasi 
waduk pada tiap akhir periodenya (mingguan, bulanan). Untuk kondisi muka 
air masih dalam ambang basah dan normal, outflow sesuai dengan target. 
Apabila muka air waduk telah mencapai ambang kering maka outflow perlu 
dikurangi sesuai dengan prioritas yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan terkait sumber daya air. 

Model Optimasi  

Aspek penting dalam pendayagunaan sumber daya air khususnya pada 
perencanaan operasi waduk adalah bagaimana mengoperasikan manfaat 
sumber daya air menjadi optimal. Oleh karenanya diperlukan suatu pemodelan 
optimasi pengelolaan sumber daya air tersebut. Prinsip dari metode optimasi 
dapat dilihat pada Gambar 8.4. 
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Gambar 8.4: Skema Operasi Waduk Model Optimasi (Kimpraswil, 2004) 

Ada tiga tahapan dalam mempersiapkan model optimasi untuk menghasilkan 
solusi terbaik dalam pengelolaan waduk, yaitu: 

1. Identifikasi fungsi objektif; 
2. Identifikasi faktor pembatas (decision variable);  
3. Identifikasi faktor kendala (constraints).  

Terdapat beberapa program teknik optimasi yang dapat digunakan dalam 
pengelolaan waduk di  

antaranya program linier, program non-linear, dan program dinamik. 
Pemilihan suatu teknik optimasi sangat tergantung pada karakteristik waduk 
yang ditinjau, ketersediaan data, tujuan, dan kendala (constraints) yang ada.  

 

8.4 Teknik Optimasi Waduk Tunggal 
Teknik optimasi merupakan salah satu cara dalam penyusunan model suatu 
rancangan sistem yang sesuai dengan keadaan nyata, yang nantinya dapat di 
ubah ke dalam model matematis dengan pemisahan elemen – elemen pokok 
agar suatu penyelesaian yang sesuai dengan sasaran atau tujuan pengambilan 
keputusan dapat tercapai.  

Dalam menyelesaikan kendala tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat 
digunakan antara lain: 

1. Lagrange Multipliers adalah proses penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan kendala linier; 

2. Linear Programming adalah proses penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan persamaan linier; 
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3. Quadratic Programming adalah proses penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan program matematis dengan fungsi linier dan fungsi 
tujuan non linier; 

4. Geometric Programming adalah proses penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan persamaan geometri; 

5. Dynamic Programming merupakan pendekatan optimasi proses 
pengambilan keputusan bertahap/berganda. 

8.4.1 Optimasi Dengan Linear Programming  
Pada bab 8 ini hanya akan membahas terkait sistem pengelolaan waduk 
dengan teknik optimasi menggunakan linear programming. Linear 
Programming atau linier program dapat digunakan untuk persoalan optimasi 
yang mempunyai bentuk ketidaksamaan dengan syarat fungsi tujuan dan 
fungsi kendala merupakan persamaan linier. Seperti pada persoalan optimasi 
yang lain pada program linier juga perlu ditentukan fungsi tujuan dan fungsi 
kendalanya (Sidharta, 1997). 

Pada dasarnya teknik optimasi menggunakan linear programming memiliki 
tiga unsur penting dan harus dipersiapkan, yaitu: 

1. Fungsi tujuan (objektif function) 
Fungsi tujuan yaitu fungsi matematika yang harus dimaksimalkan 
atau diminimalkan, dan mencerminkan tujuan yang hendak dicapai. 

2. Variabel keputusan (decision variable) 
Variabel keputusan digunakan untuk mengukur efektivitas atau 
kegunaan yang menghubungkan beberapa kombinasi dari variabel 
yang akan dicari dan memberi nilai yang paling baik bagi tujuan yang 
hendak dicapai. 

3. Fungsi kendala (constraint function) 
Fungsi kendala suatu persamaan aljabar atau ketidaksamaan atau 
dalam beberapa kasus sama dengan persamaan diferensial di mana 
persamaan tersebut harus dipenuhi dalam menentukan nilai 
maksimum atau minimum dari fungsi objektif, fungsi tujuan, dan 
kendala yang hendak dicapai. 
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Untuk menyelesaikan persoalan program linear, terutama bila mempunyai 
jumlah peubah yang lebih banyak dari 2 buah, maka penggunaan tabel 
simpleks akan sangat membantu. Metode simpleks merupakan prosedur 
perhitungan yang bersifat iteratif, yang merupakan gerakan selangkah demi 
selangkah dimulai dari suatu titik ekstrem pada daerah layak (feasible region) 
menuju ke titik ekstrim yang optimum.  

Dalam hal ini solusi optimum (atau solusi basis) umumnya didapat pada titik 
ekstrem. Metode simpleks mengintegrasikan sejumlah persamaan yang 
mewakili fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala pada program linear yang 
telah disesuaikan menjadi bentuk standar. Berikut bentuk standar persamaan 
simpleks (Anwar, 2001): 

Maks./Min. Z = C1.X1 + C2.X2 + …+ Cn.Xn  

Kendala: A11.X1 + A12.X2 + …+ A1n.Xn = b1 

 A21.X1 + A22.X2 + …+ A2n.Xn = b2 

 Am1.X1 + Am2.X2 + …+ Amn.Xn = bm 

 X1,X2,X3 ... ≥ 0 

Bandingkan bentuk standar metode simpleks ini dengan rumusan standar 
program linear di mana fungsi-fungsi pembatas dapat bertanda, =, atau . Dalam 
penyelesaiannya, rumusan linear harus diubah / disesuaikan terlebih dahulu ke 
dalam bentuk rumusan standar metode simpleks dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1. Fungsi pembatas merupakan persoalan maksimasi atau minimasi. 
Bila semua suku pada persoalan maksimasi dikalikan dengan angka -
1 (minus 1) maka akan menjadi persoalan minimasi.  
Misalnya: Min Z = 2X1 + 3X2, sama dengan maks.(-z) = -2X1 - 3X2 

2. Semua fungsi kendala diubah menjadi bentuk persamaan, dengan 
cara menambah atau mengurangi dengan bilangan-bilangan slack, 
surplus atau artifisial. 
Misalnya: 

4X1 – 5X2 6, menjadi 4X1 – 5X2 + S1 = 6,S1 = bil. Slack 

4X1 – 5X2 6, menjadi 4X1 – 5X2 – S2 +R = 6, S2 = bil. Slack; R = 
artifisial 
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4X1 – 5X2 = 6, menjadi 4X1 – 5X2 + R = 6,R = artifisial 

3. Semua ruas kanan fungsi kendala bertanda positif.  
Misalnya:  
-4X1 + 3X2 -8, menjadi 4X1 – 3X2 8, kemudian 4X1 – 3X2 - S2 + R 
= 8,  

4. Semua peubah tidak negatif. Misalnya X1 ≥ 0  

Untuk penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan cara iterasi. Langkah – 
langkah untuk satu kali iterasi pada persoalan maksimasi dapat dilakukan dari 
tabel simpleks sebagai berikut: 

1. Langkah 1 
Cari di antara nilai c1 pada baris fungsi tujuan (baris ke-0) yang 
paling bernilai positif. Angka tetapan ini adalah faktor pengali pada 
peubah non basis (PNB), maka peubah dengan nilai c1 paling positif 
akan masuk menjadi peubah basis pada tabel simpleks berikutnya 
sebagai peubah masuk (PM). 

2. Langkah 2 
Langkah ini bertujuan mencari peubah keluar (PK) atau di antara 
sejumlah peubah basis solusi (b1) dibagi dengan angka matriks pada 
baris yang sama dengan b1 dan merupakan faktor pengali dari PM di 
baris tersebut. Angka perbandingan positif yang terkecil menentukan 
pada baris tersebut adalah PBS yang akan keluar menjadi PK. 

3. Langkah 3 
Melakukan perhitungan operasi baris elementer (OBE) pada setiap 
baris termasuk baris fungsi tujuan sehingga didapat bahwa POM 
sudah menjadi PBS, dan PK menjadi PNB. 

4. Langkah 4 
Bila masih terdapat nilai c1 pada baris fungsi tujuan, lanjutkan 
dengan memulai langkah 1 dan seterusnya hingga seluruh nilai c1 
ialah nol atau positif bila keadaan terakhir terpenuhi maka PBS 
adalah jawaban dari permasalahan ini dan ruas kanan pada baris 
fungsi tujuan ialah nilai optimum dari fungsi tujuan. 
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Format awal tabel metode simpleks secara umum (contoh) dan metode 
perhitungan iterasinya dapat dilihat pada gambar 8.5 dan gambar 8.6. 

 
Gambar 8.5: Contoh Format Awal Tabel Metode Simpleks (Anwar, 2001) 

 
Gambar 8.6: Contoh Tabel Perhitungan Iterasi Metode Simpleks (Anwar, 

2001) 

Dalam pengelolaan operasi waduk pada suatu daerah aliran sungai melalui 
pendekatan teknik optimasi, perlu terlebih dahulu dilakukan penetapan 
berbagai kondisi dan alternatif pemecahan masalah sebagai fungsi obyektif 
dan fungsi kendala, misalnya: 

1. Penetapan fungsi obyektif dari pola operasi waduk (maksimal 
keuntungan/benefit atau minimal biaya/cost atau minimal kegagalan 
dalam suplai/water shortage). 

2. Penetapan kendala dari berbagai kondisi. Contohnya:  
a. Tinggi muka air diusahakan berada di bawah elevasi minimum 

pembangkitan energi listrik. 
b. Limpasan air waduk tidak melebihi 10% dari waktu. 



102 Pengembangan Sumber Daya Air 

c. Volume outflow untuk memenuhi kebutuhan dimaksimalkan. 
d. Keseimbangan tata air dan karakteristik waduk.  

3. Kendala atau constraint misalnya kebutuhan air (target energi, luas 
areal irigasi, pengendalian banjir, navigasi, rekreasi, dll). 

 



 

Bab 9 

Perencanaan Detention Pond 
Untuk Pengendalian Banjir 

 

 

 
9.1 Pemanfaatan Air Limpasan 
Penerapan kolam detensi atau detention pond adalah suatu upaya struktural 
dalam pengendalian banjir yang juga merupakan bagian dari kegiatan 
pengelolaan sumber daya air. Di beberapa negara atau wilayah, air luapan 
ketika banjir cenderung diharapkan terbuang mengingat kebanyakan otoritas 
masih menerapkan filosofi pematusan atau pembuangan segera air limpasan 
banjir, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan lebih lanjut air 
limpasan baik untuk konservasi maupun pemakaian sebagai sumber air baku.  

Pemanfaatan air limpasan bukan merupakan hal yang baru dalam pengelolaan 
sumber daya air. Prinsip pemanfaatan air limpasan dalam bentuk menghambat 
aliran air secara umum terbagi atas dua, yakni detensi dan retensi. Kedua 
terminologi ini sebenarnya sangat mirip bahkan sering kali interchangeable 
alias saling tertukar.  

Namun untuk kejelasan, mengingat perlunya terminologi yang jelas untuk 
perencanaan, kedua terminologi ini harus dipisahkan. Meski kedua sistem ini 
mengacu kepada kegiatan menyimpan air hujan di tempat (on-site storage) 
selama kejadian curah hujan tinggi yang memberi risiko tinggi bagi kejadian 
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banjir. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa pada sistem detensi, air yang 
tertahan dilepaskan secara perlahan ke badan air yakni sungai atau parit dan 
meninggalkan lokasi kolam detensi. Untuk sistem retensi, air tidak 
dimaksudkan untuk dilepas keluar dari kolam, namun diharapkan untuk 
meresap atau berinfiltrasi ke dalam tanah dan bahkan ber evapotranspirasi. 

Pada detention pond atau kolam detensi, sistem yang mampu menahan air 
harus dibangun yang memiliki kemampuan untuk dapat diisi dengan air hujan, 
menyimpan air hujan dan selanjutnya melepaskannya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama, yang dalam beberapa perencanaan disyaratkan harus dapat 
melepaskan air dalam waktu kurang dari 48 jam.  

Di banyak kasus, kolam detensi memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga 
beberapa hektar jika dibandingkan dengan kolam atau daerah retensi yang 
cukup dibuat pada wilayah yang tidak terlalu besar, baik berupa taman hujan 
atau bio-swales atau bio-retensi, yang dapat diterapkan pada kawasan 
perumahan, kawasan pengembangan atau sebagai perlengkapan jalan. 
Perbedaan keduanya dapat ditelusuri pada asal kata kedua istilah tersebut 
dalam bahasa lain di mana detention berarti delay atau lambat, sedangkan 
retention bermakna menyimpan.  

Air limpasan digunakan sebagai pengisi kembali atau recharging input dalam 
konservasi air. Fungsi ini dapat dipenuhi oleh kolam detensi atau regulasi. 
Fungsi yang sama juga dapat dipenuhi oleh kolam retensi, bahkan lebih baik 
lagi. Keuntungan kolam retensi adalah dapat dibangun di lahan yang kecil, dan 
mengingat tidak diperlukan upaya pengaliran secara teknis melalui sistem 
pintu atau bahkan pemompaan, yang merupakan karakter dari kolam detensi.  

Namun demikian, dalam hal pengaturan banjir, kolam detensi memiliki 
kapasitas teknis yang lebih besar, namun tentu saja membutuhkan tindakan 
teknis yang lebih kompleks. Gambar 9.1 memberi gambaran skematik model 
basin dalam pemanfaatan air limpasan berdasarkan tipe dan lokasi mengacu 
kepada (Guo, 2017) dengan mempertimbangkan lokasi kawasan relatif 
terhadap aliran sungai atau kanal, yang dapat berupa water quality basin untuk 
perbaiki mutu air, retensi lahan basah yang dapat diterapkan di taman atau 
kawasan terbuka hijau, infiltration basin pada kawasan industri, on-stream 
basin pada dataran banjir atau off-stream basin pada kawasan taman atau 
kawasan terbuka hijau 
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Gambar 9.1: Model Basin Berdasarkan Tipe Dan Lokasi (Guo, 2017) 

 

9.2 Karakteristik Kolam Detensi 
Pembangunan kolam detensi merupakan bagian dari penyelesaian masalah 
banjir secara struktural (Saidah et al., 2021). Pembangunan kolam detensi 
merupakan penyediaan infrastruktur drainase yang cukup besar dan umumnya 
melibatkan pendanaan publik atau pemerintah. Sebagai pilihan upaya dalam 
menyelesaikan banjir, solusi kolam detensi tidak selalu memberi hasil yang 
diinginkan mengingat besarnya investasi baik penyediaan lahan maupun biaya 
pembangunan, namun dalam jangka panjang pilihan infrastruktur ini juga 
dapat memberi perlindungan bagi warga kawasan serta mampu menurunkan 
kekhawatiran akan risiko bencana banjir dengan harapan bahwa bekerjanya 
kolam detensi akan menyelamatkan kota dari bencana banjir. (Butler et al., 
2018).  

Kolam detensi berfungsi untuk menahan sementara debit sungai sehingga 
puncak banjir dapat dikurangi dan kemudian melepaskannya secara perlahan 
ke sungai ketika curah hujan mulai berkurang dan aliran sungai mulai kembali 
normal. Tingkat pengurangan banjir tergantung pada karakteristik hidrograf 
banjir, volume kolam dan dinamika beberapa bangunan outlet. Penerapan 
kolam detensi dimaksudkan untuk memodifikasi hidrograf banjir dengan 
pengurangan puncak banjir di mana air yang dilepaskan (released) dan 
memundurkan puncak aliran (flow peak) dan memungkinkan proses evakuasi 
yang memadai dalam keadaan di mana banjir tidak dapat dicegah.  
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Penempatan kolam retensi biasanya dilakukan pada dataran rendah atau 
dataran rawa atau wetlands. Dengan perencanaan dan pelaksanaan tata guna 
lahan yang baik, kolam penampungan dapat juga digunakan untuk pertanian. 
Untuk strategi pengendalian yang andal diperlukan pengontrolan yang 
memadai untuk menjamin ketepatan peramalan banjir, peramalan banjir yang 
andal dan tepat waktu untuk perlindungan atau evakuasi dan harus didukung 
oleh sistem drainase yang baik untuk mengosongkan air dari daerah 
tampungan secepatnya setelah banjir surut.  

Gambar 9.2 yang berdasarkan (Guo, 2017) memberikan pengertian tentang 
pemunduran atau delaying peak flow pada hidrograf banjir. Dalam rentang 
waktu yang kurang lebih sama kurva menanjak atau rising limb pada bagian 
awal durasi hujan dibuat lebih landai. Pada sungai atau kawasan tangkapan 
hujan tanpa adanya kolam detensi, hidrograf air masuk atau inflow hydrograph 
dicapai dengan sangat cepat pada Tp-in.  

Dengan adanya kolam detensi, puncak hidrograf digeser mundur hingga 
mencapai titik pelepasan maksimum atau peak outflow Tp-out. Perbedaan 
kedua puncak tersebut disebut sebagai penurunan aliran puncak atau peak flow 
reduction. Daerah yang tampak pada arsiran sebelum inflow yang merupakan 
selisih tampungan antara sungai tanpa kolam detensi dan dengan kolam 
detensi merupakan volume yang tersimpan dalam kolam detensi. 
Kesetimbangan tampungan dicapai dengan adanya pelepasan yang dapat 
dihitung sebagai selisih kurva hidrograf aliran tanpa kolam detensi dan dengan 
kolam detensi atau disebut juga sebagai volume yang terlepas kan (released 
volume).  

Fungsi kolam detensi sebagai metode untuk memundurkan atau melambatkan 
terjadinya puncak banjir telah digambarkan dalam gambar 9.2. Pertanyaan 
selanjutnya adalah seberapa lambat kita ingin memundurkan puncak hidrograf 
dan seberapa besar penurunan peak flow-nya? Dengan menjawab pertanyaan 
tersebut maka kita telah merumuskan seperti apa desain atau rancangan kolam 
detensi yang akan dibangun. Jawabannya sangat berkaitan dengan 
pertimbangan yang lazim digunakan dalam membangun infrastruktur 
pengairan, yakni periode ulang banjir berapa yang kita antisipasi, dan berapa 
besar kemampuan pendanaan kita, yang selanjutnya membutuhkan kajian 
kelayakan.  

Maka dapat diasumsikan bahwa langkah pertama dalam perencanaan kolam 
detensi atau kolam regulasi adalah dengan membuat kajian kelayakan yang 
meliputi kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan lingkungan, kelayakan 
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teknis dan kelayakan sosial. Setelah tahapan kajian kelayakan dilakukan, 
barulah perencanaan teknis detention pond dapat dilakukan. Dalam banyak 
kasus, justru masalah sosial ekonomi yang menghambat perencanaan 
pembangunan kolam detensi seperti yang terjadi di banyak kota di Indonesia. 

 
Gambar 9.2: Konsep Pengurangan Peak Flow Akibat Kolam Detensi Dalam 

Hidrograf Banjir (Guo, 2017) 

Sarana detensi tidak serta merta mereduksi total volume limpasan, namun 
berfungsi untuk mendistribusikan kembali debit limpasan selama periode 
waktu tertentu, dengan menyediakan semacam tampungan ”hidup” untuk 
besaran air limpasan tertentu, yang dinyatakan oleh area yang diarsir antara 
hidrograf inflow dan outflow. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
manfaat terbesar kolam detensi jika didesain dan dioperasikan dengan tepat 
adalah tercapainya pengurangan banjir di daerah hilir.  

Manfaat lain dari kolam detensi adalah penurunan biaya pembangunan sarana 
pengaliran drainase banjir di hilir, pengurangan kehilangan nutrisi yang terlarut 
dalam air yang masuk ke anak-anak sungai di hilir, serta perbaikan kualitas 
lahan basah alami. Selain itu dimungkinkannya perbaikan kualitas air yang 
mengalir di sungai atau saluran akibat pengendapan zat terlarut, pengambilan 
nutrien oleh tanaman dan proses biologi lain seperti denitrifikasi (Boman et al., 
2018).  

Berdasarkan skalanya, sarana detensi dapat dibedakan atas sarana detensi lokal 
dan sarana detensi regional. Sarana detensi lokal biasanya dibangun oleh 
pengembang kawasan perumahan atau pemilik lahan pribadi yang cukup luas. 
Di beberapa negara maju, praktik penyediaan sarana semacam ini cukup lazim. 
Sarana ini dimaksudkan untuk memungkinkan dilaksanakannya 
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pengembangan kawasan dengan melindungi kawasan dari banjir yang sering 
terjadi atau untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya banjir yang lebih 
besar akibat pengembangan kawasan. Sarana detensi lokal ini bisa berupa 
sarana minor (local minor facilities) dan sarana utama (local major facilities).  

Sarana detensi minor detention dimaksudkan untuk melayani suatu kawasan 
pengembangan dengan luasan yang tidak terlalu besar dan hanya difungsikan 
untuk memitigasi peningkatan limpasan akibat pengembangan. Kapasitas 
outletnya didesain berdasarkan hidrologi pra-pembangunan dan struktur 
detensinya umumnya kecil. Sarana detensi lokal mayor dimaksudkan untuk 
melayani kawasan pembangunan yang cukup besar dan dapat melayani dua 
fungsi sekaligus yakni untuk mengurangi banjir eksisting dan sekaligus 
mengontrol pertambahan limpasan akibat pembangunan kawasan dengan 
menangani aliran off-site dan on-site.  

Fungsi sarana ini bisa menyerupai fungsi sarana detensi wilayah (regional 
detention facilities), yang mengontrol aliran pada sistem drainase utama yang 
biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Fungsi dari sarana detensi 
wilayah adalah untuk mengurangi secara signifikan aliran hilir untuk 
memaksimalkan kapasitas sistem eksisting dan menjaga aliran agar tetap di 
bawah kejadian banjir terbesar.  

 

9.3 Metode Perancangan Kolam Detensi 
Perencanaan kolam detensi memerlukan perencanaan yang matang. Sering kali 
perencanaan ini hanya dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, 
namun hasil yang dicapai mungkin tidak dapat dipenuhi. Kolam detensi dapat 
berupa sarana detensi on-line atau off-line. Sarana on-line memiliki rute 
limpasan permukaan yang melaluinya sebama kejadian hujan, yang berupa 
outflow yang terbatas yang memungkinkan kolam untuk diisi dan mengalirkan 
air untuk banjir sesuai periode ulang rencana.  

Sedangkan sarana detensi off-line menerima limpasan melalui saluran 
pengalih (diverter) atau pelimpah (overflow) di mana aliran akan salurkan dari 
aliran utama, baik itu sungai atau kanal dan selanjutnya disimpan sementara di 
kolam detensi. Desain harus mempertimbangkan matang-matang kapasitas 
infiltrasi kolam serta volume banjir puncak untuk periode ulang yang 
diinginkan (Woods Ballard et al., 2016). 
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Gambar 9.3 berikut mengilustrasikan denah desain kolam detensi tipikal 
menurut manual Sustainable Drainage System (SuDS) yang diajukan oleh 
CIRIA (Woods Ballard et al., 2016). 

 
Gambar 9.3: Denah Desain Kolam Detensi Tipikal (Woods Ballard et al., 

2016) 

Pertimbangan perencanaan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Penerapan kolam detensi harus disesuaikan dengan pengelolaan air 
hujan lokal dan sistem pengendalian banjir.  

2. Lokasi pembangunan memiliki kolam permanen atau bisa juga kering 
saat tidak terjadi hujan deras.  

3. Tanah di bawah tanggul dan kolam harus cukup tahan air 
(impermeabel) untuk memastikan integritas struktur dan menahan air 
bila diinginkan. 

4. Bak penampungan dengan ketinggian cukup besar (lebih dari 3 
meter) harus dirancang oleh insinyur profesional yang 
berpengalaman dalam desain bendungan. 

5. Akses ke kolam detensi akan sangat penting untuk menyediakan 
pemeliharaan praktik tersebut. Pemeliharaan meliputi pemotongan, 
pembuangan puing-puing, perbaikan daerah erosi, pemupukan 
vegetasi, dan sebagainya.  
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6. Sumber polusi di dalam kolam detensi harus dikendalikan. 

Keamanan publik, peningkatan visual, dan habitat satwa liar harus menjadi 
pertimbangan penting dalam mengukur lokasi dan desain. Dalam pembahasan 
ini, perencanaan fasilitas detensi yang diacu adalah fasilitas detensi regional 
yang melayani satu kawasan yang luas atau bahkan sebuah kota atau desa.  

Secara praktis, beberapa pihak otoritas mematok periode ulang desain antara 
10 tahun hingga 100 tahun. Pembangunan kolam retensi dengan periode ulang 
banjir rencana di bawah 10 tahun tidak bisa terlalu diharapkan untuk mengatasi 
lonjakan limpasan air yang membahayakan kota. Membangun dengan periode 
ulang rendah cenderung kurang optimal sedangkan membangun dengan 
periode ulang banjir rencana lebih dari 100 tahun akan sangat mahal, sehingga 
secara ekonomis periode ulang yang optimal adalah antara 10 hingga 100 
tahun.  

Perhitungan banjir yang akan ditangani dapat menggunakan metode rasional 
untuk wilayah yang tidak terlalu besar, atau menggunakan metode HEC-1 jika 
wilayahnya cukup luas atau regional dalam hal suatu hidrograf utuh dapat 
disiapkan untuk ruting tampungan yang umum. Namun jika hanya tersedia 
debit puncak (peak flow rate), maka digunakan metode rasional.  

Untuk menghitung volume tampungan yang dibutuhkan pada calon lokasi 
kolam detensi, maka untuk metode HEC dibutuhkan informasi berikut.  

1. Inflow hydrograph. 
2. Batasan kapasitas outlet. 
3. Outlet discharge yang diusulkan yang diikat dengan data elevasi 

lokasi.  
4. Tampungan yang diusulkan yang diikat dengan data elevasi lokasi. 
5. Waktu pematusan untuk lokasi kolam yang diusulkan. 

Beberapa langkah untuk menghitung luas kolam yang direncanakan adalah 
sebagai berikut. 

1. Langkah 1. Hitung volume pengolahan yang diusulkan (Vp) untuk 
tiap satuan limpasan untuk kawasan. 

2. Langkah 2. Hitung volume kolam basah permanen hingga kedalaman 
yang memungkinkan di mana volumenya harus lebih besar dari 
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volume yang dihitung untuk menyediakan waktu tinggal rata-rata 14 
hari berdasarkan rata-rata total curah hujan musim hujan.  

3. Langkah 3. Hitung rata-rata luas kolam minimum berdasarkan 
volume tampungan yang diinginkan. 

Kolam detensi tipe basah dapat terdiri atas kolam permanen, ditambah suatu 
lapisan di atasnya di mana terjadi volume air banjir yang berfluktuasi, serta 
bagian dangkal yaitu zona litoral yang dapat berfungsi sebagai biofilter 
(Gambar 9.4).  

Perpanjangan waktu detensi sudah lama dianggap sebagai suatu bentuk praktik 
terbaik (best management practice) untuk mengelola polusi limpasan 
perkotaan, mengingat semakin panjang waktu detensi, maka semakin besar 
pula proses sedimentasi dan proses biologinya. (Boman et al., 2018).  

 
Gambar 9.4: Komponen Ideal Sistem Detensi Berupa Lahan Basah (Boman 

et al., 2018) 

Gambar 9.3 menunjukkan komponen ideal kolam detensi yang juga 
merupakan lahan basah. Tampak pada gambar tersebut adalah beberapa 
komponen, antara lain kolam permanen, zona litoral seperti yang telah 
disebutkan, serta adanya komponen lain seperti area pengendapan dan 
bangunan inflow dan outflow. Bangunan outflow ini dapat berupa pelimpah 
yang dilengkapi dengan pintu atau alat pengatur lain.  

Semua proses perbaikan kualitas air secara alami diharapkan terjadi di fasilitas 
kolam detensi ini. Di antara proses yang diharapkan terjadi adalah proses 
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presipitasi atau turunnya zat terlarut ke dasar kolam permanen dan terjadinya 
proses penyerapan oleh tanah di bawahnya selanjutnya terjadi proses difusi ke 
dalam tanah. Tidak bisa dihindari bahwa akan terjadi interaksi dengan air 
tanah, namun dengan lamanya proses detensi, interaksi ini tidak perlu 
dikhawatirkan akan mencemari air tanah secara berlebihan.  

 
Gambar 9.5: Layout Detention Basin Untuk Beberapa Kala Ulang Banjir 

(Guo, 2017) 

Gambar 9.5 memberi ilustrasi layout detention basin untuk beberapa periode 
ulang banjir (Guo, 2017). Gambar di atas menunjukkan akomodasi dua 
periode ulang banjir di mana kolam detensinya didesain untuk periode ulang 
minimum 10 tahun, namun dalam kejadian melewati banjir periode ulang 10 
tahun, kolam masih dapat berfungsi hingga banjir periode ulang 100 tahun.  

Pembangunan kolam detensi dengan kelengkapan yang cukup kompleks 
memerlukan perencanaan yang matang. Untuk kolam detensi regional, 
setidaknya semua tahapan mulai dari studi pendahuluan atau reconnaissance, 
studi kelayakan, dan desain harus dilakukan dengan cermat. Sebaliknya jika 
tidak melewati tahapan-tahapan penting tersebut maka kegagalan fungsi sering 
tidak terhindarkan. 
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10.1 Pendahuluan 
Pelestarian sumber daya air diperlukan sinergitas dan keterpaduan yang 
harmonis antar sektor, antar generasi maupun antar wilayah. Air merupakan 
kebutuhan utama makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi 
air sebagai kehidupan makhluk hidup tidak dapat tergantikan dengan senyawa 
lainnya. Tanpa air dalam kehidupan makhluk hidup tidak dapat berlangsung, 
sehingga pelestarian dan penyediaan sumber daya air menjadi harus menjadi 
perhatian utama dalam proses sustainable untuk menjamin ketersediaan 
sumber daya air ini. 

Air dan sumber-sumber air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, air 
merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan 
dan kita semua tidak dapat hidup tanpa air. Air memiliki peranan sangat 
penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, yang memberikan banyak 
manfaat seperti; makan, minum, mencuci, mandi, membersihkan barang, 
bermain dan sebagainya. Karena pentingnya air dalam kehidupan di bumi ini, 
maka diamanatkan kepada manusia untuk „menjaga air dan sumber-sumber air 
dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan. 

Daerah aliran sungai adalah satu kesatuan wilayah daratan dengan sungai 
utama dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 
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mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau ataupun ke laut secara 
alamiah, dan dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau gunung. Potensi 
sumber daya air yang dimiliki oleh bumi adalah secara garis besar terdiri dari 
97% air laut dan 3% air tawar.  

Menurut Wolman (1962), dari 3% air tawar yang ada tersebut, terbagi lagi 
dalam komposisi; 75 % sebagai Es dan Glacier; 24 % air bawah tanah; 0,3 % 
air danau; 0,06 % sebagai soil moisture; 0,35 % air di atmosfer dan 0,03 % air 
di sungai-sungai dan lain-lainnya. Potensi Sumber Daya air di Indonesia 
seperti: curah hujan, cekungan air tanah, memiliki banyak sungai dan DAS. 
Indonesia sebagai negara tropis memiliki kurang lebih 5.590 sungai yang 
sebagian besar di antaranya memiliki kapasitas tampungan kurang memadai 
sehingga tidak terhindarkan dari bencana banjir. 

 

10.2 Pengelolaan Sumber Daya Air 
Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air 

Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan dalam Berdasarkan 
UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dijelaskan pasal 3 sebagai 
berikut:  

1. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas 
Air; 

2. Menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar 
memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, 

3. Menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang 
keberlanjutan pembangunan; 

4. Menjamin terciptanya kepastian hukum bag, terlaksananya partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya 
Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; 

5. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk 
Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan 

6. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup 
upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 
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Prasarana sumber daya air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang 
menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pemanfaatan sumber daya air harus mendukung perekonomian 
rakyat secara efektif dan efisien, dengan cara membuat pertimbangan 
kepentingan antar sektor dan antar wilayah. Pengendalian pencemaran sumber 
daya air, terutama untuk sumber air tanah, sungai dan danau.  

Efisiensi dan efektivitas penggunaan air untuk irigasi harus ditingkatkan, 
dengan cara mengutamakan pemeliharaan, kegiatan operasi, peningkatan kerja 
serta rehabilitasi daripada pembangunan irigasi yang baru. Sistem irigasi dan 
rawa harus dikembangkan, sehingga dapat membantu produktivitas di bidang 
pertanian, meningkatkan ketahanan pangan dan menyejahterakan petani. Pola 
pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya 
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat (pasal 5 UU PSDA No.17 Thn 2019). Negara menjamin 
hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi 
kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang 
baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau; (pasal 6 UU PSDA 
No.17 Thn 2019). Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/ atau dikuasai 
oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha (pasal 7 UU 
PSDA No.17 Thn 2019). 

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan wilayah sungai paling sedikit 
memperhatikan tersurat Ayat 2 pasal 22 UU PSDA No.17 Thn 2019 antara 
lain:  

1. Daerah Aliran Sungai secara alamiah. 
2. Karakteristik fungsi Sumber Air. 
3. Daya dukung Sumber Daya Air. 
4. Kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan terkait. 
5. Kemampuan Pendanaan. 
6. Perubahan iklim. 
7. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
8. Pengembangan teknologi; dan 
9. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. 
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Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber 
Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air 
bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pendayagunaan sumber daya 
air; (a) Penatagunaan Sumber Daya Air; (b) Penyediaan Sumber Daya Air; (c) 
Penggunaan Sumber Daya Air; dan (d) Pengembangan Sumber Daya Air. 
Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan 
memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya 
keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.  

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan 
apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah 
terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. (Ayat 1, 2 pasal 
47 UU PSDA No.17 Thn 2019). Informasi Sumber Daya Air meliputi 
informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologia, hidrogeologia, 
kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber 
Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan 
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air 
(Ayat 5 pasal 54 UU PSDA No.17 Thn 2019). 

Pemberdayaan dimaksudkan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi 
dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya 
Air. (Ayat 2 pasal 55 UU PSDA No.17 Thn 2019). Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya 
Air. (Ayat 1 pasal 56 UU PSDA No.17 Thn 2019) Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat. (Ayat 2 pasal 56 UU 
PSDA No.17 Thn 2019). 

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan 
nyata Pengelolaan Sumber Daya Air. Pendanaan pengelolaan dengan 
memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi 
kawasan. Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari: (a) 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara; (b) Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah; dan/atau (c). sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (Ayat 1 pasal 61 UU PSDA No.17 Thn 2019). 

Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk: (a) Memperoleh 
akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air; (b) Menggunakan Air bagi 
pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan 
kegiatan bukan usaha; (c) Memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber 
Daya Air; (d) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 
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dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; (e) 
Memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air; 
(f) Menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 
yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi 
setempat; (g) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang 
berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau. (h) mengajukan 
gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang 
merugikan kehidupannya. (Ayat 1,2 dan 3 pasal 57 UU PSDA No.17 Thn 
2019) 

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Partisipasi dilakukan untuk menyalurkan 
aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber 
Daya Air. Partisipasi yang dimaksudkan antara lain: (a) Konsultasi publik; (b) 
musyawarah; (c) kemitraan; (d) penyampaian aspirasi; (e) pengawasan; 
dan/atau (f) keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (Ayat 1,2 dan 3 pasal 63 UU PSDA No.17 Thn 2019) 

Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas 
wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan 
fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air. Pengelolaan Sumber Daya Air 
dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai 
sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya 
Air. Koordinasi dimaksudkan dalam tingkatan nasional, provinsi, kabupaten 
dan Wilayah Sungai (Ayat 1,2 dan 3 pasal 64 UU PSDA No.17 Thn 2019). 

Dalam Undang-Undang PSDA No. 17 tahun 2019 dijelaskan bahwa 
pengelolaan sumber daya air menjadi kewajiban setiap orang untuk senantiasa 
memelihara kawasan lingkungan hidup, mencegah kerusakan dan pencemaran 
lingkungan daerah aliran sungai (DAS). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang 
berkewajiban memelihara kawasan lingkungan hidup, mencegah, 
menanggulangi pencemaran dan kawasan lingkungan hidup. Lingkungan 
merupakan wilayah bersama yang harus menjadi tanggung jawab bersama 
adalah lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya alam dan 
sumber daya manusia. Selanjutnya dalam Alquran, Allah SWT, berfirman: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ‘Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau 
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hendak menjadikan (khalifah) orang di muka bumi ini yang akan merusak dan 
menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
nama Engkau?” Tuhan Berfirman, “Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui”. (QS Al Baqarah: 30). 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) 
memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. 
Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik” (QS Al-
A’raf: 56). 

Permasalahan Pemanfaatan sumber Daya Air 

Permasalahan dengan segala dampaknya akan timbul ketika kapasitas/daya 
dukungnya terlampaui oleh tekanan pengaruh perubahan kondisi lingkungan 
yang terjadi. Secara alami, pada dasarnya alam akan selalu mencari suatu 
keseimbangan (equilibrium condition) secara dinamis. Alam, termasuk air dan 
sumber air, akan selalu memberikan respons terhadap setiap pengaruh 
perubahan lingkungan yang terjadi.  

Ada sifat kelenturan/kementakan sumber daya ini, yang sering kita sebut 
sebagai “daya dukung lingkungan”. Ia akan selalu menyesuaikan dan 
mengabsorb atau meredam pengaruh perubahan tersebut sampai batas 
waktu/dan kemampuan sesuai kapasitasnya. Faktor daya dukung inilah yang 
perlu kita jaga dan kita tingkatkan kapasitasnya (melalui upaya-upaya secara 
struktur maupun non struktur), sehingga mampu mengantisipasi perubahan 
lingkungan yang terjadi. 

Permasalahan pemanfaatan sumber daya air dapat menyebabkan persoalan 
yang seharusnya tidak boleh terjadi secara berlebihan karena menyebabkan 
masalah bagi kehidupan habitat alam maupun pemenuhan kebutuhan akan air 
bagi makhluk hidup dan menjadi persoalan mata rantai siklus hidrologi di 
permukaan bumi ini.  

Akibat permasalahan ini menyebabkan antara lain: 

1. Penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penataan pertanahan, 
penataan kependudukan, tidak terkendali dan penegakan hukum tidak 
jalan, serta adanya ego sektor. 

2. Kerusakan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan, (penciutan lahan), 
sehingga kuantitas air terpengaruh. 
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3. Terjadinya: Peningkatan bahaya Banjir, tanah longsor, dan 
sedimentasi. 

4. Meningkatnya pencemaran akibat limbah padat, limbah cair sehingga 
kualitas air makin buruk/makin merosot. 

5. Penggunaan air untuk irigasi, rumah tangga, perkantoran, Industri, 
dan air baku yang tidak efisien dan tidak terkendali. 

6. Pengelolaan sumber daya air: kinerja rendah, terjadi kekeringan, 
defisit air, tidak adil, tidak efisien sehingga tidak berkelanjutan. 

Akibat poin 1-6 akan terjadi: Ekonomi terhambat yang mengakibatkan 
peningkatan jumlah kemiskinan dan pembangunan akan mengalami stagnan 
dan Fluktuasi Kualitas Air dan Keseimbangan Siklus Hidrologi akan 
terganggu serta berdampak Banjir Ekstrem atau memendekkan waktu puncak 
banjir 

 
Gambar 10.1: Ilustrasi Kerusakan Hutan Daerah Aliran Sungai 

Dampak Pemanfaatan sumber Daya Air 
Pemanfaatan lahan DAS yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi 
yang berkelanjutan, maka akan menyebabkan permasalahan, yang sampai hari 
ini terlihat nyata di dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  

Adapun antara lain dampak kerusakan DAS adalah: 

1. Sedimentasi waduk 
Tingginya tingkat sedimentasi di waduk menyebabkan kapasitas 
tampung waduk untuk penyediaan air pada musim kemarau dan 
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kemampuan untuk menahan debit banjir pada musim hujan menjadi 
berkurang, 

2. Banjir, berkurangnya daerah resapan air menyebabkan kemampuan 
untuk menahan air hujan menjadi berkurang. Kondisi ini 
menyebabkan hujan yang jatuh sebagian besar menjadi limpasan dan 
menyebabkan banjir, 

3. Pencemaran air 
Pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi yang pesat 
mengakibatkan kualitas air sungai semakin menurun. Beban polutan 
yang masuk sungai lebih besar dari kemampuan sungai untuk 
menguraikan polutan tersebut, 

4. Menurunnya kuantitas dan kualitas air 
Akibat pencemaran, DAS tidak dapat lagi digunakan untuk 
memenuhi aktivitas manusia. 

5. Masih tumpang tindihnya peraturan perundangan antar sector, 
6. Koordinasi dan sinergi tas kebijakan, program dan kegiatan antar 

lembaga yang belum berjalan baik 
7. Belum adanya master plan pengelolaan DAS sebagai pedoman, 
8. Belum adanya sistem informasi terpadu dalam pengelolaan DAS. 
9. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

DAS, 
10. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan konservasi, rehabilitasi 

lahan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan. 

Perubahan tata guna lahan menyebabkan tingginya akibat limpasan permukaan 
dan koefisien pengaliran, limpasan permukaan, debit puncak dan sedimentasi. 
Perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan degradasi ketahanan wilayah 
lahan DAS sebagai penyangga penyediaan air pada sungai (Mansida et al., 
2021). 
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10.3 Konsep Pelestarian Sumber Daya 
Air 
Pelestarian sumber daya air merupakan salah satu isu strategi yang paling 
penting yang seharusnya menjadi perhatian kepada semua komponen bangsa 
ini, sehingga pelestarian SDA ini dengan menggunakan pendekatan prinsip-
prinsip hidrologi, mengelola bentang lahan ini yaitu dengan memperbesar 
resapan air (infiltration) dan memperkecil aliran permukaan (surface runoff.  

Pelestarian sumber daya air dikelompokkan menjadi tiga metode yaitu: secara 
agronomis, mekanis dan kimiawi dapat dilakukan untuk konservasi bentang 
alam. Metode agronomis atau biologi adalah memanfaatkan vegetasi untuk 
membantu menurunkan erosi lahan. Metode mekanis atau fisik adalah 
konservasi yang berkonsentrasi pada penyiapan tanah supaya dapat ditumbuhi 
vegetasi yang lebat, dan memanipulasi topografi mikro untuk mengendalikan 
aliran air dan angin. Sedangkan metode kimia adalah usaha konservasi yang 
ditunjukkan untuk memperbaiki struktur tanah sehingga lebih tahan terhadap 
erosi. (Suripin, 2004). 

Pelestarian Sumber Daya Air dengan Pendekatan Agronomis 

Konservasi tanah dan air secara vegetasi adalah penggunaan tanaman atau 
tumbuhan dan sisa tanaman dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 
mengurangi laju erosi dengan mengurangi daya rusak hujan yang jatuh dan 
jumlah daya rusak aliran permukaan. Konservasi tanah dan air secara vegetatif 
berfungsi sebagai: 

1. Pengurangan daya rusak butiran hujan yang jatuh akibat intersepsi 
butiran hujan oleh dedaunan tanaman atau tajuk tanaman. 

2. Pengurangan volume aliran permukaan akibat meningkatkan 
kapasitas infiltrasi oleh aktivitas perakaran tanaman dan penambahan 
bahan organik. 

3. Peningkatan kehilangan air tanah akibat meningkatnya 
evapotranspirasi, sehingga tanah cepat lapar air. 

4. Memperlambat aliran permukaan akibat meningkatnya panjang 
lintasan aliran permukaan oleh keberadaan batang-batang tanaman. 
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5. Pengurangan daya rusak aliran permukaan sebagai akibat 
pengurangan volume aliran permukaan, dan kecepatan aliran 
permukaan akibat meningkatnya panjang lintasan dan kekasaran 
permukaan. 

Konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat dilakukan dengan berbagai 
macam cara, yaitu: 

1. Pertanaman tanaman atau tumbuhan penutup tanah secara terus-
menerus (permanent plant cover) 

2. Penanaman dalam strip (strip cropping) 
3. Pertanaman berganda (multiple cropping) 
4. Pertanaman bergilir (rotation cropping) 
5. Pertanaman mulsa (residue cropping) 
6. Sistem pertanian hutan (agroforestry) 

 
Gambar 10.2: Penanaman Dalam Strip (A) Menurut Garis Kontur (Contour 

Strip Cropping), (B) Lapangan (Field Strip Cropping), dan (C) Strip Bar 
Penyangga (Buffer Strip Cropping) 



Bab 9 Perencanaan Detention Pond Untuk Pengendalian Banjir 123 

 

 
Gambar 10.3: Pertanaman Berganda Atau Pertanaman Lorong (Allary 

Cropping) 

Pelestarian Sumber Daya Air dengan Pendekatan Mekanis 

Prinsip dasar konservasi tanah adalah mengurangi banyaknya tanah yang 
hilang akibat erosi, sedangkan prinsip konservasi air adalah memanfaatkan air 
hujan yang jatuh ke tanah seefisien mungkin, mengendalikan kelebihan air di 
musim hujan, dan menyediakan air yang cukup di musim kemarau. 
Konservasi mekanis mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. memperlambat aliran permukaan; 
2. menampung dan mengalirkan aliran permukaan sehingga tidak 

merusak; 
3. memperbesar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki 

aerasi tanah; 
4. menyediakan air bagi tanaman; 

Adapun usaha konservasi tanah dan air yang termasuk dalam metode mekanis 
antara lain meliputi: 

1. Pengolahan tanah 
2. Pengolahan tanah menurut garis kontur 
3. Pembuatan teras 
4. Pembuatan saluran air (waterways) 
5. Pembuatan dam pengendali (check dam). 
6. Pembuatan Bangunan Resapan Air dengan beberapa metode di 

antaranya; 
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a. pembuatan embung dimaksudkan untuk penyimpanan atau 
retensi air pada musim hujan dan dapat dimanfaatkan di musim 
kering; 

b. pembuatan biopori di permukaan tanah untuk memperbesar daya 
infiltrasi tanah dan mengurangi volume aliran permukaan 
(runoff), sehingga dapat meningkatkan air tanah; 

c. Pembuatan DAM pengendali sedimen pada daerah cekungan 
lahan untuk menahan laju erosi dan sedimen, menampung air, 
meresapkan air serta mengurangi daya gerus tanah di sepanjang 
bagian aliran sekaligus menjadi penyediaan sumber air. 
http://dlhk.jogjaprov.go.id/konservasi-sumber-daya-air 

Pelestarian Sumber Daya Air dengan Pendekatan Kimiawi 

Perkembangan penggunaan bahan pemantap tanah pada awal cukup baik, 
tetapi berhubungan mahalnya preparat-preparat yang dipasarkan, 
penggunaannya semakin terbatas, khusus hanya pada lahan-lahan sempit. 
Walaupun telah terbukti bahwa penggunaan pemantap tanah tidak hanya 
mempu meningkatkan kemantapan agregat tanah, tetapi juga mampu 
meningkatkan hasil tanaman. 

Bahan pemantap tanah yang baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut 
(Seta, 1987): 

1. Mempunyai sifat yang adhesif serta dapat bercampur dengan tanah 
secara merata. 

2. Dapat merubah sifat hidrofobik atau hidrofilik tanah, yang dengan 
demikian dapat merubah kurva penahan air tanah. 

3. Dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, yang berarti 
memengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. 

4. Daya tahan sebagai pemantap tanah cukup memadai, tidak terlalu 
singkat dan tidak terlalu lama. 

5. Tidak bersifat racun (phytotoxix) dan harganya terjangkau (murah). 
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Pengendalian Air Tanah (Groundwater) Pengisian reservoir air tanah secara 
buatan ini dapat dipakai untuk:  

1. Menyimpan kelebihan air permukaan menjadi air tanah; 
2. Memperbaiki kualitas air tanah dengan mencampur air tanah lokal 

dengan air pengisian; 
3. Membentuk tabir tekanan untuk mencegah intrusi air laut; 
4. Meningkatkan produksi pertanian karena lebih terjaminnya air 

irigasi; 
5. Menurunkan biaya pemompaan air tanah karena kedalaman air tanah 

yang relatif menjadi kecil; 
6. Mencegah terjadinya penurunan muka tanah. 

Reformasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air  

Pengelolaan sumber daya air sampai saat ini, diperlukan tindakan yang lebih 
komprehensif dan mendesak dilakukan reformasi pengelolaan sumber daya air 
dengan konsep integralistik, sistematik, dan berbasis pada pendekatan eko 
hidraulik (ekohidrologi).  

Reformasi sumber daya air dilakukan pada tiga belas bidang adalah (Maryono, 
2018): 

1. Reformasi konsep pengelolaan daerah aliran sungai (DAS); 
2. Reformasi konsep pengelolaan sungai (restorasi sungai)l 
3. Reformasi konsep drainase konvensional ke ekodrainase; 
4. Reformasi konsep pengelolaan danau, telaga dan situ; 
5. Reformasi konsep pengelolaan daerah pantai dan estuari; 
6. Reformasi konsep memanen air hujan; 
7. Reformasi konsep dalam membangun kota sebagai DAS (city as a 

catchments area); 
8. Reformasi konsep menuju nawa gatra dan budaya paham air (water 

culture); 
9. Reformasi konsep dalam mengembalikan kualitas dan kuantitas air 

sungai (moratorium pencemaran sampah dan limbah pada air sungai); 
10. Reformasi konsep pemahaman keterkaitan gempa bumi, longsor, dan 

banjir; 
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11. Reformasi konsep penanganan perubahan iklim; 
12. Reformasi konsep pemanfaatan energi dari sumber daya alam; 
13. Reformasi konsep pengembangan irigasi modern. 

Sumber daya alam adalah milik generasi yang akan datang merupakan 
tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk 
menjaga sumber daya alam untuk anak cucu kita. 

“Jangan Tinggalkan Air Mata tapi Tinggalkan Mata Air” 

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya jangka panjang yang hasilnya 
tidak dapat dirasakan segera akan tetapi untuk generasi mendatang. 
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